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Memelihara Tradisi 
Kritis di Bawah 
Gempuran Birokrasi 


@ Ahmad Maulana Jabbar 


eberkas kata yang terangkai dibayarkan oleh para segenap dengan tujuan memberikan 
dalam bait-bait kalimat syukur Redaksi LPM  Justisia dalam investigasi singkat terhadap aktivitas 
tak lupa selalu kami panjatkan menyelesaikan tugas-tugas liputan pengelolaan BLU dalam majalah yang 


dalam ungkapan sederhana di lapangan. Semuatak lain adalah mengusung tema “Grusak-Grusuk 


atas nikmat serta karunia semangat bentuk dedikasi serta loyalitas | Ing Pendidikan Tinggi”. 


yang selalu Allah SWT berikan terhadap kebenaran untuk y tetik 


, 


& sa singkat, dalam laporan utama 
kepada kami. Sehingga majalah Me peta . ifiy kami berusaha memaparkan 


ini dapat selesai serta dapat selalu beberapa persoalan dari berbagai 


menyajikan reportase yang aspek mulai dari bagaimana aktivitas 
berkualitas. kami untuk tetap“ Wana" Tara BLU, implikasinya terhadap biaya 

segala kondisi. : 7 Y pendidikan, sekaligus membedah 
Dalam proses penyajian 


ketimpangan kebijakan wajib ma'had 


hasil reportase yang “ mudah Majalah Justisia edisi K4W inf”Becara An 
: . yang menjadi program unggulan, 


dicerna dan dipahami oleh para khusus ntembahas “persoalan Temen ka ai Tenar 


embaca tentunya dibutuhkan komersialisasi pendidikan tinggi 
P y 2 R “3 S8! utama atas keresahan yang 


k- k ti lid r — bias i i 
sosok-sosok tim yang solid dan serta mahalnya biaya” kuliah di ihalaph bahaya NASA 


memiliki loyalitas menggemakan tengahlegitimasi kampus PTN BLU yang amis tera Tanah akibat 


kebenaran yang utuh. Maka tak yangftersemat padavbeberapa PTKIN kesannya ena UN 
lupa kami sampaikan terima kasih di bawahw,naungan Kementerian 

atas segala dedikasi serta Agama RI. Seharusnya, legalitas PTN Kritik dan saran kami nantikan 
kerelaan waktunya untuk BLU dapat memberikan kemudahan agar pembuatan majalah ini 
mengemban amanah menyelesaikan .isecara konsisten terhadap seluruh bisa berkembang lebih baik lagi 


majalah ini & memberikan bacaan-/'entitas /khususnya UIN Walisongo kedepan & dapat menyuguhkan 


yang berkualitas bagi para untuk, dapat mengelola keuangan berbagai reportase yang aktual serta 
pembaca setia majalah Justisia. Secara mandiri melalui berbagai berkualitas. Kini, saatnya 
bisnis. Majalah Justisia edisi ke-55 siap 


Pan ata peannan eyang menjadi santapan pembaca yang 


kami lalui tidaklah mudah & tak Dengan itu kami merangkum SA an ani 


sebanding dengan risiko yang harus serta menyusun majalah edisi 55 
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KARIKATUR 


KAU TAHU AaNca, 
APA YANG LEBIH 
MENGERIKAN 
DIBANDING NEGARA Api? 


ENTAH LAH SOKKA. 


Besok TENGGAT 
PEMBAYARAN 
UKT!!! 


Tapi AKU TAK 
PUNYA UANG 


LAGI PULA AKU 
MISKIN DAN YATIM 


APAKAH TIDAK ADA 
KERINGANAN UNTUK 
KU? 


SEPERTINYA AKU 
AKAN AMBIL CUTI 
LAGI SOKKA 


KAU PIKIR MEREKA 
AKAN PEDULI 


AKU TAHU KALO 
UIN iTu “U“-Nya 
ADALAH UANG 


YANG MEREKA PIKIRKAN 
HANYA UANG, UANG DAN 
UaNg!! 


KOLONG 
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Ketika Biaya Pendidikan Meningkat Akibat BLU 


Tersendat 


@ Ghazi Muhammad Tsany & Daffa Ikhsan 


nformasi mengenai kampus- 
kampus atau satuan pendidikan 
status BLU 
telah dipublikasikan melalui situs 
djpbn.kemenkeu,go.id. 


47 universitas, 4 sekolah tinggi, 4 


yang memiliki 


Terdapat 


akademi, 29 politeknik baik yang 
fokus pada kesehatan maupun non- 
kesehatan, sehingga keseluruhan 
kampus BLU berjumlah 84. PTN 
BLU merupakan perguruan tinggi 
negeri di Indonesia yang memiliki 
status badan layanan umum. Badan 
Layanan Umum adalah badan 
hukum yang memiliki otonomi 
pengelolaan keuangan, 
PTN BLU memiliki 


dalam mengatur 


sehingga 
keleluasaan 
keuangannya 
yang 
ditetapkan oleh pemerintah. Hal 


sendiri dengan aturan 


ini memungkinkan PTN BLU Ng 
memiliki kemandirian dala 


manajemen keuangan dan sum 
daya yang dikelolanya. 


Di 
Walisongo 


Universitas Islam Negeri 


sendiri “ merupakan 
perguruantinggiyangberstatus PTN 
BLU, yang dimana sudah berbentuk 
Badan Umum (BLU) 
sejak tahun 2009, yang di mana 
melalui status PTN BLU kampus 


penyediaan barang dan/atau jasa 


Layanan 


yang dijual tanpa mengutamakan 
mencari keuntungan dan dalam 


melakukan kegiatannya didasarkan 


dan 


i itas Islam 
iri terdapat 


g dikelola di 


&, 


5. Layanan Katering 


Pusat Pengembangan Bisnis di UIN 
Walisongo sebagai pengelola dari 
ke 5 bisnis tersebut, mulai dari yang 
beroperasi hingga yang kini sudah 
tidak beroperasi. Dikutip dari laman 
https://ppid.walisongo.ac.id/ 


laporan-keuangan-uin-walisongo- 
audited/, padatanggal 21 Desember 
2022, 


jumlah pendapatan dan 


hibah yang telah dianggarkan 
sebesar 150.019.500.000 berhasil 


terealisasi dengan angka yang 


mengesankan, mencapai total 
sebesar  155.973.496.678. Hal 
ini menunjukkan peningkatan 


signifikan sebesar 5.953.996.678 


dari anggaran awal. Realisasi 


ini mencerminkan kenaikan 
anggaran sebesar 103,97 persen, 
menandakan pencapaian yang luar 


biasa dalam pengelolaan keuangan. 


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO 
LAPORAN KEALISASE ANGGARAN 
UNTUK PERIODE VANG BERAKIHR SAMPAI DENGAN J1 DESEMBER 2022 DAN 201 


(Dwtiam Kupu) 
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Namun, jika dibandingkan 
dengan periode yang sama pada 
tahun sebelumnya, pada tanggal 
2021, 
pendapatan dan hibah mencapai 
125.112,331.938, 


sebesar 


21 Desember realisasi 
angka sebesar 
Terjadi penurunan 
30.861.164.740 


sebelumnya. Meskipun demikian, 


dari tahun 
realisasi anggaran pada tahun 2022 
tetap menunjukkan pertumbuhan 
yang 

upaya 
meningkatkan 


signifikan, menyoroti 


yang dilakukan untuk 
pendapatan dan 


hibah yang diterima. 


Peningkatan yang terjadi dari 
anggaran awal hingga realisasi pada 
tahun 2022 memberikan gambaran 
tentang 

dilakukan 


penerimaan 


strategi yang berhasil 
untuk meningkatkan 

pendapatan dan 
hibah. Meskipun terjadi penurunan 
dari tahun sebelumnya, capaian 
pada tahun 2022 menunjukkan 
upaya yang terus menerus untuk 
memperbaiki dan mengoptimalkan 
serta 


pendapatan pengelolaan 


anggaran. 


Biro Haji dan Umroh 


Hingga saat, ada beberapa yang 
sudah tidak terawat bahkan tidak 
beroperasi, seperti Biro Haji dan 
Umroh. Biro perjalanan haji dan 
umrah biasanya menjadi pilihan 
bagi banyak individu yang ingin 
ibadah 


nyaman dan terorganisir. Namun, 


menjalankan dengan 
keberadaan sebuah biro haji dan 
umrah di lingkungan kampus PTN 
BLU yang pada akhirnya berhenti 
beroperasi menunjukkan adanya 


berbagai kendala yang menghambat 
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kelangsungan bisnis ini. Baik faktor 
pihak 


eksternal “di 


yang menghambat dari 


internal maupun 


kampus UIN Walisongo Semarang. 


Awalnya, tujuan untuk menyediakan 


layanan yang terpercaya bagi. 
mahasiswa, staf, dan masyarakat 
umum dalam menjalankan ibadah 
haji dan umrah sangatlah. kuat. 
Sebagai bagiar" dari kampus PTN 
BLU, biro perjalanan ini diharapkan 
mampu “ memberikan: layanan 
yang berkualitas, didukung oleh 
kehandalan manajemen dan 
dukungan dari komunitas kampus. 
Namun, seiring waktu, banyak hal 
yang. menghambat operasi biro 
haji dan, umrah ini. Salah satu 
faktor utama mungkin berasal dari 
perubahan kebijakan dan regulasi 
terkait perjalanan haji dan umrah, 
yang dapat menyebabkan biaya 
yang lebih tinggi, perubahan dalam 
prosedur, atau bahkan kesulitan 
kuota 


untuk mendapatkan 


perjalanan. 


Selain itu, persaingan dengan biro 
perjalanan lain, yang mungkin lebih 
berpengalaman atau menawarkan 
paket yang lebih menarik, juga bisa 
menjadi penghalang. Daya saing 


biro haji dan umrah di kampus juga 


Ng pa 
BA 


dapat dipengaruhi oleh kurangnya 
inovasi dalam memperluas jaringan 
pemasaran atau meningkatkan daya 
tarik paket perjalanan. Sehingga 
hal-hal ini lah yang membuat 
Biro Umroh & Haji berhenti/tidak 
beroperasi lagi, sedangkan dari Biro 
Umroh dan Haji ini Ia bisa membuat 
peluang pengelolaan keuangan 
dalam status UIN Walisongo yang 
masih berstatus sebagai PTN BLU. 


Wisma Walisongo 


Tidak hanya Biro Umroh & Haji, 
UIN Walisongo Semarang juga 
mempunyai bisnis penginapan 
yakni Wisma Walisongo, yang di 
mana berada di Kampus 1 UIN 
Walisongo Semarang. Pengelolaan 
bisnis wisma atau penginapan 
di sekitar lingkungan kampus 


seringkali diharapkan dapat 


yang 
menyediakan 


menjadi ladang bisnis 
menguntungkan, 
layanan akomodasi yang nyaman 
bagi mahasiswa dan staf. Apalagi di 
saat even besar mahasiswa seperti 
penerimaan mahasiswa baru dan 
wisuda. Dengan adanya wisma bisa 
memberikan akses kemudahan bagi 
mahasiswa yang datang bersama 


keluarganya. 


Wisma Walisongo ini UIN Walisongo 
melalui Pusat Pengembangan Bisnis 
(PPB) melakukan 
kerja sama dengan PT. OYO Rooms 
Indonesia. Secara teknis, PPB UIN 
Walisongo bermitra dengan OYO 


kesepakatan 


Rooms Indonesia untuk mengelola 


30 kamar yang terbagi 2: wism 
dan Wisma non AC. 


Terhadap kerjasama penginap: 
Wakil Rektor III 


Kemahasiswaan dan Kerjasama 


ini, Bidang 
menyatakan bahwa kolaborasi ini 
akan membantu UIN Walisongo 
untuk mendapatkan lebih banyak 
bahkan di 

sehingga 


pengakuan, tingkat 


internasional, lebih 


dikenal oleh publik luas. 


“Pimpinan mengapresiasi penuh 
inisiasi kerja sama yang baik ini. 


Tentunya hal ini akan memberi 


dampak Ag kegftia belah 
pihak. 3 arsini akan dikelola 
b ing 
ersama-sama sehingga dapat 
asybaik nasional 
internaStonal,” ucap Arief 


N Walisongo dengan 
ooms Indonesia bertujuan 

yang 
syariah 


takan penginapan 
pankan prinsip 

rta mendepak pandangan negatif 
yang ada di kalangan masyarakat, 


termasuk mahasiswa. 


“Kami akan mengenalkan dan 
UIN 


khususnya wisma ini lebih luas di 


membawa Walisongo 
kancah nasional dan internasional. 


Semoga kerjasama ini dapat 
berjalan dengan baik,” tutur Head 
of Business Development Central 


Java PT. OYO Rooms Indonesia, 
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Andre Tanzil. 


Dikutip dari laman OYO Rooms, 
terdapat berbagai ulasan baik dan 
buruk mengenai Wisma Walisongo. 
Ada yang mengatakan, “Tempatnya 
nyaman, 


pelayanannya cukup 


baik, harganya pas di kantong, 


recommended banget, pokoknya 
josss”, namun ada juga yang 
menyampaikan  kekecewaannya, 


“Kecewa, kemarin saya sudah pesan, 
ketika saya datang, resepsionis 
sedang libur dan saya tidak bisa 
sudah 


Bagaimana tanggung 


check-in padahal saya 
membayar. 
jawabnya??”. Dari sekian banyak 
ulasan, terlihat bahwa fasilitas dan 
kondisi tempat penginapannya 
sudah baik dan nyaman, namun 
dalam 


terdapat kekurangan 


pelayanan kepada pelanggan. 


KG KOLONG 
B 


Tentunya,ulasandaripenggunayang 


bervariasi tersebut memberikan 
gambaran yang lebih komprehensif 
tentang pengalaman yang dapat 
oleh 


Membaca ulasan tersebut, dapat 


diharapkan pengunjung. 


disimpulkan aspek pelayanan 


kepada pelanggan merupakan 
hal yang perlu ditingkatkan demi 
memenuhi kualitas layanan secara 


keseluruhan. 


Terkait dengan beragam ulasan 
yang terpampang di 
OYO Rooms 


Walisongo, perlu adanya tindakan 


laman 
mengenai Wisma 
untuk meningkatkan pengelolaan 
hal 


penerimaan tamu serta manajemen 


dan koordinasi dalam 
layanan pelanggan. Upaya untuk 
memastikan ketersediaan petugas 
resepsionis yang konsisten serta 


pelatihan yang lebih baik bagi 


staf dalam menangani situasi- 
situasi yang mungkin terjadi 
bisa menjadi langkah penting 


untuk memperbaiki pengalaman 


pengunjung di masa mendatang. 
Walisongo Tour & Travel 


Selain Wisma, UIN Walisongo juga 
mempunyai layanan Walisongo 
& Travel 


bisnis. Kantor biro perjalanan ini 


Tour sebagai unit 
beralamatkan di Jalan Walisongo 
50185 
dengan hari dan jam kerja mulai 
dari pukul 08.00 - 16.00 WIB. 


Namun, layanan Walisongo Tour 


Nomor 3-5 Semarang, 


& Travel ini masih belum dapat 
dikatakan biro perjalanan sebab 


belum adanya izin berdiri sebagai 
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perusahaan. 


Justisia berusaha mengkonfizmasi 


terkait informasi legalitassdan izin 


Walisongo Tour & Travel, namun 
pihak Pusat Pengelolaan Bisnis UIN- 


Walisongo belum bisa memberikan 
informasi terkaifMperkembaigan 
Tour & Travel UIN Walisongo, 


Sebagai biroW”perjalarah, tentu 
Walisongo Tour & Trayel memiliki 
produkEproduk yang” ditawarkan 
seperti Umrah Regiflar (9 hari, 12 
hari ), Umrah Plus (Agsa, Turki, 
Mesir, Eropa'an lain-lain), Umrah 
Wisata 


Ramadhan, Domestik, 


Wisata Umum, Wisata Internasional, 


- (Wisata /Ziarah, Wisata Kids Fun, 


Wisata Edukasi, Study Tour, Kuliah 
Kerja Lapangan (KKL), Kunjungan 
Kerja dan Tiket Pesawat Udara 


Domestik dan Internasional. 


Banyaknya produk yang ditawarkan 
oleh Walisongo Tour & Travel ini 
jelas membantu segala kalangan 
dalam melakukan perjalanan, 
tidak 


ditampilkan harga dan fasilitas apa 


namun disayangkan 


saja yang didapat dalam produk 


Walisongo Tour & Travel. Hal ini 


“Yjelas.,imenyebabkan kebingungan 


para" calon pembeli saat melihat 


preduk yang ditawarkan oleh 
Walisongo Tour & Travel. 

Food Court 

Food Court sebagai salah satu 
pengembangan bisnis di UIN 


Walisongo Semarang yang dinilai 


menguntungkan bagi beberapa 
pihak dan menciptakan perputaran 
uang yang sehat, baik untuk pihak 
kampus maupun dengan penyedia 
(penjual) makanan sendiri. Food 
Court yang terdapat di kampus 2 
dan 3 merupakan tempat kumpul 
mahasiswa staf 


bagi maupun 


kampus pada waktu istirahat 
sambil menyadap makanan dengan 


harga yang standar. 


Food 


menerapkan 


UIN 


sistem 


Court Walisongo 

terhadap 
setiap penjualan dipungut pajak. 
Menurut salah satu penjual di Food 
Court, Reni, pajak yang dikenai dari 
pihak UIN Walisongo sekitar 1746 
dari pendapatan. Besaran persen 
pajak per-stand itu masuk ke dalam 


pendapatan UIN Walisongo. 


Setiap stand tentu memiliki 


penghasilan bermacam- 


yang 
macam, dari yang kisaran di bawah 
satu juta per-minggunya hingga 
empat sampai enam juta per- 
minggunya. Perbedaan ini tentu 
berdasarkan menu makanan dan 


jumlah pembeli setiap minggunya. 


“Penghasilan di tempatku itu hanya 
sekitar satu juta delapan ratus 
saja dalam satu minggunya dan 
ini tergolong sepi dibandingkan 
penjual lain yang dalam seminggu 
bisa mendapatkan empat bahkan 


enam juta,” tutur Reni. 
Layanan Katering 


Dalam konteks yang berbeda, 
UIN Walisongo juga menyediakan 
layanan bisnis katering sebagai 
salah satu dari empat layanan yang 
disebutkan sebelumnya. Katering 
ini memberikan akses kepada 
mahasiswa, staf, dan serta pegawai 


kampus untuk menikmati makanan 


dengan skema pesanan. Layanan 
katering ini juga bermanfaat untuk 
mendukung berbagai acara di 
kampus seperti seminar, wisuda, 
workshop, konferensi, acara sosial, 
dan lainnya dengan menyediakan 
makanan dan minuman yang sesuai 


dengan kebutuhan acara. 


Keberadaan layanan katering di 


kampus bukan hanya tentang 


penyediaan makanan, tetapi juga 


tentang menciptakan lingku 


yang mendukung 


pertemuany 


KOLONG 


Adanya berbagai macam pilihan 


menu memungkinkan para 
pelanggan untuk memilih sesuai 
dengan selera dan kebutuhan acara 
di kampus, termasuk acara resmi 
seperti wisuda, seminar, dan rapat, 
sertaacarainformalseperti kegiatan 
organisasi. Dengan variasi menu 
yang beragam ini, pengelola layanan 
katering dapat menyesuaikan menu 
sesuai dengan tema atau suasana 


yang Pa ea oleh pelanggan, 


menciptakan pengalaman kuliner 


. Yang khas dan memuaskan. 
pen aanan ia, dan per ukany Samibil tetap memberikan layanan 
hubungan sosial an sea 1 erkualitas tinggi, fleksibilitas 
antara anggota komunii & 

dalam penawaran menu juga 


Makanan yang di 


dari 


akaderike, 


pengalanna | 


penting 
dan 


san bagi 


UIN WALiIsSoNGo 


NIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 


Pe Ta & 
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menambahkan sentuhan personal 
dan kesempurnaan pada setiap 
acara yang diselenggarakan di 


lingkungan kampus. 


Sementara hidangan yang 
disediakan sangat bervariasi, 
tidak jarang muncul beragam 


G KOLONG 
# 
komentar atau ulasan dari para 


pengguna layanan katering. 
Beberapa komentar yang sering 
muncul berkaitan dengan 
kepuasan atas kualitas rasa dan 
penyajian hidangan yang dianggap 
memuaskan. Sebaliknya, beberapa 
ulasan juga menyuarakan kritik 
terhadap rasa atau biaya harga dari 
setiap boks tersebut yang dianggap 


terlalu mahal. 


Tanggapan dari anggota DEMA 


misalnya, “Kalau rasanya enak, 
cuma memang harganya mahal. 
Sementara kita kalau buat acara 
kan anggaran itu pas, jadi kalau 
makannya terlalu mahal nanti gak 
bisa buat yang lain.” Hal tersebut 
menunjukkan perhatian yang besar 
terhadap pengelolaan katering agar 
lebih meninjau harga katering yang 


tidak terlalu mahal. 


Penentuan harga yang tepat 


adalah hal yang penting untuk 


menjaga keseimbangan antara 
keuntungan — yang dihasilkan 
dengan kepuasan pelanggan. 


Dalam bisnis katering, penentuan 


harga tidak hanya didasarkan 
pada biaya produksi makanan, 
tetapi juga mempertimbangkan 
biaya operasional, gaji karyawan, 
peralatan, bahan baku, dan 
keuntungan yang diinginkan. 


Namun, harga yang terlalu tinggi 
dapat mempengaruhi daya saing 
bisnis di pasar. Oleh karena itu, 
perlu dilakukan analisis pasar untuk 
menentukan harga yang kompetitif 
masih 


namun memperoleh 
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keuntungan yang memadai. 
Selain itu, kejelian dalam 
menyesuaikan — harga dengan 


segmentasi pasar yang dituju juga 
penting. Misalnya, menawarkan 
paket-paket khusus dengan harga 
yang terjangkau untuk mahasiswa 
atau organisasi kemahasiswaan, 


sementara menawarkan paket 
premium untuk acara-acara resmi 
wisuda atau acara besar yang 


lainnya. 


Dengan mempertimbangkan 
harga yang kompetitif namun 
menguntungkan, bisnis katering 
dapat terus berjalan Jancar sambit 
mempertahankan kepuasan 


pelanggan serta menjaga 
keberlangsungan operasional bisnis 
dalam jangkaspanjang. Pengalaman 
tercermin 

yang 
disampaikan. Ada yangmemberikan 


pengguna seringkali 


dalam wlasamulasan 
pujian ataswkekayaan rasa pada 
setiap mhidanganw yang tersedia, 
sementara “yang lain mungkin 
merasa bahwa ada aspek-aspek 
tertentu,yang perlu ditingkatkan 
untuk meningkatkan kualitas 
layanan secara keseluruhan. Ini 
menunjukkan pentingnya feedback 
bahan 


penyedia layanan 


dari pengguna sebagai 


evaluasi bagi 
katering guna terus meningkatkan 


mutu dan kepuasan pelanggan. 


BLU: Solusi atau Beban Baru 
Pendidikan Tinggi? 


Dalam konteks 
Umum (BLU) 
terdapat 


Badan Layanan 
perguruan tinggi, 
keterkaitan antara 


status BLU dengan melonjaknya 


BLU 
kepada 


biaya pendidikan. Status 


memberikan otonomi 


perguruan tinggi dalam pengelolaan 


keuangan, termasuk kebebasan 
mengelola keuangannya sendiri 
sesuai dengan peraturan yang 


ditetapkan pemerintah. Otonomi ini 
mencakup pengelolaan pendapatan 
dan alokasi sumber daya, termasuk 
sumber daya yang dikelola oleh 
BLU. 


BLU 


mahal 


Keberadaan status 


bersinggungan dengan 


tidaknya biaya pendidikan. 


Meskipun berstatus universitas 
(perguruan tinggi), BLU bersifat 
independen dalam pengelolaan 


keuangannya, sehingga tingginya 


biaya pendidikan dapat 
dipengaruhi oleh berbagai faktor. 
Biaya pendidikan yang lebih 
tinggi dipengaruhi oleh strategi 
politik internal universitas 
dan kebijakan pendanaan 


pemerintah. BLU perguruan tinggi 


dapat menggunakan otonomi 
keuangannya untuk meningkatkan 
kualitas pendidikan, fasilitas 
dan layanan bagi mahasiswanya. 
adalah 


antara 


Namun, tantangannya 


menjaga keseimbangan 
peningkatan kualitas pendidikan 
lebih 


dan menjadikannya 


terjangkau. 


Keputusan untuk menaikkan biaya 
pendidikan juga dapat dipengaruhi 
oleh besarnya anggaran yang 
dialokasikan pemerintah kepada 
universitas. Tingginya biaya 
pendidikan dapat dipengaruhi oleh 


berbagai faktor, antara lain: 


a. Meningkatkan biaya 


operasional universitas, 
investasi pada fasilitas modern, 


dan meningkatkan kualitas 


fakultas. 
b. Di perguruan tinggi juga 
memerlukan dana untuk 


mengatasi biaya operasional 
gaji 
fasilitas, 
kebutuhan 
Jika 


pemerintah 


sehari-hari, 
staf, 
dan 


seperti 
perawatan 
berbagai 
administratif. alokasi 
anggaran dari 
tidak mencukupi, universitas 


mungkin terpaksa menaikkan 


biaya pendidikan untuk 
menjaga kelangsungan 
operasionalnya. 

c. Faktor eksternal seperti 
inflasi dan kenaikan biaya 
hidup dapat memberikan 
tekanan tambahan pada 


biaya operasional universitas. 


Jika biaya ini tidak dapat 
ditanggung oleh alokasi 
anggaran pemerintah, 


universitas mungkin melihat 
kenaikan biaya pendidikan 


sebagai solusi. 


Selain itu, universitas BLU juga 


mungkin menghadapi tekaff 
sumber 


yang 


mencari pendapatan 


tambahan, mungkin 


keuangan yang memaksa mereka 


berdampak pada biaya pendidikan 


mereka. Mengkaji — hubungan 
antara status BLU dan pendidikan 
mahal penting untuk memahami 
balik 
penyelenggaraan pendidikan tinggi. 
faktor-faktor — yang 


mempengaruhi biaya pendidikan 


dinamika keuangan di 


Memahami 


memungkinkan para pemangku 
kepentingan, termasuk mahasiswa, 
untuk berpartisipasi dalam diskusi 
dan rencana yang mengarah pada 


kebijakan pendidikan yang aw, ya 
w/ tentang dinamika keuangan 


inklusif dan berkelanjutan. » 


Dalam menghadapi ya 


keuangan, universitas BLU (Sering 


kali berupaya untuK aa nh 


sumber pendapatan- 

ini '— mencakup ypengenth 
kemitraan dengar 4 ifdustri, 
peningkatanf | dalam layanan 
konsultasiy dan pelati 

ekspansi : “Regiatai 


dan pengembang "yang dapat 


menghasilkan pendapatan 
tanibahdin Misafkan seperti di UIN 


Walisongo "Pelayanan penyediaan 


an Jasa Biro Haji, penyewaan 


EnginaPan Wisma Walisongo, dan 


fpeny ediaan Travel yang walaupun 


saa banyak bisnis tersebut 


vakum/tidak beroperasi. 
Dari semua bisnis yang dikelola 


ini merupakan strategi untuk 


“tekaMan 


Kana OLONG 
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mengurangi ketergantungan pada 
dana publik dan menciptakan 


sumber pendapatan yang lebih 
beragam. 


Dampak dari tekanan keuangan 
dan upaya diversifikasi sumber 
pendapatan ini dapat tercermin 
yang 
dikenakan oleh universitas BLU. 


pada biaya pendidikan 
Mahasiswa seringkali menjadi pihak 


yang paling langsung terpengaruh, 


dan pemahaman yang lebih baik 


ini 


Ng dapat memberikan landasan untuk 
diskusi yang lebih terinformasi. 


eh karena itu, penting untuk 
menciptakan dialog terbuka antara 
pihak universitas, mahasiswa, dan 
pemerintah guna mencari solusi 
yang seimbang dan berkelanjutan. 
Diskusi ini dapat melibatkan 
pembahasan tentang pemberian 
beasiswa, skema pembiayaan 
yang lebih fleksibel, atau strategi 
pengelolaan keuangan yang dapat 
beban 


mahasiswa tanpa mengorbankan 


mengurangi finansial 


kualitas — pendidikan. Dengan 
demikian, pemahaman tentang 
hubungan antara status BLU 


dan biaya pendidikan membuka 
pintu bagi kolaborasi yang lebih 
efektif dalam menciptakan sistem 


pendidikan yang inklusif. 
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Terbentur Aturan Ma'had: Biaya Mahal Dibalas 
Layanan Ugal-Ugalan 


@ Nickmetin Erbakan Zen 


emua berawal ketika 

mahasiswa baru UIN 

Mean naa aa POLA KELUHAN MAHASISWA 
Semarang dinyatakan lolos, BARU UIN WALISONGO 2023 
pemberitahuan daftar ulang bakal 
segera diumumkan. Pada saat Survei “Solidaritas intuk Mm oba 2022-0'eh Aliansi Mahasiswa 

walisongo. Dibukarpada Mingguan 5 Ju'n2023 hingga Rabu, 12 Juli 2023 

yang sama, mahasiswa baru akan denganffhslibatkan.874nidhasiswa baru. 
melengkapi persyaratan daftar 


ulang sesuai panduan dari kampus. 


UKT Tinggi 


Skema ini adalah tahap awal bagi 
mahasiswa baru untuk mengetahui 
total besaran UKT yang harus 


dibayar setiap semester. 
Penghasilan tidak 


Sekilas di atas kertas, proses mencukupi 
daftar ulang mahasiswa baru 

demikian lugas dan tidak berbelit- 

belit. Namun ternyata, proses Tanggungan 


pendaftaran ulang mahasiswa baru salisilat 


tidak selamanya hitam dan putih, 
bahkan berkali-berkali 
abu-abu. Menyisakan cerita 


lai 
dari mahasiswa baru yang » 


merasa kesulitan dan keberat | 


sesekali 


Ketidaktepatan 
Verifikasi Data 


atas besaran UKT yang diterima. 


alasan dari Program Wajib Ma'had 


(9 15,384 


Beberapa mereka 
adalah ketidaktepatan biaya UKT 
dengan unggahan dokumen untuk 
keperluan daftarulangdanverifikasi 


Sumber: Aliansi Mahasiswa Walisongo 


data. Adanya jurang ketimpangan 
keluhan UKT. Survei Hasil tersebut menunjukan bahwa 


keluhan mahasiswa baru UIN 


ini membuat mahasiswa baru UIN mengenai 


Walisongo 2023 kelimpungan, mau 
meneruskan atau undur diri dari 
perkuliahan? 


Secara ringkas, Redaksi Litbang 
LPM Justisia mengolah data survei 
dari Aliansi Mahasiswa Walisongo 
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tersebut dibuka selama tiga hari, 
dari Minggu, 09 Juli 2023 hingga 
Rabu, 12 Juli 2023. Survei tersebut 
melibatkan 874 mahasiswa baru 
dengan klasifikasi jalur penerimaan 
dan fakultas yang berbeda-beda. 


Walisongo 2023 adalah: (1) UKT 
tinggi: (2) Penghasilan orang tua 
tidak mencukupi, (3) Tanggungan 
kebutuhan dan biaya rumah tangga, 
(4) Ketidaktepatan verifikasi data 


dan: (5) Keberatan program wajib 
ma'had. 


Keluhan terakhir 
keberatan program wajib ma'had, 


mengenai 


beberapa mahasiswa baru 


masih bertanya-tanya perihal 
latar belakang dan tujuan dari 
program wajib ma'had. Keluhan 
ini mendapat 125 suara. Program 
pema'hadan bagi mahasiswa baru 
di Perguruan Tinggi Kementerian 
Islam Negeri (PTKIN) telah diatur 
dalam Keputusan Direktur Jenderal 
Pendidikan Islam Nomor 7272 
Tahun 2019 tentang Pedoman 
Implementasi Moderasi Beragama 
pada Pendidikan Islam. Dalam 
Petunjuk Teknis (Juknis) Moderasi 
Beragama Program 
Wajib Ma'had ini ditujukan untuk 
melengkapi wawasan keagamaan 
lebih 


lanjut atau penguatan terhadap 


melalui 


sebagai pendalaman 
pendidikan formal, yang secara 
postur kurikulum sangat tidak 


proporsional. 


Mahasiswa baru mengikuti program 
ini selama satu semester atau enam 
Program Wajib Ma'had 
UIN Walisongo 
yang baru saja dimulai pada tahun 


bulan. 
adalah regulasi 


ajaran 2023-2024 ternyata turut 
memungut biaya, yaitu sebesar 
Rp. 3.000.000 Rupiah. Sampai sini, 
mahasiswa baru merasakan beban 
ganda, beban kesulitan membayar 
UKT, ditambah beban 
mengeluarkan biaya lagi 


harus 
untuk 
program wajib ma'had. 


Di dalam regulasi wajib ma'had 
tersebut, terdapat layanan katering. 
Meskipun sifatnya tidak wajib, untuk 
bulan pertama mahasiswa baru 
diwajibkan untuk menggunakan 


layanan katering tersebut. Biayanya 
Rp 450.000 untuk dua kali makan 
sehari, selama sebulan. Layanan 
ini dimaksudkan memfasilitasi 
santri baru dari luar daerah, luar 
yang 
belum cukup mengenali medan dan 


provinsi, dimungkinkan 
lingkungan kampus. Sehingga, jika 
tidak dibantu penyediaan makanan, 
mereka akan kesulitan. 


Berdasarkan surat edaran yang 
dikeluarkan pihak Kampus UIN 
Walisongo Semarang Nomor: 
1901/Un.R1/DA.00.01/04/20283 
tentang kewajiban ma'had "untuk 
seluruh Mahasiswa Baru tahun 
2023 yang dikeluarkan pada bulan 
April tahun 2023/telah banyak 
menuai kontra dari Mahasiswa 
Baru. Dalam SK/Rektor yang-telah 
dikeluarkan, ada beberapa» poin 
yang perlu/ diperhatikan” untuk 


memahami permasalahar'tersebut, 


yaitu:Semua mahasisWarbaru tahun 
2023 /Wajib mengikuti 
pemadhadan. 


program 


View Insights 
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Program penyelenggaraan Ma'had 
Al jami'ah, diselenggarakan pada 
tahun pertama sejak mahasiswa 
dinyatakan diterima selama satu 
semester. 


Membayarkan uang sebanyak Rp 
3.000.000 untuk satu semester 
yang dibayarkan sesuai jadwal yang 
telah ditentukan. 


Mengikuti teknis penempatan 


mahasiswa sesuai dengan yang 


sudah ditetapkan. 


Kedatangan — mahasiswa baru 
dimulai tanggal 24 s.d 31 Juli 
2023 dengan membawa bukti 
pembayaran Ma'had. 

Wajib  ma'had 
sebagai 
Kartu Rencana Studi (KRS) untuk 


semester berikutnya. 


juga dijadikan 
syarat untuk pengisian 


Kasus ini menjadi viral usai 


mahasiswa peserta program 


Wajib Ma'had mengunggah video 


kesaksiannya mengenai fasilitas 


ma'had yang tidak sebanding 


Ipmjustisia 
Original audio 


Ipmjustisia (VIDEOGRAFI) 


Berdasarkan Surat Pengumuman No. 
1901/Un.10.0/R1/DA.00.01/04/2023, UIN Walisongo 
menelurkan kewajiban ma'had bagi seluruh mahasiswa baru 
2023/2024, 


Biaya ma'had sebesar 3 juta per-semester, dan dibayarkan 
sesuai jadwal yang tertera dalam surat pengumuman tersebut. 
Kewajiban ma'had ini menjadi syarat pengisian KRS dan ujian 
skripsi 


Mahasiswa putri menempati Ma'had Al-Jami'an dengan dua 
gelombang sesuai jalur masuk. Sedangkan mahasiswa putra 
menempati pondok mitra yang sudah melakukan kerjasama 
dengan pihak kampus sebelumnya. 


Kedatangan mahasiswa putri gelombang | dan mahasiswa 
putra di pondok mitra dimulai tanggal 24 s.d. 31 Juli 2023 
Namun, baru saja menempati sekitar 2 minggu di ma'had, 
mahasiswa sudah mengadu banyak keluhan atas minimnya 
fasilitas dan layanan. 


Fasilitas dan layanan yang kurang memuaskan acap kali 


Av W 


8 mh Liked by 


demafshws 
and 577 others 


KOLONG 


G KOLONG 

z 

dengan besaran biaya yang harus 
dibayarkan. Dalam video tersebut 
terdapat empat perempuan yang 
mengeluhkan soal fasilitas makanan 
yang disediakan oleh Ma'had Al 
Jamiah UIN Walisongo, yang dinilai 
tidak layak untuk dikonsumsi. 
Redaksi Videografi LPM Justisia 
juga merilis 
mahasiswa baru mengenai fasilitas 


video kesaksian 
ma'had yang tidak layak, termasuk 
dalam video tersebut menampilkan 
beragam bukti foto-video yang lain. 


Di beberapa media sosial, telah 
tersebar dokumentasi baik foto, 
video, ataupun rekaman bukti 
fasilitas ma'had selama ini tidak 
sebanding dengan besaran biaya 
yang harus dibayarkan. Usai viral 
dan ramai, pelaku penyebar foto 
dan video tersebut justru diancam 
membuat video 


dan dipaksa 


permintaan maaf. 


Tak hanya itu, masalah nominal 
pembayaran, ketatnya aturan yang 
menyulitkan mahasiswa untuk 
mendapatkan kebutuhan menjadi 
hal yang paling banyak disorot 
dalam permasalahan ini. Sebagai 
akibat dari banyaknya keluhan, 
banyak pihak yang mengadakan 
demonstrasi sebagai tindakan 
protes terhadap program kampus 


yang sedang berjalan. 


Untuk menanggapi perselisihan 
yang ada, berbagai perangkat 
organisasi kemahasiswaan 


seperti Dema, Sema dan Ormawa 
bergerak cepat untuk menengahi 
permasalahan yang ada antara 
pihak orang tua mahasiswa dengan 
UIN Walisongo 
menyediakan aduan melalui link 


pihak kampus 


G-form dengan menyebutkan detail 
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aduan yang ingin disampaikan. 


Regulasi Dadakan, BLU 


Dikorbankan 


Peraturan Menteri 
Republik Indonesia 
PMK.05/2018 

lebih 


pedoman umum penyusunan tarif 


Keuangan 
No. 162/ 
memberikan 
wawasan luas mengenai 
Badan Layanan Umun di Walisongo. 
Pasal 2 menyebutkan, tarif layanan 
BLU dibedakan dalam kategori tarif 
layanan akademik dan tarif layanan 
penunjang akademik. 


Pasal 2 
Pasgatbad ir 


Tarif layanan scbagaimana dima! 
alas: 
tarif layanan akademik, d 


b. ta 


penunjang akad: 


bentuk “dan 
kerjanya, lebih mudah dibedakan 


Berdasarkan cara 
kalau BLU yang bersumber “dari 
tarif layanan akademik bersifat non 
profit karenawsifat hubungannya 
dua aralv antarawkampus dengan 
mahasiswa. Sedangkan BLU yang 
bersumber dari,s..tarif layanan 
penunjang akademik bersifat profit 
karena tidak, hanya bersifat dua 
arah, namun, melibatkan pihak 


ketigammasyarakat umum. 


detail 
akademik, 


Memahami tarif layanan 


penunjang akan 
lebihv mudah jika merujuk pada 
Rektor 


Islam Negeri Walisongo Nomor 84 


Keputusan Universitas 
Tahun 2022 tentang Tarif Layanan 
Penunjang Akademik pada Badan 
Layanan Umum Universitas Islam 
Negeri Walisongo Semarang. Dalam 
keputusan tersebut, layanan pusat 
Ma'had Al-Jamiah masuk dalam 
kategori BLU yang bersumber dari 
tarif layanan penunjang akademik, 
alias profit. 


Dalam 


keterangan 


keputusan 


rektor tersebut, tertera secara 
jelas besaran uang yang harus 
memenuhi 
Ma'had Al- 


Jami'ah. Bahwa, baik mahasiswa 


dikeluarkan untuk 


anggaran layanan 
baru—atau lama, dan mahasiswa 
KIP-K 
merogoh uang 4 juta rupiah untuk 


penerima diharuskan 
melunasi tarif layanan penunjang 
akademik berupa layanan Pusat 
Ma'had Al-Jami'ah. 


Dari besaran uang tersebut, pada 
tahun 2020 realisasi pendapatan 
jasa penyediaan barang dan jasa 
berupa Ma'had UIN Walisongo 
sebesar Rp 300.650.000, sedangkan 
pada tahun 2021 sebesar Rp 
868.126.030. Untuk tahun 2022, 
Justisia belum menemukan laporan 
audit keuangannya. Jika ditarik 
dalam skala lebih luas, target dan 
realisasi pendapatan BLU pada 
tahun 2021 adalah sebagai berikut: 


Pasca pandemi Covid-19 melanda, 
beberapa jasa pelayanan umum 
sudah kembali beroperasi, akan 


tetapi belum berjalan dengan 
normal sehingga belum dapat 
meningkatkan penerimaan 


pendapatan BLU secara signifikan. 
Berikut detail realisasi pendapatan 
BLU UIN Walisongo: 


Jasa Layanan Kependidikan 1672947700 
Jasa Layanan Nun Kependidikan asia. 
Jasa Layanan Perbankan 


Jika dipahami dan diteliti secara 


sederhana, realisasi pendapatan 


BLU tahun2021 maupun 2020 besar 
bersumber dari pendapatan jasa 
pelayanan pendidikan. Selisihnya 
cukup kontras dibandingkan 
dua sumber pendapatan lainnya. 
Pelayanan akademik pendidikan 
karena 


bersifat non-profit, 


berhadapan langsung dengan 
mahasiswa. Sedangkan dua lainnya 
tidak. Bahkan tren selisih antara 
tahun 2020 dan 2021 mengalami 


kenaikan. 


MI2IPRS2DARO 104704345980 151 
dang 920at| Lotsasam Iki 


Pensdagatan Jasa Layara Pertiskan BLLI 3.051 KANG IS? SIK (IMAM) 


Gambaran ini cukup berdasar 
untuk menjadi alasan kenapa Uang 
Kuliah Tunggal di UIN Walisongo 
kian tahun kian mahal. Karena 


sepanjang  Justisia “mengamati 
dan mengumpulkan data sumber- 
sumber pendapatan BLU di UIN 
Walisongo, jasa penyediaan barang 
dan jasa seperti layanan catering, 
sewa ruko, ataupun layanan 
tour and travel belum berjalan 
dengan maksimal. Kalaupun 
berjalan, Justisia hanya menemui 
civitas 


konsumennya sebatas 


akademik Walisongo, untuk acara-. P 
acara internal kampus sendiri. w 4 


Pada akhirnya, UIN Walisongo 


semarang sebenarnya 
siap menerima status Badan 
Layanan Umum, apalagi secara 


penuh mengontrol dan mengelola 
pola pengelolaan keuangan yang 
sasarannya tidak hanya untuk 
pemenuhan internal, namun juga 
masyarakat 


berdampak pada 


sekitarnya. 


Hal ini menjadi dalih tersendiri kala 
BLU yang bersumber dari layanan 
belum 


yang 


penunjang akademik 


berjalan maksimal, solusi 


dijalankan dengan mengeluarkan 
kebijakan program wajib ma'had, 
mengingat pendapatan jasa ma'had 
UIN Walisongo yang besar di antara 
pendapatan jasa-jasa yang lain. 


Jika berkaca pada tahun 2022 
UIN 
sebesar 


Program Ma'had pusat 
Walisongo dianggarkan 
4 juta, pada tahun 2023 terdapat 
kebijakan 


baru 


perubahan dari 


sebelumnya. Mahasiswa 


2023 hanya membayar 3 


juta 


untuk program ma'had. Terke: 
lebih murah karena selisih, 
dari tahun 2022, padahal mela 
surat pengumuman $ " 
1901/Un.R1/DA.00.016 


dua gelombang 
yasuk, dan mahasiswa 


embaca 


G KOLONG 
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Total mahasiswa baru yang 
lolos dan mengikuti PBAK UIN 
Walisongo tahun 2023 sejumlah 
4.104 mahasiswa. Jika dijumlahkan 
antara mahasiswa baru dengan 
besaran biaya ma'had sebesar 
3 juta, maka uang yang berhasil 
diraup oleh BLU tarif layanan 
penunjang akademik sebesar Rp 
12.312.000.000. 
tersebut jika disandingkan dengan 


Besaran uang 


BLU tarif layanan akademik tentu 
— bakal jauh melampaui. 


Pola 
Mahasiswa Baru 2023 


Keluhan 


7 Mi enyoal permasalahan ma'had yang 
CS Sian komplek. Dewan Eksekutif 


Mahasiswa  (DEMA) Fakultas 
Syariah dan Hukum UIN Walisongo 
Semarang merilis survei keluhan 
ma'had. Survei tersebut ditujukan 
untuk mengumpulkan pendataan 
pengaduan fasilitas ma'had yang 
kemudian bakal menjadi metadata 
audiensi kepada Rektor dan pihak 
ma'had UIN Walisongo Semarang. 
Survei tersebut dilakukan secara 
acak kepada 30 mahasiswa baru 
Fakultas Syariah dan Hukum UIN 
Walisongo Semarang. 


Doc/ Gatra.com 
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Redaksi 
kemudian 


Litbang LPM 
mengolah 


Justisia 

dan 
menemukan pola yang seragam 
mengenai alasan dan keluhan 
mahasiswa baru atas program 
wajib ma'had. Secara garis besar, 
keluhan tersebut dibagi dalam tiga 
pola: (1) Konsumsi yang tidak layak, 
(2) Biaya mahal tidak sebanding 
dengan fasilitas dan: (3) Buruknya 


fasilitas sarana dan prasarana. 


Lebih lanjut mengenai pendataan 


pengaduan ma'had, bahwa 


berdasarkan data yang didapat 
bahwa 


mengatakan responden 


ingin program wajib ma'had untuk 


memperbaiki beberapa hal di 
antaranya: 
Ketersediaan Konsumsi yang 


Tidak Layak 


Pihak penyedia katering Ma'had 
Al-Jami'ah dinilai 
memastikan kondisi makanan yang 


lalai dalam 
akan diberikan kepada mahasiswa. 
Terutama ketika hidangan yang 
terlihat tidak dapat bertahan lama 
dibiarkan begitu saja tanpa segera 
diberikan sesuai rentang waktu 


kelayakan makanan tersebut masih,. 


bisa dikonsumsi.  Pengelolaa 


konsumsi merupakan fokus utan, $ 
dalam permasalahan ini, sehingga, 


pengelola — diharapkan 


berbenah dalam urusan konsumsi. 


segera bar 
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Responden mengaku bahwa 
permasalahan besar terdapat pada 
pengelolaan makanan. “Makanan 
seringkali basi dan tidak higienis 
seperti sering ditemukan seperti 
rambut, potongan kuku, ulat,” kesal 
Wahibatul 


Hukum Ekonomi Syariah. 


Mas'ula, mahasiswa 


Nominal Pembayaran yang Tidak 
Sepadan dengan Fasilitasnya 


Bahwa berdasarkan keterangan 


dari para responden, jumlah 


biaya program ma'had Al-Jam 


sebesar Rp 


pihak orang tua meviber 


| 
kemana alokasi 
pembiayaan 
digunakan. 


Desain | 


pendidfktany,,. 
Wala Oo. 


ef nalnya di laa (Satu kamar) 
20 Prang susah, (jadi) untuk 


Ilmu Hukum. Saat ini, ia tinggal 
di mitra ma'had, yaitu Pondok 


Pesantren Life Skill Darun Najah. 


Redaksi Litbang 
menemukan dokumen perjanjian 


Justisia 


kerjasama Program Wajib Ma'had 
antara pihak UIN Walisongo dengan 
25 pondok mitra yang tersebar di 
sekitar Walisongo. Dalam dokumen 
tersebut, menurut Pasal 9 Biaya dan 
Komponen Pembiayaan, besaran 
biaya 3 juta tersebut mencakup 


beberapa fasilitas, di antaranya 
adalah pembelian/pengadaan 
Imimatras, pembelian/pengadaan 
Jantal, pembelian/pengadaan 


i. Bahwa fasilitas tersebut 


PJ, 
dalam pelaksanaanya adalah hak 
dan wewenang Pihak Kesatu, dalam 
hal ini adalah pihak UIN Walisongo 
Semarang. 


"| UNI MAL Ina kol terkait peitahaaetaan Ja sserasi|lah Ind dpat Uituwmakan dalitu derebar 
| Ingkemeatasi pesjanjan (Irnbomestatkis Ap von) 


PASAL H 
JANGKA WAKTU 


Li) Iwoteka waktu pertanian data setara arara (8) bukan bexu sat IL) se 
“3 (1) Kapat Kan rpareong 
IK: 


ata pempka 
bapurara 

Serai demi hukum tamp3 pembergalhwan sereh Jahiude dari PEMAK KESATU Ne 

PUNK KEDUA 


Past 9 
BIAYA DAN KOMPONEN PEMBIAYAAN 


(13 Pembiayaan Pengen Prma'badea dihina denger DIPA AIN Wallsorgo Semarang 
pee mahasuwa 


Yahun 2025 derigan mila AG Aanjai matah, 
(2) Kapan bapa program pama 


Namun menurut data responden 
yang Redaksi Litbang LPM Justisia 
dapat seringkali fasilitas tersebut 
telat datang. Kalau pun ada, fasilitas 
tersebut tidak layak pakai, sehingga 
berimbas kepada produktivitas 
kegiatan mahasiswa Ma'had Al- 


Jamiah UIN Walisongo. 


Keluhan dituturkan 
melalui jawaban survei oleh Melini 


Rizki 


tersebut 


Andhiansyah. Mahasiswa 


baru Hukum Ekonomi Syariah 
yang tinggal di Ma'had al-Jamiah 
UIN Walisongo Semarang tersebut 
mengisahkan kalau fasilitas kamar 
mandi tidak layak, dari lampu yang 
mati, pintu rusak tidak ada kunci, 
kloset dan lantai yang kotor, serta 


air yang sering mati. 


Mahasiswa Hukum Pidana Islam, 
Nadhiful Fuad al-Hakim, 
mengomentari 


turut 
tentang fasilitas 
tidak sebanding 
dengan besaran biaya yang 
dibesarkan. “3.000.000, uang segitu 


kok fasilitasnya masih kurang dan 


ma'had yang 


masih ada pembayaran bulanan 
itu gimana. Ma'had fasilitas kurang 
memadai,” terang mahasiswa yang 
bertempat di mitra ma'had, Pondok 
Raudhatul Gur'an An-Nasimiyyah. 


Keluh kesah Nadhiful Fuad al- 
Hakim juga turut ditanggung 
oleh Muhammad Fauzil Adhim. 
Mahasiswa yang bertempat di 
Pondok Pesantren Life Skill Darun 
Najah tersebut menjelaskan, bahwa 
jalur masuk Pondok Pesantren Life 
Skill Darun Najah terdapat duajalur, 
yaitu reguler dan mitra ma'had. 
Biaya masuk kedua jalur tersebut 
berbeda, yang 
didapat sama, alias tidak berbeda. 


namun fasilitas 


“Biaya masuk 
1.800.000 tapi 
makan dll. Sedangkan yang jalur 


jalur reguler 


sudah termasuk 


mitra masih dimintai uang untuk 
makan sebulan lalu uang 3 juta 
kita (yang sudah dibayarkan) buat 
apa,” ucap mahasiswa Ilmu Falak 
tersebut. 


Buruknya Fasilitas Sarana dan 
Prasarana 


Seperti fasilitas pada umumnya 


yang membutuhkan perawatan 


rutin untuk menjamin Smutu 
kebersihan penggunanya, justru 


fasilitas milik Ma'had UINWalisongo 


yang tersedia berada “dalam 
kondisi yang memprihatinkan. 
Seperti pengelolaan kebersihan 


toilet, dapur, tempat sampah" yang 
kurang menjadiperhatiary serius 
sehingga mengganggu kenyamanan 
mahasiswa. 


“Ini kamarmmandinya nggak layak 
lampunya banyak yang mati, 
pintunyarusak, nggak ada kuncinya, 
kloset sama lantainya kotor banget, 
samavairnya sering mati,” ungkap 


Melini Rizki Andhiansyah. 


Senada dengan pernyataan Melini, 


Najwa Aulia Khorunnisa turut 
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berkomentar, “Air yang nggak 
nyampe lantai 4. Kamar mandi 
yang hampir 50 tidak bisa 


beroperasional.” Selain masalah 
fasilitas air dan kamar mandi, 
mahasiswa Hukum Ekonomi 
Syariah tersebut juga mengeluhkan 
fasilitas kamar tidur. Ia terpaksa 
tidur di 


matras, 


bawah menggunakan 
sedangkan bantal yang 
seharusnya digunakan tidak layak. 


- aa 


“Makanan yang tidak higienis dan 


tidak layak. Kotor, banyak rambut. 
Kadang basi, gosong,” keluhnya 


terhadap makanan catering mahad. 


Nasib sama dengan Melini dan 
Najwa, juga dialami oleh Miladia 
Nurzai. Mahasiswa Ilmu Hukum 
tersebut mengatakan, “Seringkali 
yang 
kurang layak. Dalam artian basi. 


mendapatkan — makanan 


Sehingga menyebabkan banyak 


anak-anak yang sakit perut.” 


KOLONG 


KOLONG 


G 


Kondisi Ma'had Pasca Demo 
“Geruduk Rektorat' 


Dua bulan berlalu, pasca demo di 
depan Rektorat pada Rabu (09/08) 
dengan tagline "Kosongkan Mahad, 
Geruduk Rektorat, 
memberikan 


mahasiswa 
komentar dan 
tanggapan terkait kondisi ma'had 
Hal ini dituturkan oleh 
Ma'had UIN 


Walisongo maupun santri pondok 


saat ini. 
beberapa santri 
mitra serta Aliansi Mahasiswa 
Walisongo (AMW) dan Dewan 
Eksekutif Mahasiswa Universitas 
(DEMA-U), selaku fasilitator aksi 
tersebut. 


Aksi yang digerakkan oleh DEMA 
U, Aliansi Mahasiswa Walisongo 
(AMW), beserta dengan sejumlah 
tersebut 


mahasiswa Walisongo 


didasarkan pada beberapa 
permasalahan, di antaranya adalah, 
(1) terkait kebijakan 
ma'had yang ugal-ugalan: (2) 


tidak adanya transparansi dana 


dengan 


anggaran ma'had, (3) fasilitas yang 
tidak setara terutama di pondok 
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mitra: (4) permasalahan makanan 


basi (catering): (5) pemenuhan 
inventaris fasilitas,ma'had, dan (6) 
tingginya UKT yang dirasakan oleh 


mahasiswa baru. 


Perkara ini diutarakan oleh salah 
satu santriwati, Ma had Al-Jami'ah 
UIN Walisongo, bawa ternyata 
memberikan 


dema kemarin 


dampaksyang signifikan terhadap 
yang 
memerlukan» waktu yang tidak 


fasilitas ada walaupun 


singkat. wYa katanya sih kalau 
perbaikan kan butuh proses, jadi 
ya butuh waktu,” ujar salah satu 
Mahad asal Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi. 


santriwati 
Proses 
yang dimaksud berbanding terbalik 
dengan fakta yang ada di lapangan. 
Seperti penjelasan dari salah satu 


mahasiswi dari prodi Ilmu Hukum 


(IH)yangmenyatakanbahwa proses 
tidak 

“Di 
wudhunya itu kotor, tersumbat, dan 


perbaikan terealisasikan 


dengan baik. sini tempat 
sampai saat ini tidak ada sekalipun 
saya melihat ada perbaikan sama 
sekali,” ujar Sabriana, mahasiswi 


prodi IH. 


Aksi demo yang dilakukan bulan 
lalu tidak hanya terfokus kepada 
Mahad Al-Jamiah yang berlokasikan 
di dalam lingkungan kampus 2 
UIN Walisongo tetapi juga kepada 
pondok mitra yang desas-desusnya 
dalam pemenuhan fasilitas kurang 
memadai. 


Namun, lain dengan tanggapan 
dari Muhammad Faza, salah satu 
mahasiswa santri ma'hhad mitra 
yang merasa bahwa fasilitas yang 
ada di pondoknya sudah mencukupi 
dan layak sejak ia masuk ma'had 
tersebut. “Kalau ma'had saya sih 
yang 
dulu. Menurut saya, ma'had saya 


sama saja masih seperti 


itu aman-aman saja. Enak,” jelas 
Muhammad Faza. 


HALO! 
ORANG MISKIN 
DILARANG MASUK KE 


KARIKATUR 
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Biaya Walisongo Tidak Murah, Kami Terpaksa 


Gagal Kuliah 


@ Anita Agustika Jati & Shofia Nuril Chusna 


elum selesai dengan masalah 
Uang Kuliah Tunggal 
(UKT) yang mahal, Rektor 
(UIN) 
Walisongo Semarang mengeluarkan 
kebijakan 
ma'had bagi seluruh mahasiswa 


Universitas Islam Negeri 


mengenai kewajiban 
baru. Tepatnya, 12 Desember 2022, 
Rektor UIN Walisongo Semarang 
mengeluarkan Surat Keputusan No. 
694 Tahun 2022 tentang Kewajiban 
Mengikuti Program Pema'hadan 
bagi Mahasiswa Baru pada 
Ma'had Al-JamiAh UIN Walisongo 


Semarang. 


Penabalan regulasi kewajiban 
ma'had bagi mahasiswa baru sesuai 
Surat Keputusan tersebut terdapat 


7 (tujuh) ketetapan, yaitu: 


Program penyelenggaraan Ma'had 
Al-Jami'ah pada UIN Walisongo 


Semarang wajib diikuti oleh seluruh. 


mahasiswa baru UIN Walisongo 
Semarang. 


Program penyelenggaraan Ma'had 
Al-Jami'ah pada UIN Walisongo 
Semarang merupakan mandatori 
dari Kementrian Agama RI yang 
memiliki tujuan: a) Taaruf fi al-Din, 
b) Ta'allum fi al-Din, c) Tafagguh fi 
al-Din. 


Program penyelenggaraan Ma'had 
Al-Jami'ah pada UIN Walisongo 
Semarang 


dilaksanakan pada 


tahun pertama sejak mahasiswa 
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dinyatakan diterima. 


Mahasiswa “baru,"WIN Walisongo 
Semarang wajib mengikuti program 
Ma'had selama satu semester. 


Membayar biaya Ma'had Al-Jami'ah 
UIN Walisongo Semarang sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 


Keikutsertaan program pema'hadan 
merfjadi syarat pengisian Kartu 
(KRS) 
berikutnya dan syarat ujian skripsi. 


Rencana Studi semester 


Keputusan berlaku mulai Tahun 
Akademik 2023/2024. Keputusan 
terbaru yang dikeluarkan oleh UIN 
Walisongo Semarang mengenai 
program ma'had mendapat respon 
civitas 

yang 
dikembangkan untuk mengenalkan, 


bermacam-macam dari 


akademika. Program ini, 


mempelajari, dan mendalami ilmu 


Doc/ RRI.co.id 


agama, memunculkan sejumlah 
kontroversi terutama bagi calon 
mahasiswa baru termasuk orang 


tuanya. 


Salah 
mengenai respon beragam terkait 


satu sorotan terbesar 
program wajib mahad adalah 
kesiapan UIN Walisongo sendiri. 
Pasalnya, program wajib yang 
menuntut mahasiswa baru untuk 
tinggal selama satu semester di 
ma'had tidak hanya memakai 
gedung ma'had UIN Walisongo 
yang dibangun tahun 2010 silam, 
namun juga menjalin mitra dengan 
beberapa mahad yang tersebar di 


sekitar UIN Walisongo. 


Terdapat 25 mahad mitra yang 
menjalin kerjasama dengan UIN 
dalam 


Walisongo pelaksanaan 


program wajib ma'had, yaitu 


PP. Darul Falah Be-songo, PP. 
Life skill Darunnajah, YPMI Al- 
Firdaus, Al Firdausi Tapak Tugu, 
PP. Al-Amaliyah, PP. Al-Ihya, PP. 
Al-Ma'rufiyah, PP. An-Nur, PP. Al- 
Rahma, PP. Daar Al-Golam, PP. 
Darunnajah, PP. Darus Syukur, PP. 
Manbaul Ulum, PP. Manbaul Huda, 
PP. Madrosatul Our'anil, PP. Al- 
Amanah, PP. Madinatul Amin, PP, 
Raudhatul Guran Annasimiyyah, 
PP. Riset “Pp. 


Al-khuwarizmi, 
Muta'allimin, — TGMKU — Ahmad 


21, PP. Salaf Raudlatul Muta'alimin, 
Pondok Pesantren Al-Masthuriyah. 


Pelibatan mitra ma'had ini bukan 
tanpa sebab, terlebih melihat 
kapasitas Ma'had al-Jami'ah UIN 
Walisongo yang tidak mampu 
menampung jumlah mahasiswa 
baru 2023/2024 berjumlah 4.104 
mahasiswa dalam satu waktu 
bersamaan. Pada akhirnya, UIN 
skema 


Walisongo membuat 


penempatan pfogram 7 Wajib 
ma'had yang diterbitkan - Salam 
Surat Penguntuman Nomere1901/ 
Un.10.0/R1/DAKOO'A /04F2023. 
Pertama,“ mahSiswa putri 
menempati Ma'lad-aFJami'ah UIN 
Walisongo yangbertokasi di kampus 
2, #edangkan apahasiswa putra 
tinggal di petidok pesantren mitra 
yang sudahgb€kerja sama dengan 
UIN Walisongo Semarang. Kedua, 


“ penempitan mahasiswa putri di 


Riyadhul Jannah, PP. Raudlatuk 


Ma'had:-Al-Jami'ah dibagi menjadi 


» dua kelompok. Kelompok I masuk 


Dean PI Teen olopi Ten Ireng “Sada semester 1 dan kelompok II 


masuk pada semester 2. Pembagian 
kelompok berdasarkan jalur masuk 
mahasiswa baru. 


Pertanyaan muncul kemudian 
adalah 


program wajib ma'had 


teknis penempatan 
sesuai 
Surat Keputusan (SK) Rektor yang 
menetapkan biaya ma'had sebesar 
Rp 3.000.000 rupiah untuk setiap 
mahasiswa. 


Secara sederhana, 


dengan biaya yang sama, apakah 
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fasilitas yang diberikan oleh setiap 


pesantren mitra tersebut juga 
setara? Karena setiap pesantren 
memiliki fasilitas yang berbeda, 
dan gambaran ini menimbulkan 
kekhawatiran akan ketidakadilan 


yang dirasakan mahasiswa. 


Selain sorotan kegamangan dari 
setiap mahasiswa baru mengenai 
fasilitas, SK Rektor tersebut juga 
berdampak kepada keputusan 
calon mahasiswa baru. Banyak di 
antara mereka yang memutuskan 
untuk mengundurkan diri dari 
UIN Walisongo, 
faktor ekonomi. Hal ini disebabkan 
oleh Uang Kuliah Tunggal di UIN 


Walisongo yang 


dengan alasan 


rerata mahal, 
ditambah lagi dengan biaya ma'had 


yang harus mereka tanggung. 


Buntut 
tersebut 


dari adanya 
adalah 
sejumlah mahasiswa baru dari UIN 


kebijakan 
mundurnya 


Walisongo. Faktor ekonomilah yang 
paling banyak menjadi alasan para 
maba mengundurkan diri. 


G KOLONG 

Bl 

UKT Tinggi dan Ketimpangan 
Ekonomi 


Kementerian Agama 
telah 


besaran golongan 


Republik 
menetapkan 
UKT 
Perguruan Tinggi Keagamaan 
Islam Negeri (PTKIN) pada 25 
Januari 2023 lalu. Keputusan yang 


Indonesia 
untuk 


dipatenkan melalui Keputusan 
Menteri Agama Republik Indonesia 
Nomor 82 Tahun 2023 tentang Uang 
Kuliah Tunggal pada Perguruan 
Tinggi Keagamaan Islam Negeri 
Tahun Akademik 2023/2024 ini 
berlaku untuk program diploma 


dan program sarjana. 


Pada diktum ketiga, dijelaskan 
bahwa UKT PTKIN yang dimaksud 
pada diktum kesatu berlaku untuk 
setiap mahasiswa tiap semester 
sampai dengan semester 10. 
Selanjutnya, pada diktum keempat, 
bagi mahasiswa yang melebihi 


semester 10 (sepuluh), maka 
diberlakukan lima puluh persen 


dari besaran UKT PTKIN. 


Meskipun besaran Uang Kuliah 
Tunggal tahun akademik 2023- 
2024 sudah ditetapkan melalui 
Keputusan Menteri Agama Republik 
Indonesia Nomor 82 Tahun 2023, 
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kenyataannya — masih 
kendala 


lantaran dinilai terkesan mahal. 


menjadi 


bagi mahasiswa baru 
Keadaan ini semakin menjadi berat 
ketika program wajib ma'had juga 
diikutsertakan dalam rangkaian 
daftar ulang dan pembayaran awal 


masuk kuliah. 


Padahal semestinya, merujuk pada 
Pasal 8 Bab III Peraturan Menteri 
Agama Republik Indonesia Nomor 7 
Tahun 2018 TentangStandar Satuan 
Pendidikan 
Perguruan , Tinggi 


Biaya Operasional 


Tinggi pada 
Keagamaan Negeri, UKT ditetapkan 
berdasarkan kemampuan "ekonomi 
mahasiswa, orang tua mahasiswa, 
atau pihak lain yang membiayainya: 


BAB Ul 
UANG KULIAH TUNGGAL 


Pasal 8 
(1) Penetapan besaran, UKP memperhatikan SSBOPT dan 
BOPT 


UKT 
memperhatikan" Standar Satuan 
Pendidikan 
dan 


Penetapan besaran 


Biaya'm,.Operasional 
(SSBOPT) 
Operasional 

(BOPTI. 
tersebut/didasarkan atas, (1) biaya 


Tinggi Biaya 


Perguruan Tinggi 
Dua pertimbangan 
pendidikan yang dibutuhkan untuk 
setiap mahasiswa program sarjana, 
(2) 


bukan pajak yang bersumber dari 


jumlah penerimaan negara 


mahasiswa program sarjana: (3) 
kinerja perguruan tinggi: dan (4) 
jumlah mahasiswa program sarjana. 
Kemudian, tata cara penghitungan 
dan alokasi anggaran BOPTN pada 
perguruan tinggi ditetapkan dengan 
Keputusan Direktur Jenderal. 


BOPT diperoleh dari biaya langsung 
dan tidak langsung. Kedua sumber 
biaya tersebut digunakan untuk 


kepentingan penyelenggaraan 
kurikulum program studi. Biaya 
langsung, sesuai dengan Pasal 3 
ayat (3), adalah kegiatan kelas, 
kegiatan laboratorium/studio/ 
bengkel/lapangan, kegiatan 
tugas akhir/proyek akhir/skripsi, 
dan  bimbingan-konseling dan 
kemahasiswaan. Sedangkan biaya 
tidak langsung menurut ayat (5) 
adalah biaya administrasi umum, 
pengoperasian dan pemeliharaan/ 
perbaikan sarana dan prasarana, 
pengembangan institusi, dan biaya 


operasional lainnya. 


Biintutnya, sejak adanya program 


wajib ma'had untuk seluruh 
mahasiswa baru Tahun Akademik 
2023-2024 tersebut, tidak sedikit 
mahasiswa baru yang mendapatkan 
UKT mulai golongan VI (enam) 
atau sekitar Rp 6.00.000 rupiah. 
Gambaran ini bisa ditelaah melalui 
Standar 


Operasional 


pertimbangan Satuan 


Biaya Perguruan 
Tinggi, yaitu “biaya pendidikan yang 
dibutuhkan untuk setiap mahasiswa 


program sarjana. 


Membaca permasalahan komplek 
UKT yang 
dirasa mahal oleh mahasiswa baru, 


mengenai besaran 
termasuk keberatan akan program 
wajib ma'had yang masih abu-abu 
latar belakang dan tujuannya, Kru 
Justisia berkontak dengan beberapa 
mahasiswa yang terpaksa undur 
diri dari UIN Walisongo karena 
alasan tersebut. 


Jasmine", salah satu mahasiswa 


yang 
mengatakan 


mengundurkan diri, 


alasannya mundur 
dari UIN Walisongo Semarang 
UKT yang 


tinggi dan ditambah pembayaran 


karena mendapat 


ma'had. Karena saya mendapatkan 


UKT yang cukup tinggi, apalagi 
ditambah membayar ma'had jadi 


semakin tinggi” ujar Jasmine, 
salah satu mahasiswa yang 
mengundurkan diri. 

Pemberitahuan wajib  ma'had 


yang ia dapatkan bisa dibilang 
mendadak. Sebab, pengumuman 
tersebut 


berbarengan dengan 


informasi golongan UKT. 


la menambahkan bahwa orang 
tidak bisa 
sehingga 


tuanya 
UKT 

diri. Jasmine juga mengaku kaget 
ketika yang ! 
tuanya bekerja sebagai Pegawai 


membayar 
mengundurkan 
temannya orang 
Negeri Sipil (PNS) mendapatkan 
UKT golongan rendah, sedangkan 
Jasmine yang orang tuanya hanya 
berdagang keripik yang sedang 
turun ekonominya semenjak 
pandemi malah mendapatkan UKT 
tinggi. 

Hal ini juga dirasakan oleh Luna" 
yang kondisi ekonomi keluarganya 
sedang tidak stabil. Ia menjelaskan 
bahwa awalnya mengikuti ujian 
di UIN Walisongo karena selain 


pendidikan yang baik, biaya kuliah 


juga relatif murah. Namumsetelah ia 
diterima menjadi calon,mahasiswa 
baru UIN Walisongo, ia mendapati 
kenaikan biaya/Pendidikan «Serta 
kewajiban ma'had. ” 


menyamipaikan,, ” dirinya 


Luna 
mendapatfx, UKT,/ sebesar Rp 
6.370.090 rupiah £ dan biaya 


ma'had “sebesar . Rp 3.000.000 
rupiah,, Artinya,etetal biaya yang 
harus dikeluarkan untuk menjadi 
mahasiswa baru UIN Walisongo 
hampir 10 juta. 


OI N 
f/ : Bengumyman 


1 P | Saudara diterima pada Program 


Studi: Komunikasi dan 
Penyiaran Islam 


Permohonan disetujui dengan 


cara: 
Besaran UKT 1 Rp 6.370.000 
Pembayaranke1 :7.370.000 
Pembayaranke2 :1.000.000, 


tanggal 4 - 15 September 2023 


Pembayaran ke3 :1.000.000, 
tanggal 6 - 17 November 2023 


STATUS PEMBAYARAN UKT : 
BELUM BAYAR 


WAKTU PEMBAYARAN UKT : - 
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Ia mengatakan tidak keberatan 
dengan adanya kewajiban ma'had. 
Namun, besaran biaya yang harus 
dikeluarkan setiap satu semester 
memberatkan dirinya untuk 
UIN Walisongo. 


Selain biaya ma'had yang termasuk 


melanjutkan di 


mahal, biaya 


kehidupan sehari-harinya selama 


untuk keperluan 


di Semarang tidak menutup 


kemungkinan juga mahal. 


“Sebenarnya saya tidak keberatan 
jika ada kewajiban ma'had, yang 


menyulitkan itu biaya UKT-nya,” 


keltihnya. 


ebuna juga mengesah dengan biaya 
“ ma'had yang tidak murah. Karena 


baginya, 3 juta adalah cukup mahal 
jika dibandingkan dengan biaya 
ma'had di PTKIN lain. 


Beasiswa Bukan Lagi Jalan Keluar 


Setiap kampus tentu ada program 
beasiswa. Baik beasiswa untuk 
mahasiswa berprestasi maupun 
bagi mahasiswa yang kurang dalam 
hal ekonomi. Kru Justisia mencoba 
menelusuri lebih dalam mengenai 
akses beasiswa mahasiswa UIN 
Walisongo. Secara garis besar, ada 
yang belum mendaftar beasiswa, 
ada pula yang sudah mencoba 
mendaftar namun tidak lolos dalam 


seleksi beasiswa. 


Saat ditanya melalui pesan di 


WhatsApp, Jasmine menyampaikan 


jika dirinya belum mendaftar 


beasiswa karena sejak awal 


langsung diperintah untuk 


membayar 'mahal dan orang 


tuanya tidak mampu. 


“Belum. Karena memang di awal 
langsung disuruh bayar segitu, 
orang tua saya nggak bisa. Makanya 


KOLONG 


G KOLONG 
#! 


saya langsung mengundurkan diri.” 


Lain halnya dengan Luna. Ia 


menyampaikan bahwa dirinya 
KIP-Kuliah. 
Namun, saat digunakan di UIN 
tidak 


keringanan sama sekali. Dirinya 


pernah mendaftar 


Walisongo mendapat 


menemukan rata-rata beasiswa 


untuk mahasiswa aktif. Jarang 


ditemukan beasiswa bagi 


mahasiswa yang baru masuk. 


Nala, 
turut merasakan hal yang sama. 


Satu kisah dengan Luna, 


la mendapat besaran biaya UKT 
hamper 4 juta. Kondisi ekonomi 
keluarga juga tidak mampu untuk 
UKT, 
apalagi biaya kewajiban ma'had. 


sekedar melunasi biaya 


Pasalnya, orang tua Nala yang 
bekerja hanya bapak sebagai buruh 
tani tanpa pekerjaan sampingan 
dengan penghasilan Rp 1.500.000 
perbulan. 


“Biaya UKT yang tinggi ini sangat 
memberatkan, belum lagi ditambah 
dengan kewajiban untuk ma'had,” 


tuturnya. 
Nala juga pernah mengajukan 
KIP-K, namun tidak lolos. wa 


berharap, biaya UKT benar-benar 


diperhatikan dan disesuaikan 
dengan kondisi ekonomi keluarga: 
Karena baginya, pendidikan adalah 
hak bagi semua warga untuk bisa 


menikmatinya. 


Sepenanggungan dengan Luna 


dan Nala, Meiliana" menyatakan 
keberatannya atas besaran UKT 
yang 
besaran UKT golongan V sebesar 


ia terima. Ia menerima 
Rp 5.323.000 rupiah. Orangtuanya 
bekerja sebagai pedagang kecil 
dengan besaran penghasilan 
Rp 1.500.000. Kondisi 


ekonomi keluarganya yang tidak 


sebesar 


mencukupi untuk membiayai 
kuliah turut menginisiasi Meiliana 
mendaftar KIP-K, namun tidak 


diterima. 


“Sebagai orang yang pernah 
mengajukan KIP-K yang “tidak 
lulus, saya berharap pihak'UIN bisa 
menurunkan UKT saya yang mana 
saya adalah pemegang KlPwyang 
waktu pendaftarans KIP-Kwsudah 
memenuhi persyaratan keluarga 
tidak mampu “dan saya, benar- 
benar keluargagstidak «mampu, 
dengan pembayaran/UKT pertama 
saja orang tua sayarmelakukan 
pinjamam,untuk bisa” melanjutkan 
pendidikan saya dan cita-cita saya 


di UIN Walisongo? tulisnya. 


Meiliana juga menjelaskan kondisi 
keluarganya yang masih membiayai 
tanggungan tiga adiknya yang 
sedang / menempun pendidikan 
untuk melunasi 


biaya UKT dan 


wajib, Bahkan, 
pembayaran 


program waji b 
ma had, orang 
tuanya terpaksa 


melakukan pinjaman uang. 


Ma'had 
Komersialisasi Pendidikan 


dalam Pusara 


Jasmine menilai adanya kebijakan 
wajib ma'had adalah hal yang 
baik. Mengingat tidak hanya UIN 
Walisongo saja yang mengadakan 
kebijakan tersebut, terdapat UIN 
yang juga menerapkan kebijakan 
yang 
fasilitas yang memadai menjadi 


sama. Namun, kurangnya 


nilai minus pada kewajiban ma'had 
saat ini. 


lihat 
pembayarannya yang cukup mahal, 


“Tapi kalau dari 
tapi fasilitasnya kurang memadai 
jadi kasihan mahasiswanya sudah 


bayar mahal-mahal,” tuturnya. 


Sama seperti Jasmine, Luna juga 
memberikan tanggapan baik pada 
kebijakan ma'had ini. Menurutnya, 
program ini bisa membantu para 
mahasiswa baru untuk lebih mudah 
beradaptasi 


dengan lingkungan 


baru. 


“Pas awal-awal kuliah pasti butuh 


adaptasi sama lingkungan dan 


sosial. Adanya ma'had cukup 


membantu, jelasnya. 


Pada dasarnya, pendidikan tidak 
bisa lepas dari laku hidup dan 
tujuan manusia. Melalui program 
wajib ma'had yang digulirkan oleh 
UIN Walisongo, tentu mempunyai 
peranan yang 


sangat penting 


dalam meningkatkan 
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kualitas individu, dari pengajaran 


pengetahuan, pengembangan 
keterampilan, juga penanaman 
nilai-nilai — moral dan agama 


kepada para mahasiswa. Namun 
belakangan, pendidikan semakin 
dirisaukan akan hilangnya fungsi- 
fungsi tersebut karena paparan 
komersialisasi pendidikan. 


Agus Wibowo dalam bukunya 
'Malpraktik Pendidikan” terbitan 
Genta Press tahun 2008 


menyatakan, bahwa: 


“Pada pengertian ini, pendidikan 
oleh 
sekelompok masyarakat ekonomi 


hanya dapat dinikmati 
kuat, sehingga lembaga tersebut 
tidak dapat disebut dengan istilah 
komersialisasi karena mereka 
memang tidak memperdagangkan 
pendidikan, 


tetapi uang 


pembayaran sekolah sangat mahal.” 


Buntutnya, pendidikan kehilangan 
arah. Jika pada awal pendidikan 


digagas untuk pengembangan 
intelektual — dan keterampilan 
pelajar, nampaknya sekarang 


pendidikan bersifat diskriminasi, 
stigmatisasi, disorientasi nilai, dan 
perubahan misi. Jika dibenturkan 
dengan kondisi pendidikan di UIN 
Walisongo Semarang, samar-samar 


menuju terang komersialisasi 
pendidikan tersebut mulai 
menampak. 


Jawaban narasumber yang berhasil 
diwawancarai oleh Kru Justisia 
cukup menjadi dalih. Beban ganda 


berupa biaya UKT tinggi dan 


besaran ma'had yang mahal harus 
olah” 
mahasiswa baru UIN Walisongo. / 


diterima mentah-mentah 


Karena tidak mampu, tidak sedikit 


mereka undur diri dangmemilih« 
kuliah di perguruan stinggisfait 


Pada titik ini /dalam “Ykonteks 
yang sama, terjadi diskrinfinasi. 
Mahasiswa derigan Tatar betakang 
ekonomi tinggi mampu mefijangkau 
pendidikau Mahal Mengan relatif 
mudah, dibandingkan dengan 
mahasiwa befekoromi rendah 
yangf cendefing:”lebih mudah 
mendapatkan pendidikan seadanya. 


Pasca diskriminasi, stigmatisasi 


Jmisi. 
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dengan sendirinya bakal muncul. 
lahirlah 
sosial-ekonomi 


Kemudian, jurang 
ketimpangan 
antara mahasiswa kaya dan miskin. 
Akibatnya, terjadi stigmatisasi sosial 
bahwa perguruan tinggi mahal 
hanya bisa dinikmati oleh individu 
dari lapisan sosial yang tinggi. 
Begitu sebaliknya, mahasiswa strata 
sosial rendah harus menjadi 'kelas 
kedua' karena tidak bisa dengan 


mudah mengakses pendidikan yang 


diimpikan. 


Secara sistem, komersialisasi 


pendidikan juga berdampak pada 
“Gisorientasi nilai dan perubahan 


melalui 
tidak 
secara murni untuk peningkatan 


UIN Walisongo 

program wajib ma'had 
kualitas individu, namun untuk 
pemenuhan sumber pendapatan 
BLU.' Tanpa mempertimbangkan 
fasilitas dan layanan yang sepadan 
dengan besaran biaya yang harus 
dikeluarkan, justru program wajib 
ma'had UIN Walisongo digelar 
hanya untuk akumulasi keuntungan 
pendapatan. Alhasil, pendidikan 
bermental “pedagang, bukan lagi 
pelayan pendidikan secara ideal. 


Menurut Jasmine, pendidikan 
yang ideal harus mengutamakan 
untuk kesejahteraan masyarakat. 
Bukan hanya sebagai pasar atau 
bisnis. Pembedaan kelompok 
masyarakat yang mampu dan tidak 
mampu secara ekonomi diperlukan. 
Tanpa pembedaan tersebut, jelas 
bakal 


ketimpangan yang bisa dirasakan 


menjadi celah terjadinya 


oleh keluarga mampu dan keluarga 
tidak mampu. 

1 Selengkapnya bisa dibaca melalui Redaksi Justisia, 
“Wajib Ma'had: Cari Cuan Atau Meningkatkan Layanan?," Justisia. 


com, 2023, https://justisia.com/2023/wajib-mahad-cari-cuan- 
atau-meningkatkan-layanan/. 
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UIN WALISONGO 


Tahun Ajaran 2023-2024 


UKT Terendah UKT Tertinggi 


Rp4 000 000,0 
Rp6 Ooo 000,0 


Rp4 000 000,0 
3,629,000 


2,309,000 
Rp2 000 000,0 


1,253,0: 


Haa 000 


Rp0,0 
Golo Golongan 2 


5 Top UKT Tertinggi 


Rp 7.351.000 
Rp 7.088.000 
APA 

| 


0 


Eng 


Rp 6.552.000 


Sumber: Kementerian Agama RI 


“Menurut saya seharusnya tidak 
seperti itu, karena yang utama 


harus mengorbankan mutu 
dan aksesibilitas pendidikan,” 
terangnya. 


Pernyataan yang hampir sama juga 
dikatakan oleh Luna, menurutnya 
tidak 

untuk 


mahasiswa 
dijadikan 
keuntungan oleh oknum tertentu. 


seharusnya 
mencari 


“Apapun yang terjadi harapan saya 
semoga pendidikan di Indonesia 


lebih diperhatikan lagi dan 


4,701,090 


831,0 
AYAT 


Golongan'8 Golongan 4 Golongan 5 . Golongan 


7,752,500 
7,351,000 


6,267,000 
5,891,000 


014,00 
4,387,001 
"681,000 


ih 
2 


Teknik Lingkungan 


Pendidikan Biologi 


Pendidikan Bahasa Arab 
Pendidikan Bahasa Inggris 


NE Guru MI (PGMI) 


ditingkatkan lagi, serta diperketat 
untuk para tenaga pendidiknya biar 
nggak semena-mena,” ungkapnya. 


Harapan besar Luna dan Jasmine 


itu menjadi cerminan sistem 


pendidikan ideal, termasuk 
lembaga pendidikan tinggi seperti 
UIN Walisongo Semarang. Demikian 
jika sistem berjalan dengan baik, 
aspek-aspek lain dalam kehidupan 
mahasiswa dapat dipertimbangkan, 
sebut saja misalnya mahasiswa 
yang tinggal di asrama atau kos. 


Pernyataan ini menyoroti bahwa 
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kebutuhan mahasiswa tidak hanya 
untuk kuliah, tetapi juga biaya 
hidup sehari-hari. 


Selain itu, tanggung jawab 
meningkatkan kualitas Sumber 
Daya Manusia (SDM) melalui 


pendidikan juga perlu ditekankan 
sebagai bagian dari misi lembaga 
pendidikan. Karena bagi Luna, 
menjaga semangat pemuda yang 
masih membara adalah hal yang 
penting untuk membangun masa 


depan bangsa. 


Mahasiswa yang berkesempatan 


tinggi 
rasa 


menempuh pendidikan 
juga diharapkan memiliki 


atas teman- 


yang 
mendapatkan kesempatan serupa. 


tanggung jawab 


teman mereka belum 
Harapan ini bukan hanya untuk 
kepentingan pribadi, tetapi juga 
bagi pembangunan dan perubahan 


positif bagi Indonesia. 


Pesan juga disampaikan Luna 


kepada para tenaga pendidik, agar 


motivasi mengajar tidak hanya 
berorientasi pada pendapatan 
finansial. Tetapi lebih kepada 


upaya membentuk generasi muda 
yang kompeten, sukses, dan dapat 
membawa perubahan bagi bangsa. 
Keberhasilan generasi muda akan 
memberikan dampak positif bagi 
masyarakat luas, termasuk bagi 


para tenaga pendidik itu sendiri. 


Pernyataan itu sekaligus menjadi 
akhir 
permohonan kerjasama penuh dari 


ungkapan Luna dengan 


semua pihak agar harapan-harapan 
tersebut dapat segera terwujud. 


Advokasi Berjalan, Birokrat Cuci 
Tangan? 


Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa 


Universitas (DEMA-U), Faris Balya, 


menyampaikan bahwa sangat 
menyayangkan mahalnya UKT di 
UIN Walisongo. 


adanya kebijakan tersebut (biaya 


Karena dengan 


pendidikan yang sangat tinggi) 
menghambat proses-proses 


pencerdasan anak bangsa. 


“Kita sangat menyayangkan sekali. 
Karena kebijakan-kebijakan 
kampus, kebijakan negara, dengan 
biaya pendidikan yang sangat 
tinggi itu juga menghambat proses- 
proses pencerdasan anak bangsa, 


salah satunya dengan pendidikan,” 


jelasnya. 

Banyak mahasiswa yang 
mengundurkan diri karena 
ketidakmampuan mereka 
membayar biaya kuliahnya. Hal 
ini juga seharusnya harus ada 
terobosan-terobosan baru, baik 


itu dari pihak kampus maupun 
dari kelembagaan-kelembagaan 


negara secara menyeluruh. Bahwa 


bagaimana ada  keterjaminan 
pembiayaan, keterjaminan 
kesediaan pendidikan yang 


memang bisa merangkul semua 
kalangan. 


Faris juga menambahkan bahwa 
advokasi yang dilakukan oleh 
DEMA-U tidak pernah terlambat. 
Karena, ketika berbicara mengenai 
kebijakan ma'had, ia mengatakan 
DEMA-U selalu mengadvokasikan 
itu dari awal. Serta meminta adanya 
perhitungan yang jelas dari pihak 
kampus. 


“Bahkan dari awal kita meminta 
ada hitung-hitungan yang jelas, ada 
hitung-hitungan yang rigid kepada 
pihak kampus untuk sebagai 
standar pengelolaan biaya ma'had,” 


lanjutnya. 


Dari upaya itu, kemudian lahir pula 
kebijakan yang memperbolehkan 
adanya angsuran ma'had sebanyak 
tiga kali. Ia juga menyampaikan 
hal-hal 
kesejahteraan 


selalu — mengupayakan 
untuk memenuhi 


mahasiswa juga dari awal. 


Advokasi dan pengawalan 
permasalahan besaran biaya 
mahal di UIN Walisongossjuga 


diperjuangkan oleh Senat 
Mahasiswa Universitasa(SEMA-U): 
Ketua Senat Mahasiswa ((SEMA) 
UIN Walisongo Semarang, Muwafig, 
mengungkapkan banyakupaya yang 
telah dilakukanguntuk membantu 
mahasiswar, baru...dalam masalah 
pembayaran UKT. Beberapa langkah 
yang “diambilw meliputi skema 
angsuran mahadspenyesuaian UKT, 
dan perpanjangan batas waktu 


pembayaran. 


"Dari pihak kami sudah melakukan 
upaya 
belumsmaksimal dan menyeluruh,” 


berbagai walaupun itu 


tuturnya: 


Mahasiswa Hukum Pidana Islam 

juga 
telah 
dengan pihak-pihak terkait. Namun 


tersebut mengungkapkan 


bahwa ada komunikasi 
sayangnya, belum ditemukan solusi 
yang tepat. pihak 
kampus tampak enggan mengambil 


Menurutnya, 
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K U 
tindakan yang berisiko, terkait 
dengan isu mahasiswa yang mundur 
akibat mahalnya biaya UKT. 

sudah 
pilihan 


“Kami juga mencoba 


menawarkan seperti 
angsuran dan cicilan UKT, atau 
bahkan talangan dulu untuk pihak 
kampus, namun jawabannya tetap 


tidak bisa,” pungkas Muwafig. 


Menanggapi permasalahan di atas, 
Kru Justisia kemudian berkontak 
dengan Arif Budiman, Wakil Rektor 
NT bagian Kemahasiswaan dan 
Kerjasama melalui pesan WhatsApp 
Sabtu (28/10). 
sampai tulisan ini terbit, pesan 
tersebut belum dibaca dan tidak 


ada jawaban. 


pada Namun, 


Pada akhirnya, kendala utama 
dalam pendidikan adalah ihwal 
ekonomi. Banyak mahasiswa yang 
terpaksa undur diri tidak sanggup 
kuliah, 


mahalnya biaya pendidikan yang 


melanjutkan lantaran 
tidak seharusnya disamaratakan 
antara golongan satu dan golongan 
yang lain. Selain itu, sering kali 
ditemukan penyaluran beasiswa 
tidak 


mahasiswa 


tepat sasaran, 
yang 


membutuhkan tidak mendapatkan 


sehingga 
benar-benar 
Oknum-oknum 


uluran tangan. 


universitas juga perlu diawasi agar 


pembuatan  kebijakan-kebijakan 
tersebut sesuai dengan kebutuhan 
mahasiswa, sehingga tidak ada 


salah satu pihak yang merasa 
dirugikan. 


“Nama narasumber adalah nama 
samaran, bukan nama asli. 


KOLONG 


P@ 


LITIKA 


Menyiapkan Pemilu 2024 yang Berintegritas dengan 
Menegaskan Titik Krusial 


Naila Mardhiyah 


jang Pemilihan Presiden 

direncanakan pada tahun 

2024. Akan tetapi, gerakan 
Partai Politik (Parpol) dan figur 
yang akan mengikuti kontes Pe 
2024 sudah mulai 
Di 
persaingan politik sudah mulai 


bermanuve 
tahun 2023 pula atmo 


terasa. Selain komunikasi politik 
antar partai yang intens, baliho 
politik mulai beredar di masa 
pandemi. Juga sempat ramai dengan 
beberapa figur yang dicanangkan 


sebagai Capres mulai memasang 


baliho untuk meningkatkan 
elektabilitas mereka di tahun 
2021 kemarin, seperti baliho 


Ketua Umum Partai Demokrat 


Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua 
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s Ketua DPR 


ani, hingga Ketua 


n dengan gejolak 


demokrasi saat ini, 
diperlukan sistematika yang 
dapat mengatur agar berjalannya 
pelaksanaan demokrasi 
baik, 


memperhatikan 


dengan 
salah satunya 


dua 


dengan 
unsur 
penting dalam pemilu di Indonesia 
yaitu Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) dan Badan Pengawasan 
Pemilu (Bawaslu). Dua lembaga 
berselisih demi 
yang 
jujur dan adil. Dalam hubungan 


ini seringkali 


mewujudkan demokrasi 


keduanya selalu dihiasi perselisihan 


disebabkan oleh 
perbedaan pandangan hukum, tidak 


keduannya 


jarang karena Bawaslu mengoreksi 
kinerja KPU. Ketika menemukan 
jalan buntu, keduanya bertemu di 
meja sidang etik DKPP. 


Pengalaman ini menjadi catatan 
penting bagi proses seleksi KPU dan 
Bawaslu periode 2022-2027 yang 
sedang berlangsung. Tim seleksi 
sangat diharapkan menghasilkan 
calon penyelenggara — pemilu 
yang tidak hanya mahir dalam 
dan 


melaksanakan mengawasi 


tahapan, tetapi juga mampu 
menjaga soliditas untuk menjamin 


integritas. 


Mengingat pelaksanaan tahapan 


serentak 
Wajib 
oleh penyelenggara yang solid. 


Pemilu 2024 
kompleks. 


sangat 
diemban 


Dengan tetap menjalankan fungsi 
kelembagaannya masing-masing, 
konsolidasi penyelenggara pemilu 


wajib dimulai sedini mungkin. 


Konsolidasi bukan berarti harus 
tetapi mewujudkan 
satu kesatuan penyelenggaraan. 


satu suara, 
Kesatuan itu 
bahkan tercantum dalam Pasal 
22E Undang-Undang Dasar 1945 
yang berbunyi: pemilihan umum 


penyelenggaraan 


diselenggarakan oleh suatu komisi 
pemilihan umum yang bersifat 
nasional, tetap dan mandiri. Kata 
“komisi pemilihan umum” yang 
disebutkan dengan huruf kecil itu 
bukan menunjuk satu lembaga tapi 
satu kesatuan penyelenggaraan 
pemilu antara KPU, Bawaslu, dan 
DKPP. 


Bentuk konsolidasi antar 


penyelenggara pemilu setidaknya 


dari 
Yaitu, 
penyelenggaraan, d 
hukum. Titik krusi 
adalah 
selarasnya program 


ditunjukkan 
krusial. 


penc 


lenggara 


pemilu untuk Thenghindari'adanya 
potensi y meylgganggu 
pemilu b okfatis. 
A9 
k an sosialisasi 


rtisipatif antar 


pemilu — harus 


saling undang) dan wajib datang. 
Menunjukkan 


bahwa 


rm pemilu juga mencegah 
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Sp elanggaran — pemilu menjadi 
tanggung jawab bersama. 
Tunjukkan bahwa dalam 
melakukan pencegahan, seluruh 


penyelenggara pemilu bersama 
jajaran berada dalam satu barisan, 


yaitu kebersamaan. 


Pemerataan pengetahuan 
kepemiluan tanggung 
KPU. adalah 


meningkatkan kapasitas pemilih 


menjadi 
jawab Misinya 


dan membangun kesadaran 
sebagai 


terlibat aktif dalam tahapan 


warga negara untuk 


pemilu. Sementara Bawaslu 


menindaklanjuti pemilih 
yang sadar tersebut dengan 
memberikan keterampilan 
pengawasan. Berdampingan 


dengan masyarakat sebagai 
pemilih untuk dapat mengawasi 
dan melaporkan segala tindakan 


yang mencederai demokrasi. 


Kegiatan pencegahan yang 
dilakukan juga saling mendukung 
satu sama lain, bukan saingan 
atau justru saling menegasikan. 


Jika KPU mengisi ruang kognisi 


PejuITIKA 


pemilih dan masyarakat dengan 


Rumah Pintar Pemilu, maka 
Bawaslu mendayagunakan pemilih 
yang pintar itu untuk melakukan 
dalam 


kaderisasi pengawasan 


partisipatif. 


Jika titik krusial ini diberlakukan, 


maka jalannya partisipasi 
masyarakat bisa berirama dengan 
kuat. Terdapat pembagian tanggung 
jawab antar penyelenggara pemilu 
dalam meningkatkan partisipasi 
baik 


menggunakan hak pilihnya ataupun 


masyarakat, partisipasi 
melaporkan dugaan pelanggaran 
pemilu setiap kali menemukannya. 


Juga, tidak kalah penting, pola 
kebersamaan dalam pencegahan 
juga diberlakukan kepada peserta 
pemilu, sebagai aktor penting 
terwujudnya pemilu yang jujur 
dan adil. Regulasi dan standar 
tata 
oleh 


disosialisasikan kepada peserta 


laksana yang diputuskan 


penyelenggara pemilu 


pemilusesegeramungkin. Termasuk 


untuk menghindari ka 
adanya pelanggaran hg 
yang disebabkan oleh 13 
ketidaktahuan. 7 
Kebersamaan dalam 


sosialisasi menyampaikan 
apa yang diatur, apa yang 
dilarang juga bagaimana 
cara penegakan hukumnya 
jika dilanggar. Menyampaikan 
ketentuan ini dengan lengkap 
hanya bisa dilakukan oleh 
antar penyelenggara pemilu 
Kebijakan 


kebersamaan ini diwujudkan di 


secara berbarengan. 


seluruh penyelenggara pemilu 


dari level RI, Provinsi, Kabupaten/ 
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Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan 
bahkan tingkat TPS. 


Kebersamaan juga terwujud dalam 


pembuatan materi sosialisasi. 


Pengembangannya disusun 
dengan saling koordinasi antara 
materi, metode, dan publikasinya. 
Misalnya terkait gerakan anti- 
politik uang. KPU menyusun materi 
terkait bahaya dan dampak politik 
uang di segmen masyarakat yang 
rentan adanya transaksi tersebut 
berdasarkan dari wilayah 

dipetakan rawan oleh 
Bawaslu menyusun 


pencegahan dan 
politik uang berdasarka i 
perilaku pemilih 

KPU. L 
Titik — krusia ke 
Ta ekdiesanaan 
tahapan, sluf Welakukan 
pengawasan. cap akan 
an tafrapan, antar 


Kiu termasuk 
yusun regulasi 


berkepastian hukum. Tidak ada 
tidak 
multitafsir dan tidak ada ketentuan 


lagi kekosongan hukum, 


yang tidak bisa dilaksanakan. 


Fungsi check and balances yang 
diberlakukan 
melaksanakan 


Bawaslu dalam 
pengawasan, 
dan 


penindakan penyelesaian 


sengketa diawali dengan 
kesepahaman pandangan terhadap 


ketentuan perundang-undangan. 


am hal melakukan pengawasan, 


ad penyelenggara pemilu 
ib sama-sama terbuka. 
Setidaknya terbuka antar 


“sesama penyelenggara. Misalnya 


diy 


dalam — pelaksanaan — tahapan 
pemutakhiran daftar pemilih. KPU 
membuka data pemilih sejak awal, 
Bawaslu menjamin kerahasiaan 
Bukan 


nama kerahasiaan, KPU menutup 


saat pengawasan. atas 
data dan Bawaslu tidak dapat 
melaksanakan kewajibannya. 
Pada akhirnya yang terjadi adalah 
perdebatan tanpa ujung terkait 
antar 


keterbukaan informasi 


penyelenggara negara, bukan pada 
substansi menyusun daftar pemilih 
yang komprehensif. 


Di antara cara yang memudahkan 
untuk saling terbuka dalam data 
adalah 
informasi. KPU memang tidak perlu 


menggunakan sistem 


memberikan data mentah-mentah 
KPU 
memberikan akses penuh (full 


kepada Bawaslu. cukup 
access) kepada Bawaslu terhadap 
Sistem Pendaftaran Pemilih 
(SIDALIH) yang dikembangkanya. 
Tentu Bawaslu bertanggung jawab 
kerahasiaan 


untuk menjamin 


terutama informasi data pribadi. 


Dengan memberikan akses penuh 
ini di setiap level penyelenggara 
setiap tahapan, maka memudahkan 
Bawaslu untuk melakukan analisis, 
mencari temuan dan memberikan 
rekomendasi perbaikan. 


Rekomendasi perbaikan dari 
Bawaslu juga harus menyesuaikan 
sistem yang dibangun KPU sehingga 
ketika 


tindak lanjut atas 


melakukan 


rekomendasi 
tersebut bisa 


dilakukan secara 


mudah dan cepat. 


Titik adalah 
penegakan hukum. Hal ini menjadi 


krusial ketiga 
upaya terakhir bagi penyelenggara 
pemilu apabila dalam kebersamaan 
dan 


di level pencegahan 


penyelenggaraan memerlukan 
upaya penindakan dan penyelesaian 
sengketa. Tidak jarang pada level 
penegakan hukum ini disebabkan 
juga oleh tindakan peserta pemilu, 
partai 


politik, tim kampanye, 


pemilih, dan pihak lainnya. 


Justru di titik krusial keti 
KPU dan Bawaslu diuj 
dan kinerjanya. Ujia 
dan kinerja saat 
tahapan dan pen 


dengan sikap d 


lain. Ruang tukum 
menjadi pembuktian ap NS KPU 
menjalankan ngsin dengan 
maksima apa Bawaslu 
melak pe awgsan melekat 
DA 
S 
emilu 2019 tentang 


mahaman 
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P@juITIKA 


Perbedaan pemahaman di ruang 


pengadilan ini pada akhirnya 


mengurangi kebersamaan 
pemahaman antar penyelenggara 
dalam hal 


ketentuan 


Pemilu penegakan 


pidana. Penegakan 
hukum pidana adalah penegakan 
yang 
pemahaman Bersama?. 


paling membutuhkan 


Ketiga titik — krusial antar 
penyelenggara pemilu dalam 
melakukan pencegahan, 


nggaraan, dan penegakan 
naa adalah prasyarat untuk 
mewujudkan integritas 
24. yang 


Pemilu 


kompleks. Tim 


Par oleksi KPU dan Bawaslu dapat 


an 
asa t 
indakan ,fyhak 


memperhatikan aspek kemudahan 
dalam mewujudkan titik temu ini 
ketika menentukan para calon 
penyelenggara pemilu sebelum 
diserahkan ke Presiden awal tahun 
ini. 

Pada akhirnya, mempersiapkan 
Pemilu 2024 yang berkualitas 
adalah 


bersama. Mendasarkan pengalaman 


tanggung jawab kita 
untuk melakukan perbaikan pemilu 
mendatang. Tanpa mengurangi 


kewajiban dan kewenangan 
yang diberikan undang-undang, 
kebersamaan mewujudkan pemilu 


berintegritas. 


Near 
@ MUAMALAH 


@ Hirmayasukma Azmindaghilda 


ada era modern seperti saat 
ini, di kalangan milenial 

tengah ramai pembicaraan 
tentang investasi. Meningkatnya 
minat untuk melakukan investasi 
di kalangan muda mudi saat ini 
lantaran dinilai cukup instan dan 
relatif mudah untuk dilakukan 
karena efisien dan dapat dikontrol 
cukup melalui gawai. Stigma ini 
kemudian juga semakin melejitkan 
tatkala 


tentang kemudahan melakukan 


keinginan iming-iming 
semakin disemarakkan 


yang 
menjanjikan di berbagai platform 


investasi 


dengan income cukup 
media sosial seperti Instagram, 


Youtube dan TikTok. 


Investasi sendiri adalah sebuah 


aktivitas '— menempatkan dana 


pada satu periode tertentu 
dengan harapan penggunaan dana 
tersebut 


dapat menghasilkan 


keuntungan dan meningkatkan 
nilai investasi. Namun, belakangan 
banyak para calon investor yang 
kemudian cukup khawatir tentang 
mekanisme dan status hukumnya 
akan bertentangan dengan prinsip 


yang diajarkan dalam agama Islam 
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sehingga menjadi pertimbangan 


yang serius di antaram—mereka. 
Jadi bagaimana sebenarnya Islam 


memandang saham ? 


Dalam literatur fikih klasik, tidak 
dijumpai yang 
menyangkut persoalan Saham atau 


pembahasan 


bursa. Karenasmemangspersoalan 
semacam/ ini baru” nyuncul pada 
abad modern, , maka persoalan 
tentang sahamssecara umum pada 
zamamnini dibahas dalam literatur 
figih kontemporer. Jika merujuk 
pada pendapat Abdul Aziz Dahlan 
dalamu, bukunya Ensiklopedia 
Hukum Islam, menyebutkan dari 
banyak literatur figih, saham sendiri 
merupakan transformasi kata dari 
istilah musahamah yang berasal 
dari kata sahm yang memiliki arti 
saling memberikan saham atau 


bagian. 


Begitu pun dalam literatur figih 
kontemporer, pembahasan 


mengenai saham digolongkan 


pada pembahasan akad syirkah 


(perserikatan dagang) yang 
kemudian dikenal dengan 
istilah akad syirkah al-asham 
(perserikatan — dalam  saham/ 


modal). Dalam epistemologi figih 
modern, tujuan dari para pemilik 
Saham adalah untuk menerima 
pengembalian sesuai persentase 
keuntungan, begitu pula jika bursa 
modal mengalami kerugian maka 
si pemilik modal/ saham juga ikut 
menanggung kerugian tersebut. 
Maka dari itu para ulama figih 
kontemporer  mengklasifikasikan 
musahamah kedalam bentuk akad 
syirkah (perdangan) karena sifat 
transaksinya adalah penanaman 
untuk 


modal mengharap 


keuntungan. 


Terdapat perbendaan pendapat 
figih 
kebolehan melakukan 
beli 
Sebagian ahli figih kontemporer 


di kalangan ulama' 
mengenai 
saham ini. 


transaksi jual 


kemudian juga bersepakat, 
bahwa saham hukumnya boleh 
selama penanaman modal atau 
investasi tersebut dilakukan pada 
perusahaan yang bergerak dalam 
bidang usaha yang tidak haram. Dan 
hukumnya investasi saham menjadi 
haram jika modal di tanamkan 
pada perusahaan yang bergerak 


dibidang usaha haram seperti 


kasino, perjudian, prostitusi, media 
porno dan sebagainya. 


Seperti Abdul Wahab Khalaf yang 
menyatakan — bahwa 

saham boleh dilakukan 
tidak ada syarat yang mengarah 


investasi 


selama 


pada tindakan riba dalam syirkah. 
Begitu pula seperti pandangan 
Mahmud Syalut dan Muhammad 
Yusuf Musa yang melihat ada celah 
urgensi syirkah untuk pemenuhan 
kebutuhan 


dilakukan oleh negara. 


umat sebagaimana 


Sedangkan Sebagian  ulam.as 


kontemporer lainnya menolak 
dan tetap mengharamkan transaksi 
dilakukan 


yang halal. 


saham sekalipun 
pada perusahaan 
Tagiyuddin An-Nabhani, Yusuf as 
Sabatin, dan Ali as salus misalnya 
yang sama-sama memandang ke 
haraman melakukan transaksi 
tersebut karena dilakukan pada 
bidang usaha berbentuk PT yang 
tidak islami. Maka menurut mereka, 
investasi 
terlebih 


dahulu bentuk badan usaha apakah 


kebolehan melakukan 


saham harus melihat 


memenuhi syarat atau tidak sebagai 


Doc/ Rteepik 


perusahaan islami (sy 1 rah 


islamiyah). 
Selain itu beberapa 

yang 

mutlak mengharamkan 


kelompok ulama setara 
syirkah 
musahamah seperti Samir, Abdul 
Hamid juga memberikan paidangan 
dan pendapat yang menganggap 
bentuk syirkahnsemacam ini tidak 
akad, 


ijabsdan gabul sebagaimana yang 


memenuhi, syarat:syarat 


disyariatkan olehTslam. 


Kemudian & Bagaimana legal 
Syariats, Investasi Saham di 
Indonesia ? 

Pandangan mengenai hukum 


investasi saham di Indonesia di 
nisbatkan pada pendapat dan fatwa 
yang dirumuskan oleh Dewan 
Syariah Nasional MUI yakni pada 
fatwa DSN-MUI No. 40/DSN- 
MUI/X/2003 tentang Pasar Modal 
dan Pedoman Umum Penerapan 
Prinsip Syariah di Bidang Pasar 
Modal, kemudian pada Fatwa DSN- 
MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 
tentang penerapan prinsip Syariah 
dalam mekanisme Perdagangan 
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Near 
@ MUAMALAH 


Efek Bersifat Ekuitas di 
Reguler Bursa Efek, dan pada 
Fatwa DSN-MUI No. 135/DSN- 
MUI/V/2020 tentang saham. 


Pasar 


Dalam fatwa yang dirumuskan 
Syariah MUI 
mengakusisi konsep sebagaiman 
oleh Abdul 
dalam Ensiklopedi Hukum Islam 


tersebut, dewan 


dipaparkan Aziz 


bahwa transaksi ini berlandaskan 
akad  Syirkah 
Musahamah, dimana dalam akan 


pada  asasdan 
ini memperbolehkan melakukan 
inyestasi saham selama memenuhi 
prinsip syariah. 


Kebolehan ini kemudian juga tidak 
semata pandangan para ulama' 
saja melainkan disandarkan pada 
kaidah figih menganai kebolehan 
bentuk 
muamalah selama tidak ada dalil 


melakukan segala 


yang mengharamkan. Yakni kaidah 
JAS YES Sati 3 LI 
“Hukum asalnya, semua bentuk 


muamalah boleh dilakukan kecuali 
ada dalil yang mengharamkannya.” 


Kemudian dalam ada dua hal 
pula yang perlu dicermati adalah 
tentang perusahaan dan model 
transaksi yang dilakukan dalam 
saham. Dalam fatwa DSN MUI No. 
40 tahun 2003 merinci 
khusus terkait emiten (perusahaan) 


secara 


yang tidak diperbolehkan untuk di 
investasikan saham yakni: 


1. Perjudian dan permainan 
yang tergolong judi atau 
perdagangan yang dilarang. 


2. Lembaga keuangan 


N arm 
@ MUAMALAH 


konvensional (ribawi), 
termasuk pada perbankan 


dan asuransi konvensional. 


3. Produsen, distributor serta 
perdagangan makanan/ 


minuman yang haram 


4. Produsen, distributor dan 
penyedia — barang-barang 
yang merusak moral dan 


bersifat mudarat. 


5. Melakukan investasi pada 
perusahaan yang pada saat 
transaksi tingkat (nisbah) 
hutang perusahaan 

kepada lembaga keuangan 

ribawi lebih dominan dari 


modalnya. 


Selain dalam perspektif bentuk 
perusahaannya, investor juga 
perlu memperhatikan bentuk 
transaksinya. Perlu adanya 

kepastian bahwa saham yang 

dipilih tersebut tidak bersifat 
spekulatif dan 
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manipulatif serta tidak boleh 
mengandung dharar, gharar, 
riba, maksiat dan kedzaliman 
lainnya. 


Maka di luar 
tersebut aturan yang 


ketentuan 


melandasi transaksi 
jual beli saham 
diperbolehkan 
secara syariat 
maupun 
undang - 
undang yang 
berlaku di 
Indonesia. Maka 
tentu hal tersebut 


juga dapat 


dijadikan dasar bagi para 
investor untuk tidak ragu dalam 
melakukan investasi selama 
dalam koridor kemaslahatan 
dan kebolehan menurut syariat 
Islam dan Undang-Undang 
yang berlaku. 


KDRT: Marital 
Rape Dapat 
Dipidana 


@ Septy Aisah 


elang dua dekade Undang- 
Undang (UU) 
Kekerasan dalam Rumah 
angga (PKDRT) Nomor 23 
tahun 2004 hadir sebagai payung 


Penghapusan 


hukum dalam memberikan 
jaminan perlindungan dari KDRT. 
Berdasarkan Data Sistem Informasi 
Online Perlindungan Perempuan 


dan Anak (Simfoni PPA) 20221, 


mencatat jumlah kasus KDRT 
di seluruh Indonesia mencapai 
18,261 sebesar 7959 atau 


16.745 korbannya 73,15 adalah 


perempuan. Sementara, pelaku 
kekerasan sebagian besar adalah 
laki-laki dengan persentase 56,356. 
Artinya dalam hal ini perempuan 
menjadi pihak paling rentan dalam 


rumah tangga. 


Genap 19 tahun UU PKDRT resmi 
disahkan 
pada 22 September 2004 yang 
hasil 
kelompok feminis supaya mendapat 


pemerintah, tepatnya 


merupakan perjuangan 
kepastian hukum bagi mereka yang 
terjerat KDRT. Kekerasan seksual 
dalam rumah tangga sampai 
saat ini masih dianggap aib oleh 
masyarakat jika dibicarakan ke 


hadapan publik, sehingga banyak 


1 https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ 


korban mengurungkan niatnya 
melapor ke pihak yang berwajib: 


Perkosaan dalam perkawinan,atau 


sering disebut “Marita- Rapes 
masyarakat selalu abaiw dengan 
perkara — tersebut/ disebabkan 


stigma yang menyatakanyhahwa 
tubuh istri adalah hak penuh suami. 
Mereka selalu “mengaitkan dengan 
dalil 
hukumnya, seorang istri) menolak 
oleh 


yang / menjelaskar haram 
ajakan hubungan seksual 
seorang'suami. 


Perkosaan dalam-Perkawinan 


Berdasarkan Komisi Nasional Anti 
Kekerasan terhadap Perempuan 
(KomnasyPerempuar?), perkosaan 
dalam perkawinan menurut 
perspektif korban dimaknai sebagai 
kekerasan terhadap istri dalam 
bentuk persetubuhan paksa dengan 
cara tidak manusiawi sehingga 
menyebabkan penderitaan. Setelah 
menikah, ibarat kapitalisme, tubuh 
perempuan seolah-olah dinilai 
seperti komoditas sumber daya 


yang dimiliki oleh suami seperti 


Litya SA dkk, MARITAL RAPE SE- 
Ta SUATU KEKERASAN DALAM RUMAH 
TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 
DAN POSITIF, Asy-Syariah journal.uinsgd 2022 


3 Komnas Perempuan, Siaran Pers Cata- 
hu Komnas Perempuan 2019 
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Doc/Kompasiana.com 


pemaksaan perkawinan dan 
reproduksi secara terus-menerus. 
Has ini menimbulkan relasi 
hubungan yang timpang dalam 
rumah tangga sehingga menghapus 
seksualitas 


otonomi serta 


perempuan. Apalagi semakin 
diperkuat dengan asumsi kontrak 
persetujuan dalam perkawinan 
diberikan secara penuh ketika telah 


melakukan akad perkawinan. 


Dikutip dari 
menurut Dosen Pascasarjana Ilmu 


The Conversation, 


Ouran di Perguruan Tinggi Ilmu 
Ouran, Nur Rofiah mengatakan, 
pemerkosaan dalam perkawinan 
disebabkan relasi seksual suami- 
istri yang timpang. Pemahaman 
sebatas hubungan seksual adalah 
kewajiban istri dan hak yang wajib 
bukan 
kewajiban sekaligus hak keduanya. 


diberikan kepada suami, 


Akibatnya, suami dianggap dapat 
memaksa memperoleh haknya. 


Menurut Michelle J. Anderson, 
akademisi Brooklyn College hukum 
perencanaan, dalam bukunya yang 
bertajuk Marital Rape: Consent, 


Marriage, and Social Change in 


— | YURISDIKSI 


doktrin tunduk terhadap 
suami, maka mau tidak 


Global Context', bahwa patriarki 


yang mengakar dalam ikatan 
mau mereka menuruti 
melakukan 


anal 


perkawinan dapat memperkuat 


pemahaman rencana tidak bisa ajakan 


terjadi dalam ikatan perkawinan. hubungan seks 
ketika 


perempuan memutuskan menjalani 


Maknanya, seorang meskipun sudah jelas 


dilarang oleh agama. | 


hidup dalam relasi hubungan 

5 1 . . Perkosaan dalam 
pernikahan, dia dianggap tidak . 
memiliki hak untuk menolak dalam "erkawinan 
$ Perspektif 
keadaan apapun ajakan seorang 


Hukum dan Islam 


suami termasuk melakukan 
hubungan seksual. Saya mengira 
Anggapan perkosaan dalam Pe ma Naa | 


. Man sederhana: 
perkawinan itu tidak nyata karena 3 


tidak memiliki bukti empiris, bahwa pen 
padahal sudah jelas dan banyak dalan perkawinan 
kasus kekerasan seksual dalam itu dilarang oleh 
rumah tangga. Misalnya kasus Islam maupun 
i hukum nasional, 
yang memberitakan perempuan | 
harus: “bedaitkalk “kembali ke “OT diketahui 
ruang operasi untuk menjahit liang oleh orang gang AA 
vagina karena suami memaksa BA sudah ae 
berhubungan sekewai relasi perkawinan. ,STapi 
pasca melahirkan dan JAN pada kenyataannya — banyak 
perempuan dengan $ : 3, | masyarakat yang belum 
i : PPA paham secara komprehensif 
sejumlah memar di ' 4 09 UEA 
, 1 YA hukum-hukum tersebut, 


beberapa bagian 
termasuk UU PKDRT pasal 


tubuh akibat 
Inayat 1 dan pasal 5, bahwa 
perlakuan 
tekanan kekerasan dimaknai 
hubungan | 
seksual. yang sebagai perbuatan yang 
. ml menimbulkan penderitaan 
tidakmanusiawi. 
Bahkan. secara seksual dalam 
banyak rumah tangga. 
Sedangkan, pasal 


46 menyebutkan, 
pelaku kekerasan 
dipidana penjara 


paling lama 
12 tahun dan 
menerima denda 


paling banyak tiga 


sekali — pemaksaan — hubungan 


. P uluh enam juta rupiah. 
seksual ketika menstruasi karena F | p 
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Sementara itu, berdasarkan 
firman Allah SWT dalam 
0.S An-Nisa (4:19) 
islam mengharuskan 
, memperlakukan istri 
#3 secara baik. Tujuan 

4 perkawinan adalah 


mewujudkan 
kesakinahan 
(ketentraman 
jiwa) yang bisa 
diperoleh dengan 


cinta kasih, 


Ha 


melakukan 
hubungan seksual 
namun tetap 
menentang 
apabila dilakukan 
| dengan menerapkan 

nilai-nilai kekerasan. 

ce Al Oa JAE JB di Al ea BRA le 
Oaitas Cab Li AA 3 AI AI yah JR 165 15) alang dale Al 


Call AB) 60 JII mata sii AA ASLI Wgital Lgile 


Hadis Sahih Bukhari, No 3272 di 
atas mengandung bahwa ketika 
seorang suami mengajak istrinya 
lalu istri 


berhubungan seks, 


menolak keras sehingga suami 
marah besar kepadanya, maka 
malaikat akan melaknat dari kasih 


sayang sampai subuh. 


Merujuk hadist tersebut, apabila 
dipahami secara kesalingan, dalam 
konteks 
adalah pemenuhan 


psikologi perkawinan 
kebutuhan 
yang jika tidak dilakukan akan 
kehancuran 
yang tidak 
memenuhi kebutuhan suami, pun 


menimbulkan 


perkawinan. Istri 


sebaliknya suami tidak memenuhi 
kebutuhan istri. Akan tetapi, 
meskipun sudah terikat dalam 
akad perkawinan suami harus 
melihat kondisi dan situasi istrinya 
ketika hendak mengajak hubungan 
seksual. 


Dalam Islam, memahami teks al- 
Ouran atau hadist tidak hanya 
menggunakan teks-teks yang 
bersifat parsial. Maksudnya, ayat- 
ayat yang bersifat juziyat (teknis) 
harus digantungkan pada mabadi 
(disetujui seluruh orang Islam 
atau sering disebut common sense). 
Prinsip mabadi berkaitan dengan 
konteks ini, bahwa kesenangan 
seksual menjadi hak suami dan istri 
karena sesuai dengan muasyarah 
(musyawarah) dalam relasi 
perkawinan serta menjadi sesuatu 
yang tidak dapat diperdebatkan 
kembali. 


— 


— | YURISDIKSI 
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JUDICIAt!- 


| Sudahkah Mahkamah Konstitusi Independen? | 


@ Shofia Nuril 


ahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia (MK) 
adalah lembaga peradilan 


bertugas memutuskan 


yang 
sengketa yang berkaitan dengan 
konstitusi dan menjamin 
independen lembaga 
Mahkamah Konstitusi 


Indonesia 


peradilan. 
Republik 
merupakan 


negara pengawal konstitusi yang- 
memiliki kewenangan memutus 
pada tingkat pertama dan terakhir 


Mahkamah Konstitusi 
Indonesia yaitu suatu 
yang 
yang sederajat dan sama tinggi 


Republik 
lembaga 
tertinggi — negara baru 
kedudukannya dengan Mahkamah 


Agung (MA). 


Dan Indonesia merupakan negara 
yang ke tujuh puluh delapan yang 
memiliki 


lembaga pengadilan 


konstitusionalitas yang diberikan 


lembaga rdembubBarkan 
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kewenangan/ menguji «materiil 


sebuah uridang-undang “Sehingga 
dalam | hal | undang-undang, 
Mahkafftah yang 


memiliki wewendng penuh dalam 


KonStitusi 


mengujin undang#indang tersebut. 
Selain itu Mahkamah Konstitusi 
jigaw memiliki wewenang dalam 


partai politik, 


(memutuskan sengketa hasil pemilu 


dang (pemecatan presiden dan 
wakil presiden apabila melakukan 
pelanggaran hukum. 


Dalam sistem kekuasaan 
kehakiman, lembaga ini haruslah 
merdeka dan independent dalam 
menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan. 
Amanat ini sebagai pelaksanaan 
Pasal 1 ayat (3) Undang 


-Undang Dasar 1945. Karena salah 


dari 


satu prinsip negara hukum adalah 


adanya jaminan penyelenggaraan 
kekuasaan lembaga peradilan yang 
merdeka, bebas dari segala campur 
Mahkamah 
merupakan salah satu lembaga 


tangan. konstitusi 
kehakiman yang harus menerapkan 
peradilan yang merdeka, mengingat 
tugas dan wewenang mahkamah 
yang 
terhadap hukum di Indonesia. 


konstitusi begitu vital 


Sebagai lembaga kehakiman yang 
independen Mahkamah Konstitusi 
memiliki beberapa karakteristik 
penting untuk mendefinisikan 
perannya dalam sistem hukum 
sebuah negara. Pertama, mahkamah 
ini memiliki kewenangan memutus 
pada tingkat pertama dan terakhir, 
hal ini menandakan kekuasaan 
kehakiman yangmampu mengambil 
keputusan atas persyaratan hukum 


dan keadilan. 


Kedua, Mahkamah 
menonjolkan prinsip independen. 
oleh 
undang-undang 


Konstitusi 


Prinsip ini dijamin 


konstitusi dan 
organik yang mengatur lembaga 
peradilan tersebut, memberikan 
jaminan konstitusional terhadap 
pelaksanaan tugasnya. Selanjutnya, 
lembaga ini juga menekankan pada 
transparansi dan partisipasi dalam 
prosespencalonanhakimkonstitusi. 
Pengangkatan hakim dilakukan 
secara terbuka dan melibatkan 
partisipasi, memastikan bahwa 
keadilan dan imparsialitas menjadi 
pijakan utama dalam menjalankan 
adalah 


yang harus 


tugasnya. Imparsialitas 


prinsip universal 


dipahami, dipedomani dan 
hakim 


di dalam maupun di luar dinas. 


ditegakkan pengadilan 
Hakim dilarang bertemu (apapun 
alasannya) dengan pihak yang 
sedang atau potensial berperkara 
di pengadilan. 


Sedangkan independen sendiri 
mengarah pada tidak terikatan 
pihak, 


pertama 


atau suatu 
pihak 


dipengaruhi 


seseorang 
sehingga 
tidak 

mempengaruhi oleh yang 


atau 


kedua. Bisa juga berarti 
tidak memerlukan atau 


mengandalkan hal 

lain, tidak meminta B 
pendapat atau 
bimbingan pihak- 

pihak lain yang 


tidak memiliki 
kompetensi 
dalam 
bertindak, 
ataupun tidak 
memiliki 


D) 


komitmen atau condong terhadap 
partai politik mana pun. 


Mahkamah 
menjalin koordinasi dengan DPR 


Ketiga, Konstitusi 
untuk menjamin kemandirian di 
bidang finansial. Undang -Undang 
Nomor 24 Tahun 2003 menegaskan 
bahwa lembaga ini memiliki 
mata anggaran tersendiri dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
(APBN), 


kelangsungan 


Negara memastikan 


fungsinya tanpa 


tergantung pada pihak lain. 


Namun yang menjadi pertanyaan 
saat ini adalah apakah imahkamah 
konstitusi masih 
karakteristik independen? “Untuk 
menjawab pertanyaan ini kita perju 
melihat dari beberapa aspek.yakni 
yang pertama dari pengajuaricalon 
hakim. Dikutip dari Taman web 
MahkamahrKonstitusi Republik 

indonesia, 
hakim 


konstitusi 
yang 


Para 


memiliki 


Edisi 55 Tahun 2024 37 


JUDICIAt!- 


terdiri atas 9 (sembilan) orang 
sarjana hukum yang mempunyai 


kualifikasi negarawan yang 
menguasai konstitusi ditambah 
dengan syarat-syarat kualitatif 


lainnya dengan masa pengabdian 
untuk lima tahun dan sesudahnya 
hanya dapat dipilih kembali hanya 
untuk satu periode lima tahun 
berikut. Di antara para hakim itu 
dipilih dari dan oleh mereka sendiri 
seorang Ketua dan seorang Wakil 
Ketua, masing-masing untuk masa 
jabatan 3 tahun. 


Untuk menjamin independensi 


dan  imparsialitas kinerjanya, 
kesembilan hakim itu ditentukan 
dan diajukan oleh tiga lembaga 
yang berbeda, yaitu 3 orang dipilih 
oleh DPR, 3 orang ditunjuk oleh 
Mahkamah Agung, dan 3 orang 
lainnya ditentukan oleh Presiden. 
Setelah terpilih, kesembilan orang 
tersebut ditetapkan sebagai hakim 
konstitusi 


dengan Keputusan 


Presiden. Mekanisme demikian 
itu dimaksudkan untuk menjamin 
agar kesembilan hakim Mahkamah 

Konstitusi itu benar-benar tidak 


terikat ataupun mencondongkan 


pendapatnya hanya kepada 
salah satu lembaga baik 
eksekutif, legislatif ataupun 


yudikatif dalam menjalankan 
tugasnya. 


Namun pada dasarnya 
sistematika pengajuan 
hakim 
tiga lembaga yang 


calon dari 


berbeda ini cukup 
menimbulkan 


JUDICIAt!- 


kekhawatiran terhadap adanya 
hakim 
konstitusi dan lembaga penunjukan 
hakim Mahkamah Konstitusi itu 
sendiri. hal 
tersebut harus diperhatikan secara 
dikhawatirkan 


ikatan 


keberpihakan antara 


Menurut penulis, 


khusus karena 

atau 
hakim 
konstitusi dengan berbagi pihak ini 


dengan adanya 


hubungan dari para 
justru mempengaruhi pengambilan 
keputusan mahkamah konstitusi 


itu sendiri. 


Realita hari ini misalnya di mana 


dominasi dari partai tertentu 
dalam proses penunjukan hakim 
oleh legislatif justru menciptakan 
hubungan yang lebih erat antara 
lembaga legislatif dan Mahkamah 
Konstitusi, sehingga Mahkamah 
Konstitusi memiliki kemungkinan 
untuk terikat secara politis dengan 
kepentingan-kepentingan — partai 
tertentu yang dapat mempengaruhi 
Mahkamah 


Konstitusi. Seperti pada kasus yang 


independensi dari 


sangat hangat diperbincangkan 
tentang pengabulan perubahan 
UU tentang batas minimal Capres/ 
Cawapres yang dinilai sangat 
bertentangan dengan konstitusi 


dan syarat dengan kepentingan. 


Pengamat politik, Rocky Gerung 
menilai keputusan Mahkamah 
(MK) terkait 
syarat pendaftaran calon 


Konstitusi 


presiden dan wakil presiden 
merupakan hasil intervensi 
Presiden Jokowi. Beliaujuga 
mengkritik — pemilihan 
mahasiswa 
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yang mengajukan pengaduan 
ke Mahkamah Konstitusi 
menyebutnya sebagai rekayasayang 


dan 


bertujuan untuk mempertahankan 
kekuasaan Jokowi. Menurutnya, 
intervensi presiden terhadap partai 
dan aliansi merupakan tindakan 
yang 
demokrasi 


memalukan mencoreng 


moralitas Indonesia. 
Apabila pendapat Rocky Gerung 


ini benar adanya, maka Mahkamah 


konstitusi telah melanggar 
karakteristiknya sendiri sebagai 
lembaga kekuasaan kehakiman 


yang independen. 


Pendapat tersebut juga dikuatkan 
oleh Bivitri Susanti, seorang dosen 
Sekolah Tinggi Hukum, dimana 
menurutnya MK Sebagai lembaga 
kehakiman konstitusi , memiliki 
peran sentralsdalam mengevaluasi 
untuk 


jalannya undang-undang 


menumbuhkan semangat 
demokrasi yang teruis-diupayakan 
di Indonesia. «Dengan karakter 
Independensinya seharusnya 
MahkamahKonstitusi memberikan 
peran yang layak sebagai lembaga 
yang mmembawa amanat rakyat 
untuk mengevaluasi undang - 


undang yang bermasalah. 


ProfsLita, Guru Besar bidang HTN 
Undip, 
pandangannya. 


mengungkapkan 
Beliau 


tau KOK 


Na 


YA NDAK 


menyampaikan bahwa perlu 
adanya pembuatan norma melalui 
perubahan kembali terhadap UU 
Mahkamah Konstitusi yang meliputi 


beberapa aturan mengikat seperti 


Hakim Mahkamah Konstitusi 
dilarang memiliki — hubungan 
darah/semenda sampai derajat 


ketiga dengan pembentuk undang- 
undang. Seorang Hakim Mahkamah 
Konstitusi wajib mengundurkan 
diri dari persidangan apabila ia 
mempunyai kepentingan langsung 
tidak 
perKara yang sedang diperiksa. 
Hakim — Mahkamah 


dilarang ' membocorkan 


atau langsung dengan 
Konstitusi 
atau 
menyebarluaskan rahasia Rapat 

Hakim, baik 


secara secara langsung maupun 


Permusyawaratan 


tidak langsung, termasuk dalam 
penyampaian pendapat berbeda 
dalam 


(dissenting opinion) 


putusan. 


Maka dari itu, untuk mewujudkan 
Mahkamah yang 
independen penting kiranya MK 


Konstitusi 


sebagai Penjaga gawang konstitusi 
Indonesia untuk tetap menjaga 
netralitasnya sehingga wujud 
dari keadilan dan wajah hukum 
yang baik dan proporsional dapat 


terwujud sebagai mana mestinya. 


, NYA SA YAH 


Industrialisasi, Polusi 
Cahaya, dan Pudarnya 
Pesona Langit Malam 


@ M. Davig Nuruzzuhal 


ernahkah dewasa ini sekali- 


kali kita memperhatikan 
langit? Kemudian 
membandingkannya dengan 


pengamatan kita sewaktu kita masih 
kecil? Nampak ada yang berubah 
bukan? Bintang yang waktu kita 
kecil terlihat berpendar di semua 
sudut langit sekarang sudah tak 
terlihat. Langit yang dulunya begitu 
indah dihiasi 
gemerlap sekarang sudah jarang 


Bintang-bintang 


kita jumpai lagi. 


Langit malam menyajikan kita 


yang 
memukau, seperti taburan Bintang- 


pemandangan begitu 
bintang, planet dan berbagai objek 
lainnya. Dahulu, semua orang bisa 
dengan mudah melihat berbagai 
objek langit dengan begitu mudah 
dengan kasat mata. Namun dewasa 
ini jutaan orang di dunia tidak bisa 
lagi melihat beberapa objek langit 
termasuk galaksi Bimasakti tempat 
mereka tinggal sendiri. Bahkan, Kini 
1 dari 3 penduduk bumi itu tidak 
pernah melihat bentangan galaksi 
Bima Sakti (Falchi, 2016). 


Sebenarnya ada banyak hal yang 


dapat memengaruhi mengapa 


.@ 
“.. @ 
.. 
& 


KAJIAN FASIK 


..—-. 


ahaya 


galaksi /Bima Sakti dan bintang- 
bintangdain sekarang sudah jarang 
terlihat. faktor 
dominan penyebab 


Namun paling 
tersekatnya 
keindahan langit malam dengan 
penglihatan kita adalah adanya 
light pollution (polusi cahaya) 
yang kian parah (Maryam, 2021). 
Penggunaan Cahaya buatan yang 
meningkat dan meluas di malam 
hari tidak hanya mengganggu 


pandangan kita tentang alam 
semesta,tetapi juga memengaruhi 


lingkungan, keamanan, konsumsi 
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energi, dan Kesehatan kita. 
Polusi Cahaya 


Fakta yang sudah umum kita jumpai 
adalah  bertebarannya  cahaya- 
cahaya buatan di langit-langit 
kota tempat kita tinggal. Banyak 
yang 
secara berlebihan, tidak efisien, 


pencahayaan digunakan 
tidak terlindung dengan benar dan 
dalam banyak kasus, cahaya sama 
sekali tidak digunakan. Sering kali 
cahaya buatan itu tumpah ke langit 
dan tidak menerangi tempat yang 
dituju. 


Polusi cahaya merupakan salah 
satu gejala perubahan lingkungan 
yang terhitung cepat dan luas. Di 
sebagian negara industry, adanya 
lampu buatan di berbagai tempat 
mengakibatkan kabut cahaya yang 
memenuhi langit malam sehingga 
mengaburkan cahaya alami dari 
Bintang dan objek langit lainnya. 
Polusi cahaya sekarang ini telah 
membuat hal paling penting dari 
peradaban dan kebudayaan kita 
terkikis, 
langit malam sebagai suatu asset 


menjadikan keindahan 


yang langka dan mahal untuk di 


.@ 
“.. @ 
.. 
& 


KAJIAN FAK 


Selain berdampak pada kaburnya 
objek langit, polusi cahaya juga 


berdampak satwa 


penyu 
yang saat berkembangbiak harus 


kehidupan 


seperti dan serangga, 
menemukan tempat gelap. Atas 
dasar pemikiran itulah kemudian 
dideklarasikan Pertahanan Langit 
Malam dan Hak Atas Cahaya Bintang 
pada tahun 2007. Deklarasi ini 
secara spesifik menyatakan bahwa 
“Langit malam yang tidak terpolusi 
yang memungkinkan kenikmatan 
dan kontemplasi cakrawala harus 
dianggap sebagai hak (manusia 
yang tidak dapat dicabut) yang 
setara dengan semua hak sosial- 


budaya dan lingkungan lainnya 


dikukuhkan 
pada acara “Starlight Conference” 
yang diselenggarakan di La 
Palma pada tahun 2007. Agenda 
terkait pelestarian langit malam 
gelap digalakan oleh UNESCO, 
International Astronomical 
Union (IAU), UN-World Tourism 


Deklarasi tersebut 


Organisation (UNWTO) dan 
Instituto de Astrofisica de Canarias 
(IAC), dengan dukungan dari 


beberapa program internasional 
dan konvensiseperti World Heritage 
(WHC), Convention 
Diversity (CBD), 


Ramsar Convention on Wetlands, 


Convention 
on Biological 


Convention on Migratory Species 
(CMS), Man and the Biosphere 
(MaB) Programme, dan European 
Landscape Convention. 


Komponen Polusi Cahaya 


Polusi cahaya memiliki beberapa 
komponen diantaranya adalah: 
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1. Skyglow 
malam) 


(pendar — cahaya 


ini berasal dari cahaya buatan 
berlebih yang terpancar ke 
atas atau yang terpantul ke 
atas (pendaran sekunder) 
kemudian dihamburkan oleh 
aerosol seperti awan dan bulir 


air atau partikel kecil seperti 


polutan di atmosfer. 


2. Glare 


Glare atau,silau adalah-sensasi 
visual yang,dialami seseorang 
ketika 
cahaya di “bidang Visual, lebih 


cahaya, menyimpang, 


besarsdari cahaya yang dapat 
diadaptasi oletvmata. 


tps:/bosscha.itb.ac.id/ 


3. Light Tresspass 


Light trespass atau cahaya 
luber disebabkan oleh cahaya 
jatuh di tempat yang tidak 
dimaksudkan atau dibutuhkan 
sehingga paparan dalam jangka 
panjang dapat mengganggu 
kesehatan. 


Sumber : https/posscha.iti 


4. Clutter 


Clutter adalah pengelompokan 
sumber cahaya yang terang, 
membingungkan dan 


berlebihan. 


Industrialisasi penyebab polusi 


cahaya 


Industrialisasi secara umum adalah 


suatu kondisi perubahan sosial 


ekonomi dari agraris menjadi 
industri. Kondisi ini ditandai 
dengan adanya fokus terhadap 


kegiatan ekonomi yang beragam 
gaji 
penghasilan yang meningkat (Irfan 
& Laily, 2016). Dengan berubahnya 
sosial ekonomi agraris menjadi 


(spesialisasi) serta dan 


industri, pembangunan mulai 
digalakkan di mana-mana. Sebab, 
dalam mengolah, memproduksi, 
dan memasarkan diperlukan 
adanya pembangunan infrastruktur 


yang memadai. 


Dalam hal ini cahaya adalah salah 
satunya. Cahaya reklame, iklan 


dan sorot lampu yang berlebih 


oleh pelaku industri untuk menarik 


pelanggan kerapkali membuat 


kabut cahaya di langit. Lampu 
buatan industri olahraga seperti 


stadion juga turut menyumbang 


sejumlah polusi cahaya. 


Wako alih Nabi 


Sumber :https://Specture.id/ 


Kemudian, dapat kita simpulkan 
bahwa semakin dunia menuju 


industrialisasi, polusi cahaya 
akan semakin bertambah. Area 
pegunungan, persawahan, dan 
hutan yang awalnya cukup gelap 
untuk menikmati langit perlahan 


mulai 


terganti 


dengan gedung 


industri. 


Meskipun demikian, bukan berarti 
semua polusi cahaya disebabkan 
oleh 
sehari-hari 


industrialisasi. Perilaku 


masyarakat secara 
tidak langsung turut menyumbang 
polusi cahaya meski hanya sedikit. 
Penggunaan kap lampu dalam 
penyinaran dapat meminimalisasi 
terhamburnya cahaya ke tempat 
yang 
lampu yang tidak digunakan juga 


tidak perlu. Mematikan 
merupakan pilihan paling bijak 
bagi kita yang belum tergerus 
Jika “bukan 
kesadaran kumulatif / darikita 
bersama, siapa lagi yang akan peduli 


arus industrialisasi. 


dengan pesona langit malam. 


.@ 
SPos 


KAJIAN FASAK 
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WAWASAN 


Menyingkap Variasi Puasa di Tanah Jawa dan 


@ Dana Aulia Rahman 


Tanah Jawa memiliki budaya yang 
beragam disebabkan tanah jawa 
tidak hanya merepresentasikan 
suku Jawa tapi banyak suku di 
dalamnya seperti Betawi, Sunda, 
Bawean dll. Menurut wikipedia 
budaya adalah cara hidup yang 
berkembang dan dimiliki oleh 
seseorang atau sekelompok orang 
dan diwariskan dari generasi ke 
generasi. Dari paparan wikipedia 
budaya tidak hanya terbatas dari 
pakaian adat, makanan khas 
melainkan pola hidup juga. Salah 
satu budaya yang ada di masyarakat 
jawa adalah tirakat, dalam konteks 
ini tidak hanya terbatas pada suku 
Jawa, tirakat adalah kata serapan 
dari bahasa Arab tharigah yang 
berarti jalan. 


Tirakat dalam makna sebenarnya 
adalah proses mengekang hawa 
tertentu, 


nafsu dengan tujuan 
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Filosofinya 


tirakat atau puasa yang sering 
dilakukan oleh masyarakat tanah 
Jawa dengan berbagai versi yang 
akan dijabarkan penulis sebagai 
berikut: 


1. Puasa Mutih 


Mutih berasal dari,kata putih 
yang ditambahi 
menjadikan »kata- tersebut 
berarti sedang melakukan. 
lelaku 


puasa fyahg mengharuskan 


Puasa mitutih “Yaitu 


pelakunya -— memakan dan 
minvirredarfeyang: berwarna 
putih, terdapatsdtia versi dari 
puasa 'mutih-pertama hanya 
diperkenankan makan nasi 
putih dan air putih, dan yang 
versi kedua memperkenankan 
pelakunya memakansemuahal 
yang berwarna putih dengan 
Catatan tidak mempunyai rasa 


huruf/ xx 


alias hambar. Puasa mutih 


diyakini oleh masyarakat 
jawa sebagai cara untuk 
membersihkan jiwa dasar, 


dasar filosofisnya terletak dari 
sumber makanannya yang 
berwarna putih yang identik 
dengan kebersihan sehingga 
orang jawa meyakini dengan 
puasa mutih jiwa seseorang 
dapat terbebas dari energi 
negatif. Selain itu puasa 
mutih juga diyakini sebagai 
sarana untuk mendapatkan 
kesaktian, jangka waktunya 
pun beraneka ragam mulai 
dari tiga hari sampai empat 
puluh hari, salah satu ajian 
atau kesaktian yang dapat 
dimiliki dengan puasa mutih 
adalah ajian suket kalanjana, 
pemilik ajian ini dipercaya 
dapat melihat alam gaib 
dalam tingkatan yang tinggi 
hingga makhluk yang berada 
di dimensi kelas atas. Pada 
prakteknya biasanya orang 
yang ingin memiliki kesaktian 
diharuskan untuk berdzikir 
pada waktu-waktu tertentu 
sesuai rrapal yang telah 
diberikan oleh pembimbing 


spiritualnya. 
Puasa Ngeruh 


Puasa ngeruh adalah puasa 


dengan tanpa memakan 
makanan yang mempunyai 


unsur hewani seperti 
telur, daging, susu dan 
olahan-olahannya, dalam 
penamaannya terdapat 


berbagai versi ada yang 
mengatakan sebagai puasa 
nyirih atau di tradisi pesantren 
menyebutnya dengan puasa 
yaman. Puasa ini juga 
dapat untuk mendatangkan 
kesaktian, dalam kepercayaan 
jawa cara mendapatkan 
kesaktian adalah dengan 
cara berpuasa lalu membaca 
mantra atau doa tertentu, 
jadi tidak hanya sebatas 
pada satu jenis puasa saja 
kesaktian dapat ditanamkan 


ke “dalam ,stiibuh. Puasa 
ngeruh juga-dilakukan dengan 
tujuan suntuk mendapatkan 
ketenangan hati, pikiran dan 
jiwa, karena makanan yang 
berbau hewani diasumsikan 
memiliki gelombang sehingga 
apabila dimakan akan berefek 
pada jiwa manusia menjadi 
susah untuk tenang. 


Puasa Ngebleng 


Ngebleng memiliki arti 
semalam suntuk dalam bahasa 
jawa, ritual puasa ngebleng 
dilakukan dengan cara tidak 
makan, tidur, dan minum. 
Jangka waktunya dimulai 
satu hari semalam hingga 


empat puluh hari, biasanya 
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(He 


WAWASAN 


puasa ngebleng dijadikan 


ritual akhir pada serangkaian 
lelaku contoh tujuh hari puasa 
mutih atau ngeruh diakhiri 
ngebleng satu hari, puasa 
ngebleng dianggap dapat 
mendatangkan hajat yang 
besar karena sulitnya ritual 
puasa tersebut. Jana Kabumian 
salah satu budayawan Jawa 
mengatakan dalam channel 
akun tiktoknya puasa ngebleng 
dapat menguatkan sukma dan 
biasanya pada prakteknya 
sering diiringi dengan 
meditasi atau semedi. 


Puasa Pati Geni 


Pati geni berasal dari dua 
kata dalam bahasa Jawa yang 


WAWASAN 


berarti mematikan api, puasa 


pati geni dianggap sebagai 
lelaku yang dapat mematikan 
hawa nafsu pelaku puasa, 
pandangan filosofis ini 
dicerminkan dari proses ritual 
puasa ini yang mensyaratkan 
tidak boleh makan, minum 
dan tidur dalam jangka waktu 
minimal satu hari semalam 
hingga empat puluh hari. 
Selain itu pelaku dituntut 
untuk berada di dalam kamar 
selama melakukan ritual puasa 
ini dengan tanpa terkena sinar 
sedikitpun, biasanya pelaku 
puasa akan menyiapkan 
kamar khusus dalam lelakunya 
dan membuat kamar ritualnya 
kedap cahaya. Sama halnya 
dengan puasa ngebleng, puasa 
pati geni umumnya dilakukan 
di akhir rentetan lelaku puasa 
yang lain sebagai alat untuk 
memantapkan jiwa. Puasa 
pati geni juga dipercaya dapat 
mendatangkan hajat yang 
sangat besar dan kesaktian 
tingkat tinggi. 


Puasa Nglowong 


Kata  Nglowong — berasal 
dari kata dalam bahisa — 


Jawa yang berarti kosong, 
sesuai etimologinya ritual 
puasa ini bertujuan untuk 
mengosongkan nafsu yang ada 
di tubuh manusia dengan tidak 
makan minum selama puasa di 
jalankan dan hanya boleh tidur 
selama tiga jam dalam sehari, 
puasa ini tergolong mudah 
karena masih diperkenankan 
untuk bekerja, sekolah, dan 
aktivitas biasanya. 
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sendiri yaitu dengan makan 


6. Puasa Ngidang 


Kata ngidang terinspirasi 
dari tata cara lelaku puasa 
itu sendiri yaitu dengan 
meniru hewan kijang dalam 
kesehariannya, puasa ini 
mengharuskan pelakunya 
makan daun saja ketika 
berbuka dan hanya minum 
air yang masih murni dari 
alam serta wajib tidak boleh 
menggunakan tangan atau 
dengan mulut 
tuntutan lain dari puasa ini 


adalah hidup di hutan, apabila, 
ketika puasa ditemukangoleh “ 
orang dalam salahsatu versi, 


puasanya didnggap batat: 
Rentang waktunya biasanya 
mulai darf tujuh bari atau 
lebih, filosofi dari puasa ini 
adalah fagarfkeingirran dapat 
tercafai dan Alam, merestui 
sang pelatu dala melakukan 
€ Nu AN 


“Puasa N gepet 


Secaray 'etimologi ngepel 
berasal dari kata kepal, 
penamaannya juga mendasar 
dari tata laku puasa itu 


langsung 


nasi dengan mengepalkannya 
dahulu dan dalam jumlah 
tertentu, misalnya puasa tiga 
hari maka hari pertama makan 
tiga kepal lalu hari kedua dua 
kepal dan seterusnya, begitu 
pula apabila tujuh hari waktu 
makannya juga harus di tengah 
malam, puasa ini dianggap 
bisa mengabulkan keinginan 
berdasarkan filosofi kepal 
nasi yang diartikan sebagai 


kebulatan tekad. 


“Puasa Ngalong 


Puasangalong berasal dari kata 
kalong yang berarti kelelawar, 
penamaan ini berdasarkan 
ritual lelakunya yang 
mengikuti kelelawar, mirip 
dengan puasa ngidang puasa 
ini menirukan keseluruhan 
kehidupan kelelawar yaitu 
dengan makan buah-buahan 
dan pada saat yang ditentukan 
si pelaku harus menggantung 
badannya dengan mengaitkan 
kakinya ke dahan pohon, 
puasa ini disimbolkan dengan 
ketergantungan manusia 
kepada tuhan dan menerima 
takdir yang ada (nrimo ing 


10. 


dikatakan dapatmeningkatkan 
ilmu gaib si pelaku, versi yang 
lain mengatakan puasa ini 
dilakukan agar mendapatkan 
ilmu peringan tubuh. 


Puasa Ngeluwang 


Kata ngeluwang berasal dari 
kata 
lubang, 


luwang yang artinya 
penamaannya tidak 
lepas dari persyaratan puasa 
itu sendiri, dalam versi 
pertama pelaku diharuskan 
dikubur seluruh badan dan 
diberi lubang sedikit untuk 
bernapas selama jangka waktu 
tertentu. Di versi keduanya 
pelaku hanya dikubur sampai 
leher biasanya pelaku akan 
makhluk halus 


sebagai cobaan atas puasa 


didatangi 


ini, model puasa ini sangat 
erat kaitannya dengan ilmu 
kanuragan atau kejadugan. 


Puasa Weton 


Weton berarti 


kelahiran, di kalender Jawa 


tanggal 


selain nama hari terdapat 


juga nama pasaran yaitu K2 
pahing, pon, wage, dan kliwon. 


berb 
samp 


Model puasanya 
beda yang 
maghrib saja dan ada yang 


ada 


sehari semalam atau ngebleng, 
terdapat perkembangan 
pada puasa weton ini yaitu 
puasa apit weton dengan cara 
puasa tiga hari dan posisi 
wetonnya berada di tengah 
contoh wetonnya kamis wage 
Rabu 


Jumat kliwon. 


maka puasanya dari 
pon sampai 
Biasanya setelah puasa ada 


ritual tambahan yaitu dengan 


WAWASAN 


mandi kembang dan berbuka 


memakan jajan pasar tujuh 
ditambah bubur 
merah dan putih. Masyarakat 


macam 
Jawa percaya ketika hari 


kelahiran datang kondisi 
tubuh manusia dalam keadaan 
rentan, oleh karena itu orang 
tidak 


keluar rumah dan berpuasa 


Jawa menganjurkan 
pada saat hari kelahiran agar 
jiwa dan raga terjaga dari hal- 
hal yang tidak diinginkan 


Keseluruhan model puasa di 
atas masih kerap dilaku 
oleh penganut kepercayaan 
kejawen, terdapat sj 


santri-santri salaf yan: 


puasa 
ngrowot, 
ngeruh 


latar belaka 


yang 


spiritual. 
i puasa kejawen 
n dimakan oleh 
u karena manfaatnya 
yang beraneka ragam, dengannya 
jiwa manusia akan terlatih dalam 
menghadapi problematika 
kehidupan sehingga tidak mudah 


goyah atau dalam bahasa Jawa 


disebut dengan teteg, puasa 
kejawen juga dapat menjadi 
identitas diri atau jati diri 
sehingga tidak terombang- 


ambing di masa globalisasi. 
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Granting Autonomous Makes Commercialization 
In State Universities More Free 


ducation is one of the 

obligations of the state for its 

people to obtain education 
as well as possible in accordance 
with the 1945 Constitution that has 
been mandated. More precisely in 
the 1945 Constitution paragraph 
4 which reads 
of State of Indonesia is obliged to 
educate the life of the nation.” In 
addition, Article 31 paragraph (1) of 
the 1945 Constitution also has the 
meaning of education that “Every 


“The Government 


citizen has the right to education.” 


Basically, education is very 
important for the life of the nation 
and state. In addition, the existence 
of education also provides a forum 
for the successors of the Indonesian 


nation who are superior, intelligent, 


wise, and exemplary. The educatiomu, 


is not only compulsory educatio 


for 9 years, butin the context of ebi / 


education is carried out throughotit, / 
—gualified, and can utilize the Natural 


his life. Often what is highlighted 
in education is only at the level of 
Elementary School, Junior High 
School, but 
at the Higher Education level it is 


Senior High School, 


often forgotten. 


Higher education is often identified 
with a financially capable economy. 
Meanwhile, we know that the 
concept of education is the right 


of all Indonesian citizens without 


M. Fatkhur Rokhman 


TM an Nala on the AS 
the nation and the country is 
Jual AK Human Resources more 
Resources in Indonesia as much as 
possible. 


This is also shown by the trend in 
higher education, where there are 
commodities traded by education. 
As we know, there are many 
institutions of higher education that 
are widespread in big cities with 
unclear facts. With the meaning 
that there is a lure such as an MBA 
(Master of Business Administration) 
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and others, without any effort to 
obtain the degree or the absence 
of classroom learning. Thus, it 
will damage the guality of higher 
education in Indonesia, because it 
is more concerned with profits than 
the guality of advanced education 
(Zulfikar, 2017). 


The presence of Law No.12 of 2012 
concerning Higher Education does 
not in itself end the development 
debate the 
general public, and observers. In 


among academics, 
the Law or regulations there is still 
too much intervention from the 
government in the management 
of Higher Education. In addition, 
the regulation has the opportunity 
for commercialization of higher 


education is very open and the 
emergence of foreign universities 
in Indonesia is increasingly active. 


This debate and discussion will 
not be released because of the 
contestation of influences from 
various interests, namely from the 
market and the state. With this, 
there is an important element of 
higher education autonomy, and 
university governance becomes 
very important to get around the 
religious interests that exist in 
universities. Therefore, there is 
an influence from market forces, 
the state, society, and academia in 
overcoming tensions or balances of 
power. And also including there is a 
bargaining process that exists in the 


college. 


If the power of the state or 
then 
inevitably 


government is dominant, 


universities will 
arise entirely by the state. 


Meanwhile, if influenced 


by market forces 
dominantly, then 
surely universities 


are 
private or business orientation. 
Between these two extremes, 
it can affect market forces, 
countries, and academia. Thus, 
there is no standard governance 
for all universities, due to 
tensions or balance of 
power influenced 
by educational, 
social, 

economic, 
and 


political 


controlled entirely by ws“ 


institutions factors by the state 
(Soetjipto et al., 2014). 


Unlike Private Universities (PTS), 
State Universities (PTN )arebridging 
government interests with being 
assigned or the final responsibility 
of the community to get proper 
education. The challenges faced 
by State Universities (PTN) are 
how to maintain the autonomy of 
universities well, good university 
governance, freedom of academics, 


and university accountabilit 
the government with delegation 
higher education to them. 


Therefore, in Indonesia, univer 
in Indonesia ar i 
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higher education. Through these 
three main pillars, it will influence 
the forces of the market, state, 
society, and academia that are 
increasingly essential and absolute 
for universities. 


The Existence of 
Commercialization of Education 
in State Universities 


According to the Big Dictionary 
Indonesian the word commercial 
iginated ' from the word 
ortnercial” which means to trade. 


The commercialization of education 

YSrthe trade of education. This term 
ities Dias two different meanings. First, 
ingly- education with expensive programs 


and eguipment, meaning in this 
case that there are high education 
costs, but adeguate facilities, and 
these education costs are used 

to pay educators (lecturers) in 
with 
salary standards. And the rest 


accordance lecturer 
of the education budget is used to 
improve the infrastructure that is 
lacking. This will not threaten the 
idealism of education. However, it 
should be noted that there should 
be no discrimination. 


Second, education that prioritizes 
finances, rather than educational 
is that 
institutions 


obligations. The point 
educational 
or schools do not 
provide educational 
obligations as 
well as possible, 
such as lack 


of adeguate 
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such as 


infrastructure 


uncomfortable space, lack of decent 
books, inadeguate transportation, 
and health services that have not 
been maximized. Because there are 
parties involved such as members 


of foundations or educational 
institutions that control the 
institutions, thus causing the 
commercialization of education 
(UPI, 2020). 


One of the things that resulted in 
the commercialization of education 
was the granting of autonomy 
rights to state  universities. 
Granting autonomy rights to state 
universities is good, if the guality 
to 4be 


developed. The commercialization 


of education continues 
of education causes the cost of 
education to be more expensive, 
and this becomes difficult for the 
lower social circles to continue the 
learning period from the lowest 
to the highest level. Education 
becomes a business field, likened to 
education like a supermarket that 
provides goods to get it at a cost. 
For example, educators are like 
cashiers who serve customers, and 
customers are students. 


CIMODITI 
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PENDibdikan ! 


Bukan 


In this digital era, the /role of 
State Universities (PTN) is very 
important to be an Linstitution 
that grows and develops so that it 
does not dissolve,.in competition 
commercialization and 
Highm,,Education 
which is expensive and .relatively 


for 
superiorization: 


close to the communitysis usually 
a lack of attachment'to a sense 
of family or lack of-awareness to 
greet, the community. Thus, it will 
cause 'controversy: in universities, 
that 
commercialization system. It is 


especially those use the 
undeniable that if there is such 
dauniversity, it will develop like 
production machines, but it does 
not have-a heart. According to 
Derek Bok of Harvard University, in 
his book entitled “Universities in the 
Market Place, the Commercialization 
of Higher Education.” Stating that 
the commercialization of higher 
education will inevitably damage 
the fundamental values of academia 
and the 
research produced by the campus 


in higher education, 
is no longer objective, because 
funding is still attached to a strong 
capital system. 


From the beginning it was realized 
that students are the main subject 
of the learning process and are 
developed so that the output 
(expenditure) of the development 
of State Higher Education is how 
to produce student graduates who 
are competent, and have more 
bargaining power, both in the labor 
market, and roles that are beneficial 
to development development. 


Thus, it can be concluded that the 
existence of State Universities 
insIndonesia that still use the 
commercialization system will have 
a negative impact on the institution, 
therefore it is important for the 
institution to abolish or eliminate 
the system. 
State universities (PTN) that do not 


use the commercialization system 


commercialization 


will continue to grow, become the 
best research campus, and will 
make a superior campus that is able 
to compete intelligently without 
a commercialization 
(Suyanto, 2020). 


system 


The Effect of Granting Autonomy 
Rights 
Transparency and Accountability 


on Higher Education 


Higher education autonomy began 
in 1999, because the government 
passed Government Regulation 
Number 61 of 1999 to facilitate 
autonomous State Universities or 
universities that have State Owned 
Legal Entities (BMHN). In addition, 
there is also the granting of 
autonomy rightstostate universities 
with the aim of (a) facilitating 
the acceleration of development 
in higher education, (c) having 


(c) 


the value of transparency, 


accountability, and (d) efficiency of 
higher education. the continuation 
of granting autonomy rights to the 
government which issued Law of 
the Republic of Indonesia Number 
9 of 2009 concerning Education 
Legal Entities with the aim of 
reducing ineguality and providing 
a legal basis for autonomous higher 
education (Lasambouw, 2013). 


The BHP Law aims to provide alegal 
basis “to promote the autonomy 
of education management in 
formal institutions” at the primary, 
secondary and higher education 
levels. The regulation makes if 
an elementary school has an “2” 
accretion grade and is formed 
by a central or local government 
agency, and together with all state 
higher education  institutions, 
it can become an incorporated 
institution. Overall, the regulation 
regulates the determination of 
assets and management structures 
needed by educational institutions. 
The regulation is more detailed 
in (Chapter IV) on “Legal Entity 
which 


states that “the source of formal 


Financing Arrangements” 


education costs from educational 
legal entities must be based on the 
principles of adeguacy, eguality, and 
the principles of sustainability,” and 
“funding of formal education fees 
provided by education legal entities 
the 
auspices of the central government, 


has responsibilities under 
local governments, and communities 
in accordance with applicable rules 
and regulations.” Related to this 
“The Government bears together 
with the Government Education 


Legal Entity such as investment 


operational  costs,  scholarships, 
and BHPP tuition fee assistance,” 
and “The Government bears the 
minimum education operational 
costs of Vz in the implementation of 
higher education from the minimum 


service standards.” 


After the issuance of the BHP 
Act, all 
prepare to become BHP educational 
addition, the 
existence of the BHP Law became 


educational institutions 


institutions. In 


a controversy in the Constitutional 
Court which considered thatithe law 
was not in line with the mandate,of 
the 1945 Constitution, with this the 
emergence of 5 (five) reasons for 
the cancellation of“thesBHP Law, 
including: (a) that the law lacks 
juridical clarity, “objectivity” and 
harmony withsexisting lawsstb) the 
BHP Law assumeSthat in education 
cost managementyand, financing 
capacity have the sdiye elements, 
and what actually does not happen 
in Indonesia, (c)-.the granting of 
autonomy. rights will affect higher 
education institutions, namely the 
lack and negative impact on higher 


education, (d) the BHP Law does not 


2) 
1) . 
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guarantee the interests of national 
education, and is considered guite 
contrary to the 1945 Constitution, 
and (e) the principle of non-profit 
(not for profit) whose application 
can be to other legal entities, not 
only to Education Legal Entities. 


The difference between pure 
PTN (BH) and PTN that still uses 
management with BLU financial 
is that 
PTN BH manages finances with 


system. The difference 


the principle of autonomy, while 
PTN”BLU is by using the central 
government security system 
given to it. In the Government 
Regulation on the Management 
and Implementation of Higher 
Education in Article 27 paragraphs 
(1) and (2) it is explained that 
“PTN with financial management 
in the country in general” and PTN 
managed with the Public Service 


Agency (Indonesia, 2014). 


In the phrase higher education, the 
existence ofa Legal Entity education 
system makes the position of higher 
education high in education in 
Indonesia. PTN becomes PTN-BH 
through several stages, starting 
from financial management from 
the state and becoming BLU, and 
from these results it will become 
an autonomous university or PTN- 
BH. This is also strengthened in the 
Higher Education Law in Article 
65 paragraph (1) which reads “The 
implementation of higher education 
autonomy as referred to in Article 
64 must be selective by evaluation 
carried out by the minister to PTN in 
the Financial Management of Public 
Service Agencies or by forming a 
State Higher Education Regulation 
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with Legal Entities to make higher 
education (Pradhana, 


2021). 


guality,” 


Thus, the influence of granting 
autonomy rights to highereducation 
that is transparent or open makes 
the university will be objective 
and more open to optimal or good 
financial management. Meanwhile, 
the effect of accountability on 
universities is to avoid the process 
of commercialization, corruption, 
or abuse of 


power against 


irresponsible parties. Therefore, 
the importance oftransparency and 
accountability in higher education 
is to maximize performance well, 
honestly, and trust in the sense of 
responsibility given to them with 
reciprocity to the government and 
the community in order for higher 
education to be of guality and 


guality. 


Granting autonomy rights to State 
Universities (PTN) becomes more 
free if they do not maximize their 
management properly, therefore 
efforts 
the 


higher education such as Law 


are needed, namely in 


form of laws regulating 
Number 4 of 2014 concerning 
the 


Education and Management of 


Implementation of Higher 


Higher Education. That way, the 
existence of the law becomes a 
benchmark or legal basis to avoid 
the 
in universities. 


commercialization 
And 
understood that commercialization 


system 
it can be 
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in higher education, due to lack of 
objectivity, good higher education 
management structure, and lack 
of openness (transparency) and 
high accountability, resulted in 
KKN (Corruption, Collusion, and 


Nepotism). 


Thus, in order to avoid 
commercialization, a good sense 
of responsibility is needed, so that 
it has an impact on the guality 
of Human Resources that are 
competent, have bargaining value, 
and also have an impact/on the 
guality of universities to develop 
and guality both nationally,,and 
internationally by avoiding :the 
commercialization system in 


universities. 
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Opini | 


PENDIDIKAN YANG TERSANDERA!!! 


Reni Widiana Ningsih 


adalah 
rakyat tanpa 


endidikan 
hak 
terkecuali, 


tinggi 
setiap 
sehingga 
tanggung 
jawab memastikan setiap rakyatnya 


pemerintah memiliki 


mendapatkan hak mereka untuk 
mengenyam pendidikan yang sama. 
Sebagaimana amandemen UUD 
1945 ayat keempat pasal satu yang 


berbunyi “setiap warga negara 


berhak mendapatkan Peni 
Dalam hal ini bisa dipahami bah 


pendidikan adalah hak mu 
setiap warga negara yang har 
dijamin oleh negara. 


Beberapa waktu terakhir sering 
kita 
mahasiswa yang melakukan demo 


dengar berita mengenai 
terhadap kampusnya sendiri karena 
mahalnya biaya kuliah. Bagaimana 
permasalahan ini bisa terjadi dalam 
dunia pendidikan? Apakah saat ini 
pendidikan hanya dijadikan kedok 
untuk menjalankan bisnis dan 


mendapat keuntungan? Sehingga 


dalam hal ini 
bahwa Pergur isg#alah 
sebuah walda rbis yang 

sena 


pefistiwa 


an bahwa sistem 


seperti 


dalam perguruan 


ri kampus swasta yang 
harganya. Tetapi juga 
ak ke dalam institusi 

negeri. Perubahan 
status dari PTN menjadi PTN-BH 
menuntut perguruan tinggi untuk 
lebih mandiri walaupun masih bisa 
menggunakan kekayaan negara. 
Jadi mau tidak mau perguruan 
tinggi yang sudah berstatus PTN- 
BH harus mendapat dana dari 
pihak ketiga, bukankah hal ini akan 


membawa PTN ke arah komersial? 


Apakah  PTN-BH ini adalah 


bentuk pelepasan tanggung jawab 
pemerintah dari dunia pendidikan? 
Saat 
tanggung jawabnya maka akan 
pada kebijakan 
kebijakan kampus yang dibuat 


pemerintah — melepaskan 


berdampak 
secara mandiri. Lalu saat perguruan 


tinggi tidak bisa 
tugas mandiri untuk memenuhi 


menjalankan 
kebutuhan pendanaannya, maka 


apa solusinya? Mungkin yang 
terakhir adalah 


kenaikan biaya pendidikan yang 


menjadi solusi 
nantinya akan membuat akses 
untuk mendapatkan pendidikan 
semakin sulit. 


Akses 
semakin 


pendidikan tinggi yang 


sulit mengakibatkan 
pendidikan tidak dapat dijangkau 
oleh seluruh lapisan masyarakat. 
Jadi 


Indonesia 


bagaimana tujuan bangsa 
untuk mencerdaskan 
kehidupan bangsa bisa terlaksana 
jika pendidikannya saja hanya bisa 
diakses oleh lapisan masyarakat 
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| Opini 


yang mampu. Perguruan tinggi 


yang mulai tersandera dengan 


kepentingan bisnis menaikkan 
untuk 
hal 


tentu menjawab kenapa banyaknya 


biaya pendidikannya 


mendapat keuntungan, ini 
masyarakat yang kurang mampu 
memenjarakan impiannya untuk 
mendapat pendidikan di jenjang 
yang lebih tinggi. 


Data dari Kompas menyebutkan 
bahwa rata-rata kenaikan biaya 
pendidikan per tahunnya sekitar 
15-20Y6. 
Tunggal (UKT) akhir akhir ini sering 


Kenaikan Uang Kuliah 


terjadi di berbagai Perguruan tinggi, 


Koordinator Nasional Jaringan 


Pemantau Pendidikan Indonesia 
Ubaid 
“UKT 


karena di lapangan masih sangat 


Matriaji mengatakan, 


harus ditinjau ulang 
memberatkan mahasiswa. Banyak 
perhitungan tidak masuk akal, 
tetapi universitas tidak mauterbuka 


terkait hal ini” kenaikan biaya 


pendidikan pasti memberatkan 
mahasiswa yang secara latar 
belakang ekonominya kurang, 


ditambah lagi tidak terbukanya 


pihak Perguruan tinggi 


Perguruan tinggi yang seharusiya 
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menjadi tempat terbuka bagi setiap 
warga negara mendapatkan hak 
mereka, yakni pendidikan, kini 
menjadi tempat yang hanya bisa 
dimasuki oleh kalangan tertentu 


sebab tingginya UKT. 


Kondisi pendidikan yang seperti ini 
telah memformalkan diskriminasi 
terhadap 


masyarakat — kurang 


mampu untuk memperoleh 
pendidikan yang sama. “Masyarakat 
miskin dilarang kuliah” memang 
siapa yang melang? 
bahwa 


jelas dengan 4 


pendidikan saat ini yang “berpihak”, 
gkelas 
bawah merasa tidak mampu untuk» 


menjadikan masyaraKat 
bisa duduk di bangku DeckulTahah: 
pengidikah" 

/ menjadi 


"Komersialisasi / 
memang bfikatia, | 
pembahasan yang asing lagirdalam 
pendidikan jika dilihat 
dari konyfks tersghuts "tidakkah 


salah apabila" dikatakan bahwa 


dunia 


Pend mgmang memandang 
Lalu 
pendidikan 


latar »belakang “Ekonomi. 


bagaimaa dengan 
yang katanya menjadi hak setiap 


Warfanegara? 


tentang 9!) 7 Pan 
kebijakan-kebijakan yang dibuat PPL MBaY praktik komersialisasi 


pendidikan di Indonesia — yang 


Bukankang Ng. 
sistem | 


kian menguat pemerintah dan 


segenap elemen pemerintahan 


harus menyadari dan segera 


melakukan upaya yang terbaik 
untuk perbaikan dalam sektor 
pendidikan. Pemerintah mesti 


mengeluarkan suatu kebijakan 
yang bisa membantu masyarakat 
yang kekurangan akses mendapat 
pendidikan yang tinggi, hal ini 
tentunya juga bertujuan untuk 


meningkatkan kualitas sumber 


daya manusia di Indonesia. 


,Tataskelola pendidikan yang mulai 
ter€andera dengan komersil ini 
sharus dibenahi dengan berbagai 


upaya upaya untuk mencapai tujuan 
bangsa “mencerdaskan kehidupan 
bangsa” tanpa ada diskriminasi 

Pendidikan 


menciptakan rasa kesetaraan bagi 


apapun. harus 
semua orang. Bagaimana mungkin 
kita bisa mencerdaskan kehidupan 
bangsa kalau masih ada masyarakat 
yang tidak memperoleh jaminan 
kualitas pendidikan? Bagaimana 
kita 

yang 
masih ada praktik komersialisasi 


mungkin menciptakan 


pendidikan setara jika 


pendidikan dan ketimpangan? 


Bayarlah Ma'had, Kau Kukuliahkan 


Shafly Arafat Ali Yafi 


(Pimpinan Umum UAPM Inovasi 2023 UIN Maliki Malang) 


ang Kuliah Tunggal sudah 


menjadi syarat wajib 
Bahan 


bakar utama bagi mahasiswa yang 


perguruan tinggi. 


diupahkan kepada perguruan tinggi 
untuk memuluskan 
yang 
Wajar bilamana perguruan tinggi 


perjalanan 
pendidikan ditempuh. 
menarik barang satu rupiah untuk 
memenuhi dan menaikkan kualitas 
yang 
Apalagi pendidikan bukanlah hal 


pendidikan disediakan. 
yang murah, kalau bicara soal 
realitanya. 


Pendidikan murah saya rasa sudah 
menjadi cita-cita bangsa Indonesia 
sejak lama. Kiat-kiat mencerdaskan 
kehidupan bangsa rasa-rasanya 
sudah bisa diakses masyarakat. 
Guna memperoleh Pendidikan yang 
sama, cita-cita bangsa Indonesia 
yang tertuang dalam pembukaan 


UUD 1945 bisa jadi benar-benar 


terjadi. Mungkin itu yang bakaks 


semua orang fahami dan sadari, 
ketika ditanya apa fungsinya UKT 
adalah tidak lain untuk menjamin 
dan menggerakkan Pendidikan di 


Indonesia. 
Namun, hal itu belum bisa 
sepenuhnya dibenarkan, akses- 


akses terhadap Pendidikan tinggi 
oleh masyarakat, sedikit banyak 
hanya bisa dirasakan kelas 
menengah keatas. Bahkan dengan 
ditiadakannya sistem uang pangkal 


bagi perguruan tinggi negeri, masih 


Ps Ne PE 
menyisakan besaran UKT yang kian 
waktu/kiammahal. Lagi-lagi, cita-cita 
mencerdaskan kehidupan bangsa 
hanya dapat diakses sebagian dari 
masyarakat diindonesia. 


Perguruan tinggi negeri, sebagai 


tawaran Pendidikan Tinggi 
murahsgyang disediakan oleh 
pemefintah Indonesia, tidak 


sepenuhnya meringankan beban 
untuk mendapatkan Pendidikan. 
Dalam kasus perguruan tinggi 
negeri keagamaan islam (PTKIN) 
misalnya, peniadaan uang pangkal 


tidak mengurangi ide-ide kreatif 


mereka — untuk mendapatkan 
tambahan bahan bakar untuk 
menyelenggarakan Pendidikan. 
Kebijakan Wajib Ma'had bagi 


mahasiswa baru, dengan catatan 


harus mau mengikuti Ma'had/ 
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asrama bila 


ingin melanjutkan 
bahan 
PTKIN 
mengeksiskan 


pendaftaran, 
bakar 
untuk 


menjadi 
cadangan bagi 
tetap 
pendidikannya. Tawaran-tawaran 
untuk meluluskan lulusan-lulusan 
terbaik dengan wawasan keislaman 
yang lebih dibandingkan PTN pada 


umumnya. 


Kebijakan wajib Ma'had, besaran 
biaya yang harus dibayarkan oleh 
calon mahasiswa baru, bahkan bisa 
jadi lebih tinggi bila dibandingkan 
dengan nilai UKT yang ditetapkan. 
Pada golongan I misalnya, dengan 
biaya UKT berkisar Rp 0-400.000, 
yang mana bisa menjadi salah 
satu faktor yang bisa meringankan 
biaya yang harus dibayarkan untuk 
memperoleh Pendidikan. Namun 
dibalik itu, UIN Malang misalnya, 


calon mahasiswa nya masih perlu 
mengeluarkan biaya sebesar Rp 
7.500.000 sebagai biaya masuk 
mahad. Sangat berbanding terbalik 
dengan biaya UKT yang telah 
ditetapkan. 


Uang sejumlah itu pun bukan 
dibayarkan tanpa alasan, fasilitas- 
fasilitas yang disediakan bisa 
jadi tidak main-main. Mulai dari 
Pendidikan 


tidur untuk istirahat, dan fasilitas- 


non-formal, kamar 


fasilitas yang lain. Walau belum 


yang 
merepresentasikan besaran yang 


tentu fasilitas tersedia 
dibayarkan. Harusnya, bila memang 


nominal tersebut benar-benar 
untuk pengadaan dan pengelolaan 
oleh 


Ma'had pastinya cukup untuk bagi 


fasilitas yang disediakan 
Ma'had untuk menggunakan itu 
dengan fasilitas yang memadai dan 
berkualitas. Tapi hal itu mungkin 
hanya menjadi obrolan ringan bagi 
kebanyakan mahasantri, sebutan 
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mahasiswa yang masuk ma'had. 
Nyatanya fasilitas yang disediakan 
tidak lain hanya fasilitas turunan 
dan mungkin bisa jadi beberapa 
ada yang baru tapi bukan untuk 
semua orang, hanya beberapa yang 
bisa mendapatan dan merasakan 
fasilitas barunya. 


Beberapa kasus seperti overload 
kapasitas kamar, yang seharusnya 
diisioleh 7-8 orangbisa diisi oleh 10- 
11 orang. Betapa penuhnya kamar 
tidur itu dan bisa dibayangkan 
bagaimana sesaknya. Telatnya 
penyediaan fasilitas, seperti yang 
dirasakan mahasantri / tahun, ini, 
yang menunggu 2-3 hari untuk 
mendapatkan Kasur yang sama 
seperti 
oleh 


Hingga 


yang sudah didapatkan 
teman-temanm,sekamarnya. 
nihilnya peremajaan 
fasilitas sepertiwranjang stisun yang 
seringkalifjebol ketika,digunakan. 
Mungkin hal ituwsudah.jadi menjadi 


makanan'Seharishari. 


Pemenuhan fasilitas 


yang 
seharusnya dilakukan oleh Ma'had 
atau barang tentu oleh kampus 
dilakukan 


secara intens dan merata. Tidak 


masih belum bisa 
sebanding dengan syarat yang 
diwajibkan ketika harus memenuhi 
biaya wajib Ma'had. Peran kampus 
bisa dan 


harusnya mengatur 


mengawasi pengelolaan fasilitas 
Ma'had. Terlebih juga ikut terjun 
dan secara langsung mengetahui 
kelayakan dan pemenuhan fasilitas 
di Ma'had. Terlepas dari apakah 
Matfhad tersebut termasuk bagian 
dari kampus ataupun mitra. Peran 
kampus harusnya tidak berhenti 
di pengelolaan dana ma'had dan 
MoU kepada Ma'had, tapi juga turut 
serta memberikan Pendidikan yang 
layak dan sesuai dengan apa yang 
dicita-citakan oleh kampus. Bukan 
hanya sebagai branding yang ingin 
meluluskan sarjana-sarjana yang 
berwawasan keislaman, namun 


harus benar-benar merealisasikan 


program Pendidikan Ma'had. 


Beberapa sumber yang menjelaskan 
terkait Ma'had 
seringkali menghilangkan narasi 


keberadaan 


bobroknya fasilitas yang disediakan 


oleh kampus di Ma'had. Apalagi 


dengan adanya sistem MoU yang 
notabenenya Ma'had atau asrama 
tersebut belum atau tidak bisa 
dikelola oleh kampus sepenuhnya, 
sebab MoU yang mengatur tidak 
membolehkan kampus ikut campur 
secara langsung Ma'had yang 
dikelola oleh instansi luar. Seperti 
UIN Walisongo 
Hal 
masalah 


yang terjadi di 
dengan Ma'had mitranya. 


ini akhirnya menjadi 


yang? lain. Se€bab: nominal yang 
dibebankan kepada 
tidak bisa diatur dan digunakan 


mahasiswa 


secara efisien oleh kampus. 
Pengelolaan yang cenderung pasif 
oleh,kampus dengan Ma'had mitra 
akhirnyahanya menjadi dana hibah 
yang mungkin sedikit banyak tidak 
digunakan untuk pemenuhan hak- 
hak yang seharusnya diterima oleh 


mahasiswa baru. 


Pendidikan 
kurang matang 


Pengelolaan yang 
cukup banyak 
melahirkan ketimpangan- 
ketimpangan yang tidak sesuai 
dengan cita-cita Pendidikan bangsa 
mencerdaskan 


Indonesia, yakni 
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kehidupan bangsa. Malahan, hal itu 
menjadi cikal bakal penggunaan 
dana diluar kepentingan dan 
kebutuhan yang 
diterima oleh mahasiswa. Cita-cita 
Pendidikan yang 


setara akhirnya malah menjadi 


seharusnya 
mendapatkan 
polemik baru bisnis Pendidikan 


yang 
kampus. 


hanya menguntungkan 

yang tidak 
tepat sasaran yang seharusnya 
Pendidikan yang 
murah dengan yang 


memadai, malah berakhir dengan 


Bisnis 


memberikan 
fasilitas 


Pendidikan mahal dengan fasilitas 
ala kadarnya. 
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asah da vena 


SOP Kekerasan Seksual UIN Walisongo: Sekadar 
Aturan, Tak Menyentuh Korban? 


@ Fia Maulidia & Nafisah Azzahro 


ATAHU 2023 
Perempuan 


KOMNAS 
memberikan 
perhatian khusus pada 
kekerasan seksual di lingkungan 
pendidikan. KOMNAS Perempuan 
mencatat, dari 9806 kasus yang 
ditangani oleh Lembaga layanan, 
salah satu jenis kekerasan terhadap 
perempuan adalah kasus ya! 
di 
tercatat sebanyak 1634 kasus. Da 


terjadi ranah publik, yang 
angka tersebut, kekerasan di dunia 
pendidikan mencapai 355 kasus. 


Pada 2017, Redaksi Buletin LPM 
Justisia menggambarkan sederet 
yang 
terjadi di UIN Walisongo bagaikan 


kasus kekerasan seksual 
uap air panas, ramai di permukaan, 
namun hilang dengan cepat tanpa 


ada mekanisme penyelesaian. 


Halitu berdasar pada survei Redaksi 
Penelitian dan Pengembangan LPM 
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Justisia tentang ceh eksual 
di Fakult 


UIN Walison 


ria Hukum 
yaig kemudian 
&Wletin Edisi 1 
-y 
S 
enunjukkan, 33,76 


pernah 


melihat 


Melihat. Di sisi lain, 7,9Y9 
len pernah mengalami 
dan 92,146 


tidak pernah mengalami. Dari data 


seksual 


tersebut, tindakan korban ketika 
melihat atau mengalami pelecehan 
seksual dengan melapor sebesar 
61,9Y9, diam saja atau membiarkan 
21,6Yo, memukul pelaku 11,36 dan 
berteriak 5,246. 


Pada tahun 2021 silam, jagad UIN 
dihebohkan 
dengan kasus kekerasan seksual 


Walisongo kembali 


yang pelaku dan korbannya sama- 


sama berstatus sebagai mahasiswa. 
Dalam liputan ini, Kru Justisia tidak 
berhasil 


Walau demikian, liputan ini tetap 


mewawancara korban. 


bisa memberikan gambaran 
bagaimana rumit dan terjalnya 
penanganan kasus kekerasan 


seksual di UIN Walisongo. 


Spill the Tea dan Skeptisme 
Mahasiswa 


2021, 
bermunculan akun Instagram yang 


Jumat, 9 September 
membawa kasus pelecehan seksual 
di UIN Walisongo. Dalam catatan Kru 
Justisia, setidaknya ada 3 akun yang 
muncul, ruangaman, temankorban. 
uinwscabul yang 


uinws, serta 


kemudian hilang. 


Lima hari kemudian, pada 
Selasa, 14 September 2021, akun 
temankorban.uinws mengunggah 
infografis yang mengungkapkan 
UIN 


Walisongo atas maraknya kasus 


keresahan masyarakat 
pelecehan dan kekerasan seksual 
di lingkungan kampus. Postingan 
tersebut juga berisi kekecewaan 
pada birokrasi yang belum serius 
mengawal kasus kekerasan seksual 
yang terjadi. Setidaknya dua alasan 
itulah, yang menjadi alasan utama 
akun ini lahir. 


“Meskipun SOP sudah ada, tapi 
sangat minim sosialisasi. Hal itu 
membuat kami ragu, bahkan tidak 
percaya pada birokrasi,” terang 


admin  temankorban.uinws via 


direct messenger Instagram. 


Gaduh kasus kekerasan se ksual 


yang 
organisasi 


melibatkan pimpinan 
ekstra kampus pada 
paruh akhir tahun 2021 itu juga 
terekam jelas di base @uinwsfess, 
netizen X terus mendesak korban 
untuk bicara soal kronologinya: Di 
salah satu reply, bahkan ada yang 
meminta 


terang-terangan spill 


korban. 


Padahal, menurut Nenden Sekar 
Arum, Kepala Divisi Kebebasan 


Berekspresi Southeast Asia 
Freedom of Expression Network 
(SAFEnet) Indonesia yang dikutip 
oleh pada 08 


September 2022, bahwa sikap ini 


magdalene.co 


bisa mendorong victim blaming 


dan reviktimisasi pada korban 


karena dianggap tidak terbuka akan 
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kasusnya ke publik. 


Masih menurut Kepala Divisi 
Kebebasan Berekspresi Southeast 
Freedom of 
(SAFEnet) 
dalam advokasi kasus kekerasan 
the 


merugikankorbandanmenghambat 


Asia 
Network 


Expression 
Indonesia, 
seksual, spill tea sangat 
perjalanan kasus yang sedari awal 


sudah terjal. 


Reviktimisasi menjadi niscaya 
apalagijikainformasipribadikorban 
sudah tersebar. Besar kemungkinan 
korban akan mengalami persekusi 
di dunia maya seperti doxingsyang 
tidak hanya berdampak pada 
korban secara psikis, namun juga 
materil. Hal ini bisa terjady'karena 
pihak yang merasa"disugikan"bisa 


mengintimidaSrkorban: 


@ On vs ee: 
- ai 
ws! ba in kald/krtaltar “ 
men at kar ya YS' Ini Menaf: ida yang tau 
m ta jugg tidak bc , 1 Teki 
ri IsidBA saja la 
#otahuta -. 
ofiys Sagaimana, 
at 7-Waalahi Tan 
dr ant 


Aa UAN. 
Tanpa,/ satupun  pemakluman 
alih-alih normalisasi terhadap 


pelaku kekerasan, namun spill the 
tea di media sosial terkait kasus 
kekerasan seksual yang sedang 
berjalan memiliki risiko besar. 
Dalam kondisi tertentu, spill the tea 
di media sosial memang membantu 
khalayak, 


mendorong kasus-kasus tertentu 


visibilitas kasus ke 


akhirnya bisa diusut. 


Namun, tak sedikit pula kasus yang 


berangkat dari spill the tea berakhir 
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meme elaalas 


jauh dari harapan. Berkaca dari 
pengalaman sebelumnya, korban 
kasus pelecehan seksual UNRI yang 
speak up lewat Instagram Komahi 
UNRI justru dilaporkan balik atas 


tuduhan pencemaran nama baik. 


Dengan kondisi masyarakat yang 
lebih banyak 
akan 


tentu 


yang 
dapatkan, apalagi jika dilakukan 


patriarkal, 
mudharat korban 
tanpa persiapan dan mitigasi risiko 
yang jelas. Sebagaimana tercermin 
dalam reaksi netizen di base @ 
uinwsfess yang terus mendesak 
korban kekerasan seksual untuk 
bicara soal kronologinya, serta 
menjadi bola panas liar yang turut 


memperkeruh suasana. 


Padahal, hal 


traumatis sangatlah melelahkan. 


bercerita kembali 


Pengalaman korban ini pula yang 


mendorong terobosan hukum 
acara di UU TPKS, di mana korban 
dimungkinkan untuk tidak berkali- 
kali kali menceritakan kronologi 


dan mengalami trauma berulang. 


Dalam pelatihan Hukum Acara UU 
TPKS yang digelar oleh Perempuan 
Mahardhika pada 14-16 Oktober 
2022, Ketua Satgas PPKS Universitas 
Pendidikan 


Yulindrasari, menjelaskan bahwa 


Indonesia, Hani 


dalam perspektif pendamping 
korban Kekerasan Seksual, 
spill the tea justru menjadi cara 
terakhir dalam mengusut kasus. 
Hal itu karena dampak buruk yang 
ditimbulkan tidak hanya menyasar 
korban, namun juga pendamping 
yang akan kewalahan mengawal 
kasus yang terlanjur viral tetapi 


sama sekali belum diadvokasi. 
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Basa ea) 


Masih dalam acara yang sama, 
anggota satgas dari universitas lain 
juga mengingatkan untuk waspada. 
Tidak 


terjebak hasrat untuk mencaci 


jarang khalayak hanya 


dan mempermalukan pelaku. 
Shaming pelaku kekerasan seksual 
di media sosial memang dianggap 
efektif 


sosial. 


memberikan sanksi 


Tapi terkadang, netizen 
hanya kepo alih-alih membantu 
menghilangkan trauma korban. 
Padahal, 


kepentingan, dan keamanan korban 


memastikan kebutuhan, 


adalah yang pertama dan utama 
dalam penanganan kasus kekerasan 


berbasis gender. 


Berdasarkan — penelitian 


yang 
berjudul Spill the tea Phenomenon 
in Social Media as a Medium of 
Revictimization of Sexual Violence 
(2021) juga 
bahwa spill the tea justru banyak 


menunjukkan 


berdampak buruk pada korban. 
Sering kali keabsahan cerita korban 


dipertanyakan, dan berlanjut 


dengan keberpihakan yang bias. 
Seperti yang bisa ditemui di base 


@uinwsfess atas kasus kekerasan 


UIN WS MENFESS & 

Bolt 
Ws! Aku tetep percaya mas F 
dari keterangannya udah jelas 
kan, nyatanya dia gak maksa dan 
ngancem korban kan?Sama sama 
suka juga kok yaa Hih.. 


Terjemahkan Tweet 


Bu “Sifat saya dari awal dengan terduga 
korban tidak ada niatan untuk 
memaksa atau melakukan KS. 
Mungkin hal yang tidak balk hampir 
terjadi yang sifatnya suka sama suka 
dimana kemudian itu terjadi ketika 
saya belum memahami betul sgal KS. 
Tetapi kalau secara detailnya hal-hal 
yang disampaikan dengan runtutan 
yang disampaikan bahwa sifatnya 
yang dibicarakan korban dan saya 
tidak bermaksud untuk memaksa 
atau mengancam korban dan 


sebagainya." 
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seksual yang sedang berjalan. 


Dengan sederet resiko besar 
tersebut, tentu menjadi pertanyaan 
besar, mengapa khalayak lebih 
memilih untuk spill the tea kasus 


kekerasan seksual di media sosial. 


Masih dalam penelitian yang sama, 
fenomenainisangatmungkin terjadi 
karena selama ini, korban kesulitan 
mendapatkan perlindungan baik 
secara hukum maupun dukungan 


dari lingkungan. 


“Many victims of sexual 
violence prefer to spill the 
tea of the issues they get 
to social media /becausevso 
far it is difficulfrfor them to 
get protection-either by law 
because they"have not taken 
sides with vietims of sexual 
violenge, or the surrotinding 
community who donot view 
thatthe,casesof violence they 
get. are a crime.” (Komala, 
dkk"2021: 18) 


Di'titik inilah»media sosial dianggap 
sebagai ganti dari ruang aman yang 


belum bisa diakses di dunia nyata. 


Munculnya ketiga akun yang 
membawa isu kekerasan seksual 
kampus di atas, serta mendidihnya 
para netizen X di base @uinwsfess 
sebenarnya memberikan petunjuk 
adanya satu benang merah yang 
sama: fenomena spill the tea di 
media sosial sebagai salah satu 
reaksi kemarahan mahasiswa UIN 
Walisongo atas kasus kekerasan 


seksual yang terjadi. 


Hal inilah yang mendorong Kru 


Justisia melakukan penelusuran 
lebih dalam dan mencari kepingan 
puzzle yang berserakan, bagaimana 
sebenarnya sikap kampus terhadap 
kekerasan 


penanganan kasus 


seksual. 


Untuk penelusuran lebih lanjut, 
Kru Justisia melakukan survei 
secara acak terhadap 68 responden 
Fakultas di UIN 


Walisongo. Dalam survei tersebut, 


dari berbagai 
Justisia bertanya seberapa percaya 
mahasiswa terhadap penanganan 
seksual oleh 


kasus kekerasan 


kampus. 


Dimulai dari skala 1 (sangat tidak 
percaya) sampai 4 (sangat percaya). 
22,1Y9 responden memilih skala 1 
(sangat tidak percaya), sebanyak 
44,1Y9 skala 2 (tidak 
percaya), 29,4”9 memilih 


memilih 
skala 
3 (percaya), dan 4,499 atau tiga 
orang saja yang memilih skala 4 
(sangat percaya). Hasil survei itu 
setidaknya menjadi satu petunjuk 
kecil 


mahasiswa terhadap kampus. 


bagaimana kepercayaan 


Hal itu tercermin pada saat Kru 


Justisia mewawancara salah satu 


mahasiswa Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Islam (FEBI), Dian 
Atika, pada Rabu, 12 Oktober 


2022. Menurutnya, kampus yang 
tak kunjung memberi kejelasan 
bagaimana penanganan kekerasan 
seksual — membuat mahasiswa 
tidak percaya, banyak korban yang 
memilih bungkam dan menyimpan 


traumanya. 


“Kampus belum ada gerakan 


apapun terkait hal ini, hanya berupa 


SK Rektor saja,” tutur mahasiswi 


semester tiga itu. 


SOP: Sekadar Aturan, Minim 
Pelaksanaan? 

Di tengah gelombang 
ketidakpercayaan mahasiswa 


terhadap kampus, sebenarnya ada 
satu nafas segar bagi penanganan 
kasus kekerasan dan pelecehan 
seksual di UIN Walisongo. Adalah 
terbitnya SK Rektor Nomor 129 
2022 Standar 


tahun tentang 


Layanan Pencegahan dan 


Penanganan Kekerasan Seksual 


pada UIN Walisongo. 


KEPUTUSAN REKTOR 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 
NOMOR 129 TAHUN 2022 


TENTANG 


STANDAR LAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL 
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 


Melalui SK Rektor UIN 


Walisongo resmi memiliki aturan 


itu, 


dan standar pencegahan, sampai 
ketika 
kekerasan seksual. Hal ini tentu 
kabar 


siapapun yang mendamba ruang 


penanganan terjadi 


menjadi gembira bagi 
aman dan penanganan yang adi! 
bagi korban. Ia bisa menjadi basis 
kebijakan jika terjadi kekerasan 
seksual, walaupun belum ada UPT/ 


pusat layanan yang relevan. 


Kru Justisia kemudian berkontak 
dengan salah satu pendiri Aliansi 
Laki-Laki Baru, Nur Hasyim, pada 
Rabu, 12 Oktober 2022, terkait 
tanggapannya mengenai terbitnya 
SK Rektor tentang pencegahan dan 
penanganan kekerasan seksual di 
UIN Walisongo. 


Menurutnya, walaupun belum ada 
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perangkat penanganan jika terjadi 
kekerasan seksual, lahirnya SK 
Rektor ini tetap menjadi satu hal 


penting. 


“Meskipun perangkat perlindungan 
kekerasan seksual belum terwujud, 
SK 


menjadi instrumen struktural juga 


rektor ini penting karena 
basis bagi korban untuk menuntut 
keadilan di tingkat kampus,” jelas 
Nur Hasyim. 


Menurut Dosen Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik #(FISIP) 
UIN Walisongo tersebut, langkah 
pertama yang harus dimulai,adalah 
membuka ruang perbincangan 
tentang kasus kekerasamseksuakdi 


kampus. 


“Langkah awal untuk mewujudkan 
ruang aman dig'kampus- adalah 
membukar, ruang / perbincangan 
tentang kasus Kekerasan seksual itu 
sendiri. Selama/inisisu kekerasan 
seksital cenderving invisible, 
disembunyikan. Dengan mengakui 
bahwa kekerasan seksual itu ada, 
tidakx,denial, 


akan nampak, 


kekerasan seksual 

visible, menjadi 
pihak di 
kampus, ujarnya via WhatsApp, 12 


Oktober 2022. 


kepedulian berbagai 


Dalam survei yang melibatkan 68 
responden secara acak, sebenarnya 


yang 
Nomor 


mahasiswa 
mengetahui SK Rektor 
129 Tahun 2022 tentang SOP 


Pencegahan 


persentase 


dan Penanganan 
Kekerasan Seksual lebih banyak 
dari yang sama sekali tidak tahu. 
51,546 


mengetahui adanya SK tersebut, 


Sebanyak responden 
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menyisakan 48,59 mereka yang 
tidak tahu. 


Dalam aturan yang lebih dulu 
terbit, SK Rektor Nomor 300 Tahun 
2020 tentang Pencegahan dan 
Penanganan Kekerasan Seksual di 
UIN Walisongo, sebenarnya sudah 
mengatur hal tersebut. Kebijakan 
ini menjadi basis dimulainya ruang 


perbincangan kekerasan seksual. 


SK ini memandatkan sosialisasi 
dan edukasi anti kekerasan seksual 
kepada masyarakat UIN Walisongo 
yang dimaksimalkan melalui PBAK, 
pembekalan KKN, PPL, KKL, diskusi 
konsorsium keilmuan, pembinaan 
tenaga kependidikan, sosialisasi 
di website resmi UIN Walisongo 
Semarang, iklan, banner, running 


teks, radio, dan sebagainya. 


Poin-poin itu tertuang dalam pasal 
17 ayat (2) huruf g. Di huruf h, juga 
ada amanat untuk memberikan 
sosialisasi dan edukasi anti 
kekerasan seksual bagi organisasi 
intra kemahasiswaan (UKM, HM), 


dan DEMA) 


Di pasal selanjutnya, pasal 18 
ayat (6), tertulis pencegahan yang 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) 
huruf g dan h dilakukan oleh Rektor, 
Dekan, Direktur 


dan pimpinan unit kerja berbasis 


Pascasarjana, 


pengarusutamaan gender. 
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Sayangnya, PBAK sebagai momen 


awal paling strategis untuk 
memulai perbincangan dan edukasi 
perihal kekerasan seksual, selama 
3 tahun terakhir tidak memuat 
hal tersebut. PBAK 2019, menjadi 
momen terakhir di mana gender 
dan kekerasan seksual dimasukan 


dalam materi PBAK tiap Fakultas. 


Justisia kemudian menghubungi 
Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa 
UIN Walisongo 2022, Shofiyul 
Amin, pada 13 Oktober 2022, 
mempertanyakan PBAK 2022 yang 
alpa materi gender dan kekerasan 
seksual. 


Mahasiswa Ilmu Al-9uran dan Tafsir 
tersebut mengaku sudah berusaha 
untuk memasukkan materi gender 
dalam gelaran PBAK 2022, namun 
dengan segala pertimbangan dari 
pimpinan kampus, akhirnya materi 
gender urung dimasukkan. 


“Kalau bicara PBAK bicara acara 
kampusya, jadi bukanproker DEMA. 
Saya saat itu coba menyampaikan 
urgensi materi gender. Tapi dengan 
dati 


berbagai 


pertimbangan 


Kain - 2 .» , 3 

SAgO Inat elang Tenang, CO 

Ma AN An mai 

nang aa AO & — - 

....gttta Tok gata 
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- 
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pimpinan, materi gender tidak 
ada. Lebih fokus pada dasar ta'aruf 


kampus,” ujarnya. 


Meskipun materi gender dan 
edukasi kekerasan seksual tidak 
dimasukan dalam PBAK 2022, juga 
tidak ada instruksi khusus dari 
DEMA U, justru beberapa DEMA 
Fakultas atas inisiatifnya sendiri 
mengadakan diskusi dan aksi tolak 
di kampus. 
Seperti DEMA Fakultas Syaxi'ah 


dan Hukum (FSH) dengan papen 


kekerasan seksual 


mob “Darurat Kekerasan /Seksual' 
dan DEMA Fisip lewat Departemen 
Gender yang menggelars diskusi 
gender di PBAK Fakultasnya. 


Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa 
Fakultas Syariah “dan Hukum 
2022 UIN Walisongo, Jamaluddin 
Pamrayoga, “menceritakan latar 
belakang pembuatan aksi papermob 
dengan/. tema 1'Stop” Kekerasan 
Seksual padawRabu, 12 Oktober 


2022. 


“Waktu itu kita melihat, bahwa 


kondisi, yang kian maraknya kasus 


kekerasan seksual di berbagai 
bidang,/ terutama pendidikan,” 
jawabnyas seraya menjelaskan, 


Aoa AN 
ng daa mena 


kasus kekerasan seksual di bidang 
pendidikan setiap tahun semakin 


naik. 


Mahasiswa Ilmu Falak tersebut 
mengungkapkan, bahwa aksi paper 
mob tersebut merupakan gerakan 
kolektif dari pihak DEMA FSH 
sendiri dan tidak ada kerjasama 


dengan pihak PSGA. 


Senada dengan DEMA FSH, DEMA 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
(FISIR) dalam rangkaian PBAK 
2022 juga menggelar diskusi materi 


gender dan kekerasan seksual. 


Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa 
Fakultas 
Politik 2022 UIN Walisongo, Faris 


Balya, menuturkan alasan di balik 


Ilmu Sosial dan Ilmu 


masuknya materi gender dan 
kekerasan seksual dalam gelaran 


PBAK waktu itu. 


“Kita ingin memberikan edukasi 
kepada mahasiswa baru bahwa 
mereka harus aware terhadap kasus 
kekerasan seksual, yang kemudian 
mereka bisa mencegah dan 
bersama-sama membuat gerakan 


kolektif untuk menghentikan kasus 


Layanan 


Kamu ga sendiri, ada kami di sini 


Setiap hari Senin-Jumat 
Jam 09.00-16.00 
Online & Offline 


"1 

ba 
kekerasan seksual di lingkungan 
kampus,” terangnya. 


Diskusi 


kekerasan 


materi gender dan 


seksual tersebut 
dilakukan dengan membagi seluruh 
mahasiswa baru Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik menjadi 40 
kelompok. Setiap kelompok diberi 
gambaran satu kasus kekerasan 
seksual dan ditugaskan untuk 


mencari cara penyelesaiannya. 
Setelah itu, setiap kelompok akan 
mempresentasikan hasil kerjanya 


di hadapan kelompok lainnya. 


Mahasiswa Ilmu Politik tersebut 
juga menuturkan, bahwa diskusi 
tersebut adalah inisiatif sendiri dari 
pengurus DEMA FISIP, 


“Karena waktu itu, FISIP juga punya 
portal layanan kekerasan seksual 
yang bernama “Candu: (Candu) bisa 
diakses oleh semua pihak melalui 
link yang tertera di bio instagram 
DEMA FISIP” pungkasnya. 


Dengan tidak adanya materi gender 


dan kekerasan seksual selama 
beberapa tahun gelaran PBAK, Kru 
Justisia kemudian menghubungi 
Pusat Studi Gender dan Anak 
(PSGA) pihak 


dalam advokasi kasus kekerasan 


sebagai utama 
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Membalas @uinwsfess 
spill korbannya 


— CE 
Li 1g 
dan pelecehan seksual di UIN 
Walisongo. 
Sedikit berbeda dari apa yang 


diungkapkan oleh DEMA U,pketika 
Kru Justisia menghubungi Kepala 
PSGA, Titik Rahmawatif “pada 
Jumat, 7 Oktober 2022. Ia. justru 
merasa tidak mendapat dukungan 
dari mahasiswa, khususnya SEMA 
dan DEMA yang, ia gadangigadang 
akan memberi support besar dalam 


pengawalan Kekerasan seksual. 


“Saya stidah lama ingin merekrut 
intra, kampus#(SEMA & DEMA). 
Tahant,2021 «dan 2022 
sosialisasikam,SK Rektor 300, saya 


saya 


sampaikan gkalau SOP on going. 
2// kali 


turut, saya merasa tidak mendapat 


dalam 2 tahun berturut- 


dukungan berarti, contoh untuk 


sosialisasi pencegahan dan 


penanganan kekerasan seksual 
saja, tidak diberi waktu saat PBAK,” 


terang perempuan berkacamata itu. 


Titik menceritakan, sejak bulan 


Juli 2021 ia telah mengumpulkan 


Dewan Eksekutif — Mahasiswa 
(DEMA) dan Senat Mahasiswa 
(SEMA). Ia mengaku sudah 


memberikan masukan agar materi 
gender dan kekerasan seksual bisa 


dimasukkan dalam gelaran PBAK 
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His maba bales 


T 


tahun 2021 dan 2022. 


“Ternyata PBAK 2021 dan 2022, 
PSGA“ tidak diberi kesempatan. 
Dulu (PBAK) 2019 ada materi itu, 
saya mengutus orang-orang untuk 
mengisi,” imbuhnya. 


Titik 
menyampaikan kekecewaannya. Ia 


Dalam wawancara itu, 
merasa elemen-elemen di kampus 
belum bergerak bersama. Ia 
mempertanyakan iktikad Lembaga 
Intra Mahasiswa dalam mendorong 
kampus responsif gender. Titik 
merasa, SEMA dan DEMA tidak 


banyak bergerak dalam isu ini. 


“Menurut pandangan saya, SEMA 
dan DEMA tidak banyak bergerak, 
karena saya belum pernah diundang 
SEMA DEMA untuk kegiatan gender. 
Justru lebih banyak dari HMJ dan 
UKM, keluhnya. 


Walau Titik 
menyampaikan PSGA tidak akan 


demikian, 


pantang mundur. Ia lebih memilih 
elemen yang menurutnya memiliki 
komitmen seperti HMJ, unit, atau 
bahkan ekstra untuk bergerak 
bersama. 


Kekerasan Seksual Masalah 


Struktural 
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Masih dari Titik, ia mengaku selalu 
memastikan dirinya hadir dalam 
tiap pembinaan pegawai dan rapat 
koordinasi. Ia — menyampaikan 
bahwa kampus sudah memiliki 
SOP pencegahan dan penanganan 
kekerasan seksual, ia juga selalu 
menyampaikan bahwa salah satu 
indikator kampus responsif gender 
adalah bebas 


seksual. 


dari kekerasan 


“Ketika ada pembinaan pegawai di 
tingkat dosen, di level tendik, juga 
misal ada rakor di tingkat pimpinan 
universitas, saya pasti hadir dan 
menyampaikan kampus responsif 
gender itu salah satu indikatornya 
adalah bebas 


seksual,” tuturnya. 


dari kekerasan 


Menanggapi mahasiswa yang 

mempertanyakan 
PSGA, Titik menyebut 
perjalanan PSGA 
Mulai 


secara struktural, hanya ada satu 


seringkali 
kinerja 
sangat terjal. 


keterbatasan tim karena 


Kapus PSGA dan satu asisten saja. 
Tanpa menafikan fakta bahwa 
ada jaringan dosen PSGA di tiap 
fakultas, ia juga dihadapkan pada 
beberapa kasus kekerasan seksual 
yang tidak melibatkan PSGA. 


“Pernah di suatu kasus, sidangnya 
mendadak, saya tidak ada saat 
sidang berlangsung. Saya tidak 
mau korban dikucilkan, saya harus 
memastikan kenyamanan korban,” 
cerita Titik menjelaskan satu kasus 


yang pernah ia temui. 


Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 
Keguruantersebutmengungkapkan, 
jika PSGA tidak dilibatkan dalam 
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penanganan kasus kekerasan 


seksual, — ia mempertanyakan 
apakah penyelesaian kasus tersebut 
akan berperspektif adil gender atau 


tidak. 


Ketika dilibatkan dalam satu kasus 
pun, ia masih harus melakukan 


negosiasi, terkadang sampai 
berdebat agar tim etik terkait 
memakai perspektif perlindungan 
terhadap korban. Melindungi 
korban adalah hal yang tidak ,bisa 
ditawar baginya, walau terkadang 


mengundang makian. 


“Jika korban menghendaki majelis 
sidang hanya perempuan, ya saya 
harus memastikan? Sekalipun “itu 
senior saya. Kalau begitu, biasanya 
PSGA dimaki, sok-sokany lah,” dan 


sebagainya,” kenangnya. 


Titik juga mengeluhkan,pandangan 
civitas akademika kaimpus yang 
melihat “tanggungjawab besar 


pencegahan dar” penanganan 
kekerasanvseksual ini hanya pada 


PSGA. 


Jika menilik SK Rektor Nomor 
300xTahun 2020, tanggungjawab 
untuk Melakukan pencegahan dan 
edukasi kekerasan seksual di Pasal 
17 dan Pasal 18 dirinci dengan 
detail. Berbeda dari aturan paling 
anyar, SK Rektor Nomor 129 Tahun 
2022. Di sana, tidak disebut per- 
poin pencegahan atau edukasi 
menjadi tanggungjawab elemen 


tertentu. 


SK Rektor Nomor 129 Tahun 2022 
hanya menyebut “Individu yang 
bertanggungjawab” di nomor 5 dari 
poin d. Idealnya, diksi “Individu' 


tersebut adalah Rektor sampai 
seluruh masyarakat UIN. Bahkan, 
di huruf (w) masyarakat mencakup 
penjual kantin, penjual jasa, ojek 
online maupun offline, 
kost/ 


desa/kelurahan, dan masyarakat 


pemilik 


rumah sewa, perangkat 


setempat. 


Adanya SK Rektor Nomor 129 


Tahun 2022 memang menjadi 


basis penting bagi pencegahan, 
perlindungan, dan penanganan 
kekerasan seksual di kampus. 


Namun, tanpa ada langkah strategis 
tain yang bisa diimplementasikan 
di ranah yang lebih praktikal, tentu 
ia akan kehilangan nyawanya. 
Tanpa program strategis lain, ia 
hanya akan menjelma bola yang 


tanggungjawabnya dilempar 
kemana-mana. 

Sebagaimana diungkap  Boim, 
panggilan akrab Nur Hasyim. 


Bahwa kekerasan seksual adalah 
masalah struktural, sehingga harus 
pula diikuti upaya struktural untuk 
menghapusnya. Artinya, apa yang 
dilakukan Titik sebagai individu 
PSGA yang selalu menyempatkan 
hadir 


dan pembinaan pegawai 


saat rapat koordinasi 
untuk 
menyampaikan SK Rektor Nomor 
129 Tahun 2022 tidak cukup. Perlu 


upaya lain yang lebih strategis. 


“SK Rektor tidak akan memberikan 
pengaruh jika tidak diikuti dengan 
langkah-langkah terstruktur untuk 
mengimplementasikannya — pada 
tingkat yang lebih praktis,” jelas 
Boim. 


Ia menegaskan, kebijakan Rektor 


mestinya diimplementasikan ke 
langkah yang lebih terstruktur di 
lapangan. Termasuk konsekuensi 
budgeting. Dengan demikian, andai 
tidak ada tindak lanjut secara 
praktik, kebijakan hanya sekadar di 
atas kertas. 


“SK itu penting untuk memberikan 


warning pada seluruh civitas 
akademika bahwa kekerasan 
seksual tidak bisa ditolerir di UIN,” 


imbuhnya. 


buku “Good 


Boys Doing Feminism” itu, wujud 


Menurut penulis 
strategi dan program yang lebih 
implementatif bisa dimulai dengan 
membangun struktur PPKS mulai 
dari UPT, penguatan kapasitas 
untuk mereka yang menduduki 
jabatan di UPT, pencegahan dalam 
bentuk kampanye, serta sosialisasi 
untuk membangun kultur kampus 
yang tidak mentoleransi kekerasan 


seksual. 


Administrasi Kampus Rumit, 
Penanganan Kekerasan Seksual 


Makin Sulit 


Alih-alih hotline aduan, Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) sebagai 
leading sector pusat pelayanan 
dalam pencegahan dan penanganan 
kekerasan seksual di lingkungan 
PTKIN menjadi hal yang sangat 


rumit di UIN Walisongo. 


Pasal 73 
Agama Nomor 54 Tahun 2015 
Tentang Organisasi dan Tata Kerja 


Peraturan Menteri 


Universitas Islam Negeri Walisongo 


menyatakan, bahwa Lembaga 


Penelitian dan Pengabdian 


Masyarakat salah satunya terdiri 
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dari atas Pusat. Dalam Pasal 72, 
fungsinya adalah pelaksanaan 


penelitian dan pelaksanaan 


pengembangan pusat kajian. 


Turunan 'Pusat' dalam Pasal 73 
tersebut kemudian diperjelas 
dalam Pasal 76 yaitu, Pusat 


Penelitian dan Penerbitan, Pusat 
Pengabdian kepada Masyarakat, 
dan Pusat Studi Gender dan Anak, 
Pusat Studi Gender dan Anakjsesuai 
Pasal 76 ayat (4), mempunyai tugas 
melaksanakan studi gender dan 


anak. 


2 ANE U Dul 


Menurut Titik”ada beberaparalasan 
di balik lambatnya pembentukan 
UPT dan'ehotline 


masalah OrganiSasi.gdlan Tata Kerja 


pengaduan, 


(ORTAKERJmamasyang tumpang 
tindih xsdengan «Walisongo Halal 
Center (WHG),dan tim layanan yang 
belum terbentuk. Untuk ORTAKER, 
ia j')'menyebut ada perubahan 
pada bulan April 2022 sehingga 
turut memengaruhi kewenangan 
membentuk UPT, apakah ada pada 


PSGA atau tidak. 


“Persoalannya, ORTAKER kampus 
ini mulai berubah sejak April. 
ORTAKER masih digodok, apakah 
ULT ada di bawah kewenangan 
Rektor ataukah PSGA. Sebenarnya 
sudah ada drafting soal ULT, tapi 
karena ada perubahan ORTAKER, 
jadi pending” ungkapnya. 
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Pasal 79 
Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 78 terdiri atas 


a. ” Perpu 


b. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data, 

Cc. Pusat Pengembangan Bahasa: 

d Pusat Layanan Internasional: 

Ma'had al Jami'ah, dan 

f. Laboratorium Terpadu 
Sesuai pasal 79 Permenag Nomor 
54 Tahun 2015, ada beberapa Unit 
Pelaksana Teknis, di 
adalah 
Teknologi Informasi dan Pangkalan 
Data (PTIPD), Pusat Pengembangan 


Bahasa (PPB), Pusat Pengembangan 


antaranya 


Perpustakaan, Pusat 


Bisnis, Pusat Layanan Internasional, 
dan Ma'had al-Jami'ah. 


Usai permenag tersebut diganti 
melalui Permenag Nomor 8 Tahun 
2022, Unit Pelaksana Teknis turut 
berganti. Pusat Pengembangan 

ditambah 


Laboratorium Terpadu. UPT yang 


Bisnis dihapus, 
secara khusus untuk menangani 
kasus kekerasan dan pelecehan 
seksual, alias turunan dari PSGA, 
tidak ada. 


UPT pencegahan kasus kekerasan 


yang 
mulanya akan diberi nama WHC 


dan pelecehan seksual 
(Walisongo Healing Center) juga 
disebut tumpang tindih dengan 
“Walisongo Halal Center”. Namun, 
mengubah nama “Walisongo 
Healing Center” artinya mengubah 
Titik 


menyebut bahwa Tim Layanan 


isi SK pula. Selain itu, 
untuk hotline juga belum terbentuk. 
Selama ini, ia menerima pengaduan 


secara pribadi. 
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Pena sen Pa) 


“Tim layanan belum terbentuk. 


Selama ini, kalau ada kasus, 
langsung ke nomor saya pribadi,” 


tutur Titik. 


Menanggapi terjalnya perjalanan 


pencegahan dan penanganan 
kekerasan seksual di kampus, Titik 
memasang standar paling rendah, 
PSGA yang masih ada dalam 
struktur kampus. Menurutnya, 
hal itu menunjukkan masih ada 


kesadaran lembaga. 


“Setidaknya PSGA masih eksis, 
masih ada iktikad baik lah. Saya 
juga tidak tau, tahun depan PSGA 


itu masih ada atau tidak,” lanjutnya. 


Dalam skema besar penanganan 


kekerasan seksual di kampus, 
hal berikutnya yang tidak kalah 
penting adalah kebijakan anggaran. 
Menurut Nur Hasyim, kampus harus 
mengalokasikan anggaran untuk 
program pencegahan kekerasan 


seksual dan operasionalisasi sistem. 


“Program yang brilian itu tidak akan 
terwujud tanpa kebijakan budgeting 
yang 


anggaran mendukung” 


pungkasnya. 


Dalam SK Rektor Nomor 300 
Tahun 2020 Pasal 38 ayat (1), 
anggaran untuk pencegahan dan 
penanganan kekerasan seksual di 
dibebankan 
pada Anggaran DIPA UIN Walisongo 


lingkungan kampus 


Semarang. Pengalokasian anggaran 
ini tentu penting untuk mendukung 
berjalannya sistem perlindungan 


dari kekerasan seksual di kampus. 
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Berkaca dari Salatiga 


Membaca mekanisme penanganan 
dan pencegahan kekerasan dan 
pelecehan seksual di UIN Walisongo 
yang rumit dan tidak kunjung 
menemui titik terang, Kru Justisia 
kemudian melawat ke UIN Salatiga 
pada 6 Oktober 2022. 


Bukan tanpa alasan Justisia memilih 
UIN Salatiga sebagai perbandingan. 
Selain PTKIN dengan jarak yang 
relatif dekat dengan UIN Walisongo, 
pada November 2022, UIN Salatiga 
baru saja mendapat penghargaan 
sebagai PTKIN dengan Pengabdian 
dan Advokasi Responsif Gender 
Terbaik dalam PSGA Award, salah 


satu rangkaian acara pra KUPI 2. 


Sebelumnya, .Kru Justisia- sudah 
berkontak denganRifa Jamaludin, 
salah satu/dosen UIN Salatiga. Laki- 
laki berpeci hitam itwmenceritakan 
bagaimana, dosen.” seharusnya 
terlibat aktif dalairvpengawalan isu 
ini. 

“Harus ada wang berani. Kalau 
nggak ada dosen yang mengawal, 
sama. saja tumpul walaupun ada 


peraturannya,” tegasnya. 


Walaupun begitu, ia juga mengakui 
bahkan 


menjadi sosok yang vokal sangatlah 


bahwa mencari atau 
sulit. Karena yang bersangkutan 
harus 'selesai dengan dirinya 
terlebih dahulu. Jika 


tidak, ia tidak akan berani untuk 


sendiri 


berjuang dan menyuarakan hal-hal 
yang merugikan mahasiswa atau 


institusi. 


“Sejak awal harus 'selesai' di 


hidupnya. Kalau masih ada 
kepentingan ingin naik jabatan, ya 
tidak akan berani fighting jika ada 
yang merugikan mahasiswa atau 
institusi. Susah cari yang tidak 
punya tendensi apapun, yang tidak 


takut siapapun,” terangnya. 


Sadar 


sungkan 


terkadang mahasiswa 


untuk memulai 
pembicaraan dan speak up, apalagi 
jika pelakunya dosen. Bapak satu 
anak ini selalu menyampaikan 
pada“mahasiswa untuk bercerita 
yang 
menekankan hal tersebut karena 


psletehan dialami. Ia 
jika dibiarkan akan menggunung 
dan jadi budaya. Menurutnya, hal 


itu bisa memicu degradasi akhlak. 


“Saya selalu bilang ke mahasiswa, 
kalau ada apa-apa cerita ke kita 
supaya ditangani. Karena kalau 
dibiarkan ya menggunung dan jadi 
hal biasa. Seakan-akan budaya. Ini 
degradasi akhlak,” tutur laki-laki 


berumur kepala tiga tersebut. 


Selain itu, Rifa juga aktif menegur 


teman-teman dosennya jika 


menjadikan mahasiswa sebagai 
candaan seksis. Baginya, hal itu 
adalah penyakit yang bisa menjalar 


ke dosen lain jika dibiarkan. 


“Biasanya saya ngomong ke 
dosen yang ke bersangkutan. Itu 
keharusan bagi kita sebagai tenaga 
pendidik. Kalau nggak ada yang 
peduli, siapa lagi? Kalau dibiarkan 
akan jadi penyakit yang menjalar ke 
dosen lain. Bisa jadi orang terdekat 
kita jadi korban. Jadi ya harus 


benar-benar dikawal,” tegasnya. 


Karena ada relasi kuasa antara 


dosen dan mahasiswa, Rifa melihat 
lebih 


menormalisasi 


sulit mengubah budaya 


candaan seksis 
dan pelecehan di kalangan dosen 
daripada mahasiswa. Apalagi 
jika sampai dianggap bagian dari 
budaya akademik, hal itu tentu 
akan merusak ekosistem dan 
mempengaruhi civitas akademika 


lain. 


“Dosen itu dianggap role model-nya 
mahasiswa. Kalau dosennya sendiri 
pelaku (pelecehan) dan nggak 
punya akhlak, gimana?” ucapnya 
dengan air muka serius. 


la juga menceritakan beberapa 


yang 
tangan fakultas. Korban mendapat 


kasus selesai cukup di 
perlindungan, dan pelaku mendapat 
punishment. Daripada berlindung 
di balik “Nama Baik Kampus, Rifa 
menyebut kasus yang terjadi 
harus segera direspon dan 


ditangani. 


“Korban biasanya diarahkan ke 
Tazkia (Layanan Psikologi UIN 
Salatiga), pelaku juga diberi 
punishment seperti dikurangi 
jamnya (mengajar), tidak diberi 
jatah bimbingan” terang laki- 
laki yang pernah mengajar di 
UIN Walisongo itu. 


Cholida Hanum, Kepala 
PSGA UIN 


menceritakan bagaimana 


Salatiga 


perjalanan pencegahan 
dan penanganan kasus 
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tahun 2020, mereka melakukan 
tracking kasus kekerasan seksual 
Hasil 
tersebut digunakan sebagai bukti 
dan data 


kepada para mahasiswa. 


jika pernah terjadi 
kekerasan seksual di UIN Salatiga 
kepada Rektor. 


UIN Salatiga kemudian 
memiliki aturan tentang PUG 
(Pengarusutamaan Gender) 


yang disahkan pada tahun 2021. 
Menyusul PUG, SK Rektor tentang 
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Ea ana Pa) 


PPKS (Pencegahan dan Penanganan 


Kekerasan Seksual) sekaligus 
pedoman dan SOP-nya turut 
disahkan. 

“Alhamdulillah rektor sangat 
responsif dan suportif, PSGA 


diminta untuk membuat hotline 
layanan aduan kekerasan seksual,” 


jelas Hanum. 


Perempuan lulusan program studi 
hukum Universitas Diponegoro itu 
mengatakan, bahwa saat ini level 
pencegahan kekerasan seksual 
diwJIN Salatiga sendiri berada di 
level aturan dan sosialisasi. Selain 
melakukan sosialisasi SOP kepada 
PSGA UIN Salatiga 


juga menggelar pelatihan khusus 


mahasiswa, 


kepada para dosen kampus. 


“Setidaknya merekatahu dan peduli 
jika ada kasus kekerasan harus 
berbuat apa dan bagaimana 
menanganinya, lanjut dosen 
Fakultas Syari'ah dan Hukum 
UIN Salatiga tersebut. 


Dalam penanganan kekerasan 
seksual, UIN Salatiga membagi 
fokus penanganan menjadi 
dua, yaitu penanganan korban 


dan penanganan pelaku. 


Dalam penanganan korban 
PSGA 
bekerja 


kekerasan 
UIN 
sama dengan beberapa 
pihak, 
Tazkia, 
Layanan 


seksual, 
Salatiga 


diantaranya: 
sebagai 
Psikologi 


L LAPORAN KHUSUS 


Pe asa ea) 


konseling dan penguatan psikologis 
LKBHI 
Konsultasi dan Bantuan Hukum 
Islam) jika korban berkehendak 
masalahnya diselesaikan 
hukum, dan Klinik Kesehatan UIN 


Salatiga untuk pemeriksaan medis 


bagi korban, (Lembaga 


secara 


korban. 


Untuk 
kekerasan seksual, UIN Salatiga 


penanganan pelaku 
tegas dalam memberikan sanksi. 
Setelah PSGA melakukan investigasi, 
yang 
diberikan PSGA pada pimpinan. 


akan ada rekomendasi 
Salah satu sanksi yang pernah 
diberikan adalah berkurangnya jam 
mengajar pelaku dan tidak diberi 
jadwal membimbing skripsi. Hanum 
menyebut, dukungan dari instansi 
mempermudah dan membantu 
gerak PSGA dalam menangani kasus 


kekerasan seksual di UIN Salatiga. 


Selain itu, PSGA UIN Salatiga juga 
menggandeng mahasiswa melalui 
program One Student Save One 
Student (OSOF). OSOF ini adalah 


wadah bagi mahasiswa untuk 


turut serta dalam mengawal 
kekerasan seksual di lingkungan 
kampus. OSOF hadir karena PSGA 
menyadari terbatasnya ruang gerak 
dosen (PSGA) dalam melakukan 
investigasi terhadap kasus yang 
terjadi antar mahasiswa. Dalam 
konteks ini, OSOF-lah yang akan 
membantu PSGA dalam investigasi 


tersebut. 


Bagaimana UIN Salatiga bersinergi 
PSGA 


sector dalam menyelenggarakan 


dengan sebagai leading 


pencegahan dan penanganan 
terhadap kekerasan seksual, sinergi 
antara dosen dan mahasiswa, 
tentu menjadi tamparan bagisUIN 
Walisongo. Kampus.yang baru saja 
berubah nama menjadi UIN,“pada 
2022 lalu itu“sat set, SatWwisuara 
dalam mencegahsdan menangani 
kekerasanyseksual, bukan sekadar 


citra dan wacama. 


Dengan keadaan,yang kompleks 


mengenai pericegahan dan 


penangananfg,kekerasan seksual 


di UIN Walisongo, Kru Justisia 
menghubungi Wakil Rektor 3 untuk 
mengonfirmasi apakah kampus 
lewat pimpinan-pimpinannya 
sudah memiliki kesadaran akan 
pentingnya edukasi gender dan 
serius 


pengawalan terhadap 


yang 
terjadi, termasuk pembentukan 
UPT tindak lanjut SK 


Rektor tentang penanganan dan 


kasus kekerasan seksual 


sebagai 
pencegahan kekerasan seksual di 


WIN Walisongo. 
tulisan ini dirilis, chat WhatsApp 


Namun sampai 


yang dikirim oleh Kru Justisia tidak 
kunjung ditanggapi. 


Diskusi kekerasan seksual di 
kampusyangdiinisiasioleh berbagai 
HMJ, UKM, bahkan ekstra memang 
mulai 


banyak bermunculan. 


Beberapa di antaranya juga 


mengundang langsung Ketua 
PSGA, Titik Rahmawati. Tetapi 
jika ditelisik, bukankah aneh jika 
edukasi kekerasan seksual hanya 
dibebankan kepada 


dan 


mahasiswa 
lembaga mahasiswa yang 


menaunginya? 
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kacamata 


Kepala 


dibalut peci, 
dan sarung menjadi pakaian saat 
berkunjung ke pondok pesantren. 
Gus Dur duduk di panggung untuk 


ceramah di hadapan ribuan santri 


dengan sesekali mengeluarkan 
jokes. Pendengar bisa tertawa 
terpingkal-pingkal sebab 


spontanitas dan menggambarkan 
realitas adalah landasan punchline- 


nya. 


ke-4 


Indonesia bercerita tentang orang 


Cerita mantan Presiden 
Madura, Brodin yang ingin menjalin 
kerjasama dengan Gus Dur menjadi 
pelatih. Lantas Brodin datang ke 


Jakarta numpak becak diantar ke 


depan istana. Terjadilah percaka 
antara petugas keamanan M3 


/ 


dengan pria asal Madura. 


“Cari siapa, Pak?” tanya petugas 
penjaga. 


“Saya pengen ketemu Gus Dur, Pak,” 
jawab Brodin. 


“Ada keperluan apa ya, Pak?” tanya 
penjaga lagi. 


“Tadinya saya ingin Gus Dur menjadi 
pelatih sepak bola di klub saya di 
Madura. Saya juga tadinya sekalian 
hendak bertanya berapa biaya 


Fadli Rais 
(Pimpinan Umum LPM Justisia 2018) 


transfernya. Saya dan teman-teman 
di klub sudah mengumpulkan 
Tapi nggak jadi,” kata Brodin. 


Pak? a 


petugas mencoba teru 


“Memang kenapa 
mengik 


perkataan Brodin. 


“Aduh, ternyata 
kayak gini. Kala 


mana saya sanggup | yata 
klub sepak (bo i Jakapta kaya 
elatihnya 


itu Aja Kok Repot” sejak belia 
kecintaannya terhadap sepakbola 
tidak bisa ditawar. Kala ayahnya, 
KH. Wahid Hasyim bermukim di 
Jakarta, halaman belakang disulap 
jadi lapangan untuk menendang 
bola bersama bapak di sore hari. 


buku 
“Biografi Gus Dur” mengisahkan 


Greg Barton dalam 


Abdurrahman kecil pernah tidak 


naik kelas semasa duduk di 
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Sekolah Ekonomi Pertama (SMEP) 
karena gagal ujian. Musababnya, 
Ik pernah membereskan 


pekerjaan rumah karena terlalu 
ing bermain dan menonton 


'e5pertandingan sepakbola. 


Buah kegagalan Gus Dur, ia 
dikirim ke Jombang bersekolah 
di pesantren. Hobinya yang dulu 
bermain beranjak dewasa ia 


menjadi pandit. 


Masih di buku Greg Barton, Gus Dur 
disekolahkan ke Al Azhar, Mesir. Ia 
mengetahui kegilaan masyarakat 
Negeri Piramida terhadap bola. 


Pada dekade 1960-an, negarabagian 
Afrika Utara tengah mengalami 
rivalitas antara klub Zamalek dan 
Al-Ahly berujung pada ideologi. 
Peristiwa ini bermula, pada tahun 
1966 
yang mempertemukan dua klub 


sebelumnya pertandingan 


berujung pada kerusuhan dan 


mengakibatkan suporter saling 


serang dengan militer. 


Sekembalinya di Indonesia, ia 
menjadi salah satu kolumnis bola 
ternama saat itu. Gus Dur dan 
sepakbola melempar ingatan 
tentang upaya secara pribadi yang 


gila bola. Keuletannya menggunting 


Opini | 


artikel koran tentang dunia kulit 


bundar yang terkumpul dalam 


koper. Potongan koran menjadi 
“bank data” 


membuat tulisan berupa analisis 


salah satu untuk 
pertandingan di Harian Kompas 


dan Majalah Tempo. 


Berpolemik dengan Idiom Sepak 
bola 


Abdurrahman Wahid, atau yang 
lebih populer dengan sebutan Gus 
Dur, merupakan tokoh panutanyang 

sangat — dihormati 
oleh 


kalangan 


banyak 


karena 


" peluang 
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pengabdiannya kepada masyarakat, 
demokrasi, dan Islam toleran. sosok 
penuh teka-teki dan kontroversial 
sehingga pemikiran dan 
tindakannya sering disalahpahami 
oleh banyak kalangan. Dia dipuji 
oleh banyak kalangan, namun 
juga dicela oleh mereka yang tak 
mampu memahami jalan pikiran 


dan sikapnya. 


Gus Dur dan Sindhunata pernah 
terlibat dalam polemik berbahasa 
bola. Waktu menghadapi kasus 
Bulog, Gus Dur begitu yakin. akan 
dapat mengatasi Pansus DPR 
karena 
catenaccio (pertahanan gerendel 


khas Italia). 


Penulis meggkritik strategi 


pertahanan kenservatif itu” Kalau 
#catenaccio 


Gus Dur memakai 


| politik”, yang.cenderung menunggu 


itu, makin 
kita 


perubahan-Baru saja kita 


betapa 
sulit mengharapkan 
merasa hidup baru, tetapi 
sekarang tiba-tiba kita 
, merasa sesak dalam 


udara lama, kembali 
dicekik cara pikir dan 
kekuatan lama. Dalam 
kita 
8 kehilangan bola emas 

1-9 

lawan (Kompas, 
16/12/2000). 


sekejap, seperti 


depan gawang 


Gus Dur pun 
membalas 
kritik yang 
disampaikan 
ol e h 


Sindhunata 


ia menerapkansstrategi 


““ AN AN X 


dengan tulisan dalam kolom 
berjudul “Catenaccio Hanya Alat 
Belaka” (18 Desember 2000). 


“Jadi, dengan demikian, menjadi 


jelas bagi kita bahwa strategi 


Totaalvoetbal harus diterapkan 
secara kreatif dalam kehidupan 
kita sebagai bangsa. Dalam satu 
hal, 


Catenaccio, sedang dalam hal lain 


kita menggunakan strategi 


strategi Kick and Rush (ala Inggris). 
Bahkan, kadang kita menggunakan 
strategi Totaalvoetbal sekaligus 
memperagakan permainan cantik 
ala tarian Samba khas kesebelasan 


Brasil”, kata Gus Dur. 


Bagi Gus Dur strategi total football 
harus diterapkan secara kreatif 
dalam kehidupan kita sebagai 
kita 


menggunakan strategi catenaccio, 


bangsa. Dalam satu hal, 
sedang dalam hal lain strategi 
hit Bahkan, 
kita menggunakan strategi total 
football tahu kita 


juga memeragakan bola Samba 


and run. kadang 


dan siapa 


han 


kesebelasan Brasil. 


Pada 
memberi 


pergaulan ini Gus Dur 
teladan bahwa kritik 
dibalas dengan kritik bukan intrik 
dan argumen dibalas argumen 
bukan sentimen. Sebab, Gus Dur 
tahu 


memberikan kritik melalui tulisan 


jauh sebelum Sindhunata 


tersebut terdapat beberapa tulisan 


yang mendukung. 


/ Henbrger 


presiden,  Sindhunata Mmenillis 
artikel berjudul (KesebelaSan Gus 
Dur”. Isi tulisarfaya Mengharapkan 
kabinetdi bay'ah kepemimpihannya 
dapat bekerja” dengar amanah. 
Bagi Shirdufrata, F€pakBola bukan 
dianggdpy, sebagai Shiburan dan 
permainan, MEEpi Legira memimpin 
negarat layaknya" s eperti pelatih. 
(hal. 232). & 

Gtis Dur diminta dapat belajar 
kepada / pelatih Jerman, Sepp 


yang mampu 


& 2 menggulingkan dominasi Hungaria 
 dWPiala Dunia 1954 dalam buku 


berjudul Bola-Bola Nasib. 


“Keberhasilan dalam 
sepakbola ditentukan oleh 
tiga hal, yakni sepertiga 
kebiasaan, sepertiga 
perkawanan dan seperti 
terakhir keberuntungan. 
dilakukan 
dalam latihan. Keberuntungan 


terjadi di 


Kebiasaan dapat 


lapangan hijau. 
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Opini | 


Perkawanan dibina di luar latihan 


dan lapangan. Pelatih harus bisa 
mengumpulkan pemain-pemain 
yang siap untuk mengorbankan diri 
bagi cita-cita yang sedang digeluti 
dan bagi kawan kawan-kawannya 
sendiri. Gus Dur kiranya boleh 
mengoper rumus keberhasilan 
Herberger untuk kesebelasan yang 


sedang dipersiapkan. 


Sindhunata pun menuliskan “Kami, 


rakyatIndonesia, masih diderakrisis 


/ “Yang Vmembuat kami kehilangan 
8 identitas. Maka permintaan kami 
"pada sampeyan: Gus, bentuklah 
IT M5 8 kesebelasan" yang bisa memberi 
Saat Gus Dur diangkat menjadi“ 


lagi kami kebanggaan, hingga kami 
bisa bilang, kami kembali menjadi 
malu 


siapa, setelah lama kami 


karena kami bukan siapa-siapa.” 


tentu 


yang 
Indonesia 18 


Harapan Sindhunata 


diejawantahkan Gus Dur 
hanya memimpin 
bulan. Melakukan diplomasi dengan 
berbagai negara agar eksistensi 
Indonesia di mata dunia tetap 
diakui. Di dalam negeri, ia mengakui 
keberagaman warga negara sebagai 
bukan 


berusaha 


keniscayaan hambatan. 
So, 


keadilan agar perdamaian antar di 


menciptakan 


masyarakat mampu tercapai. 


Gus Dur barangkali satu dari 
sekian pemimpin negara di dunia 
yang gandrung bola dan mampu 
mengejawantahkan permainan 11 


lawan 11 dalam dunia politik. 


BD HUMANIORA 


Liberalisasi Pendidikan Tinggi, Jalan Awal Bagi 
Komersialisasi Pendidikan? 


e Nafisah Azzahro 


2 


Agus34drajat.com 


endidikanmerupakansebuah 


proses penyempurnaan 
seorang individu sebagai 
peserta didik secara kognitif, 


potensi intelektual, mental, rasa, 
karsa maupun kesadaran martabat 
Hal 


sebuah pendidikan selalu memiliki 


kemanusiaanya. ini berarti 
tujuan untuk membina kepribadian 
lebih 


manusiawi dalam mengembangkan 


seorang individu menjadi 


serta mengutuhkan potensi 
kemanusiaanya yang 
masih terpendam dengan 


mengesampingkan perilaku yang 


menindas serta diskriminatif 


(Freire, 2020). 


Pada dasarnya tolak ukur pada 
pendidikan bukan hanya sederet 
angka yang berasal dari hasil ujian 


semata. Proses dari pembelajaran 
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dan nilai-nilai moral dari sebuah 
yang 
tujuan sebuah pendidikan 
diberikan. Ada 
pendidikan (Kartono, 


pendidikan menjadi 
itu 
empat konsep 
2002) 
yang mengejawantahkan tujuan 
pendidikan nasional. Pertama, 


pendidikan merupakam sebuah 
proses yang memposisikan siswa 
sebagai pribadi yangsutuh,sdalam 
hal ini terdapat tiga unsur yang 
harus dikembangkan dalam proses 
pembelajaran, yaitu: “competence, 
conscience dan 
Kedua, 


kesempatan “bagi 


compassion. 
pendidikan)? memberikan 
siswa untuk 
belajardemi hidup.Ketiga, perlunya 
memberikan kesempatan untuk 
berefleksimkepada siswa atas apa 
yang mereka 'lalui dalam proses 
pendidikan. Keempat, pendidikan 
merupakan tanggungjawab 


keluarga dan sekolah. 


Sejatinya sesuai dengan amanat 
Undang-Undang 1945 pasal 31 ayat 
(1) yang menyatakan bahwa setiap 
warga negara berhak mendapat 
pendidikan, setiap jiwa seharusnya 
bisa mendapatkan pendidikan dan 
memperoleh manfaat dari ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Namun 
rasanya sampai sekarang amanat 
dilakukan 

bahkan 


untuk mengamini program wajib 


itupun belum bisa 


dengan semestinya, 


belajar 12 tahun masih banyak 
masyarakat yang kesulitan dalam 
merealisasikannya. Alasan dominan 
hal ini bisa terjadi karena mahalnya 
biaya pendidikan, belum lagi jika 
adaspungutan-pungutan liar yang 
marak terjadi belakangan ini. 


Sumber Data: Susenas KOR 


SD / Sederajat SMP / Sederajat SMA / Sederajat 
2020 |2021 (2022 2020 (2021 2022 12020 (2021 (2022 
Terbawah Ok04 9504 9642 8042 8359 8576 4519 4843 | 5171 
Menengah 9609 9749 | 9768 8619 8752 8869 |5487 5824 | 5985 
bawah | 


Menengah 9584 9780 9814 8880 8992 9061 6137 6470 | 65.58 
s 9681 9849 9834 9030 9102 9188 6905 7078 | 71.13 
Teratas 97.81 98.50 98.76 93.533 9248 9418 82.84 S1.81 | 80.24 


Dari data yang ada dapat dilihat 


bahwa kelompok pengeluaran 
terbawah memiliki nilai yang paling 
kecil dibanding dengan kelompok 
pengeluaran lain dan juga semakin 
tinggi 

rendah 


pendidikannya semakin 


angka penyelesaian 
pendidikan - kelulusan - yang ada. 
Namun sedikit kabar baik di mana 
sejak tahun 2020 hingga 2022 
terdapat kenaikan pada setiap 
tahunnya. Dari sini dapat dilihat, jika 
untuk menyelesaikan pendidikan 
tingkat menengah saja belum 
sepenuhnya bisa dilakukan oleh 
masyarakat Indonesia, kemudian 
bagaimana dengan pendidikan/ 


perguruan tinggi? 
Liberalisasi Pendidikan Tinggi 
World Trade Organization (WTO) 


atau organisasi perdagangan dunia 


yang memiliki peran dalam usaha 


liberalisasi perdagangan. Dalam 
garis historisnya liberalisasi telah 
lahir melalui General Agreement on 
Tariffs and Trade (GATT) dimana 
menjadikan barang industri dalam 
perdagangan maupun masalah 
finansial sebagai objeknya. Awal 
tahun 1995 WOT 


menggantikan GATT yang mana 


lahir untuk 


memiliki ruang lingkup yang lebih 
luas termasuk dalam aspek wilayah 
serta substansi-substansi yang ada 
di dalamnya. Indonesia sendiri 
merupakan salah satu negara yang 
menandatangani pembentukan 
WTO dan resmi menjadi anggota. 
Dengan keanggotaan Indonesia 
ini, Indonesia turut mengaminkan 
tujuan GATT dalam melakukan 
liberalisasi melalui perdagangan 
maupun jasa yang mana ini juga 
dan 
yang 
salah satunya adalah liberalisasi 


mendorong pertumbuhan 
Pembangunan ekonomi 
pendidikan. Hal ini yang nantinya 


akan mendorong persaingan 
antar negara dan memunculkan 


tantangan baru bagi Indonesia. 


1 


in 


Liberalisasi pendidikan di Indonesia 


berawal dari keikutsertaan 
Indonesia dan ratifikasi General 
Agreement on Trade in Services 
(GATS) yang di dalamnya berisi 
perjanjian mengenai perdagangan 
danjasayang mewajibkan Indonesia 
melakukan ratifikasi. Dalam GATS 
terdapat 12 sektor perdagangan 
yang harus diliberalisasikan, yaitu: 
Business services, Communication 


services, Construction and related 


SDS HUMANIORA 


berkaitan dengan perdagangan atau 
trade related intellectual property 
rights (TRIPS) menandakan bahwa 
telah 

liberalisasi pendidikan. 


indonesia meratifikasi 


hal 
pendidikan dianggap sebagai salah 


Berangkat dari tersebut 
satu jasa yang diliberalisasikan. 
Melalui undang-undang nomor 20 
tahun 2003, peraturan pemerintah 


nomor 61 tahun 1999 kemudian 


1 
tinggi. Dalam peraturan-peraturan 


. 5 . TR undang-undang nomor 12 tahun 
engineering services, Distrib 

| . . 12 Indonesia telah resmi 
services, Education rvic 

, . : eralisasikan pendidikan 
Environmental services, ial 


sporting services,/Transp 


tioyal 


services, and not 


included else e. Da 1 Bektor 

tersebut So mgmeanggap 

pendidikamumer afissalah satu 
harus 


iliberalisasi. 
a 


sundang no.7 tahun 
as tata kelola 


eryic 


Si 


services, Health relatedfand soc 
services, Tourism and .t e ed 
services, aa aa 
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mencakup pendanaan 
pendidikan tinggi, keterlibatan 
masyarakat pengawasan dan 


control oleh pemerintah, dan 
pendirian pendidikan tinggi oleh 


asing. Pola penerapan liberalisasi 


pendidikan tinggi pemerintah 
Indonesia memiliki beberapa 
Undang-Undang, Peraturan 


Pemerintah dan Peraturan Menteri 


Pendidikan yang memberikan 
otonomi pada perguruan 
tinggi dalam pembiayaan dana 


pendidikan tinggi yang diserahkan 
pada masyarakat. Pembiayaan ini 
mulanya merupakan syarat dari IMF 
(dana moneter internasional) agar 
Indonesia melakukan liberalisasi 
bidang jasa - pendidikan - sebagai 
balasan atas dana bantuan saat 


krisis moneter terjadi. 


Dalam pasal 114 PP nomor 60 
tahun 1999 pembiayaan perguruan 
tinggi 
pemerintah, 


bisa didapatkan melalui 


masyarakat, dan 


pihak luar negeri. Adapun dana 


yang berasal dari masyarakat 


merupakan dana sumbangann 


BDS HUMANIORA 


JANGAN HANYA 


MENGEJAR 


KUANTITAS, 


KUALITAS PRODUK KITA 


MASIH 


TERTINESAL LHO 


DIBANDINE NESARA 
LAIN 


va » 
A / 
- 1 KL “3 


Na — SN 


pembinaan pendidikan (spp): biaya 
seleksi ujian masuk perguruan 
tinggi: hasil kontrak kerja yang 
sesuai dengan fungsi dan peran 
perguruan tinggi: hasil penjualan 
produk yang dijual oleh pendidikan 
tinggi: sumbangan dan hibah, dan 
penerimaan lainnya yang berasal 
dari masyarakat. Di sini pemerintah 
membebankan sebagian 
pembiayaan kepada masyarakat 
yang akan dikelola oleh perguruan 


tinggi yang bersangkutan. Pada 
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bempipsunj.com 


poinvpembiayaan yang berbentuk 


SPP»yang besarannya diserahkan 
kepada perguruan tinggi masing- 
masing telah memenuhi unsur 
desentralisasi yang menjadi bagian 
dari liberalisasi dimana negara 
memberikan otonom (kebebasan) 
kepada perguruan tinggi untuk 


menentukan SPP-nya sesuai dengan 


kebutuhan perguruan tinggi 
tersebut. 
Dari kebijakan dan peraturan 


tersebut terdapat sesuatu yang 


luput dari peraturan tersebut, tidak 
adanya prosentase yangjelas antara 
pendanaan yang diberikan negara 
dan pendanaan dari masyarakat 
sehingga menimbulkan 
ketidak 


pendanaan. Ketika perguruan tinggi 


dapat 
selarasan sumber 
merasa pendanaan dari pemerintah 
kurang, maka perguruan tinggi 
akan memaksimalkan pendanaan 
dari orang tua/wali mahasiswa. 
Sedangkan dalam pasal 85 ayat (2) 
undang-undang no.20 tahun 2012 
mengenai pendanaan pendidikan 
yang tinggi yang bersumber dari 
biaya pendidikan yang ditanggung 
oleh 


dengan kemampuan mahasiswa, 


mahasiswa disesuaikan 


orangtua mahasiswa maupun 
wali mahasiswa. Di sini tidak ada 
patokan khusus yang digunakan 
untuk menentukan berapa biaya 
oleh 


mahasiswa 


yang harus ditanggung 


mahasiswa, karena 
hanya membantu sesuai dengan 
kemampuannya. Akan tetapi hal ini 
justru dapat memunculkan standar 
yang tidak sesuai bagi mahasiswa. 
hal-hal 


seperti ini yang akan melahirkan 


Kemudian apakah 


komersialisasi dalam pendidikan 
tinggi?. 


NU UNG 


YAN SINGO 


Persepsi Mahasiswa terhadap Ormawa 
sebagai Sarana Pengembangan Kualitas serta 
Kapabilitas 


e Daffa Ikhsan Nabil & Dimas Saputra 


enurut 
Direktur 


Keputusan 
Jenderal 
Pendidikan Islam Nomor 

4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman 
Umum Organisasi Kemahasiswaan 
Pada Perguruan Tinggi Keagamaan 
Islam, organisasi mahasiswa 
kampus pada dasarnya merupakan 
wahana untuk meningkatkan 
kemampuan kepemimpinan dan 
serta 


penalaran, menyalurkan 


minat dan kegemaran. 


Dalam mencari pengalaman hidup 
dan mengembangkan potensi diri 
melalui organisasi kemahasiswaan, 
menurut Faris Balya, Ketua Dewan 
Eksekutif Mahasiswa Universitas 
UIN 
kemahasiswaan memang da 


Walisongo, organisasi 


menjadi pilihan mahasiswa dalar 


mengembangkan 

dirinya. 

“Memang seharusnya menjadi 
wadah pengembangan bakat 


minat mahasiswa, baik di bidang 
organisasi atau pengembangan di 
bidang baik soft skill maupun hard 


skill mahasiswa sesuai dengan 
kompetensi  kebidangan yang 
digeluti oleh mahasiswa setiap 


lembaga organisasi mahasiswa 


(ormawa) itu sendiri,” tutur Faris. 


Ormawa atau Yang 


o1 


merupakan 


kualitas 


waddh — penge 


Ka erigan 
diri atau Pe gembangan bibit-bibit 


berkualitas dalam berorganisasi. 


(TT 
Sa 


jatu kampus diselenggarakan berdasarkan 
ikan kepada mahasiswa sesuai dengan 
ang-undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang 
2 tentang Pendidikan Tinggi. 


menjadi anggota masyarakat yang memiliki 


lan/atau profesional yang dapat mener: 


getahuan, teknologi dan/atau 


askan ilmu pengetahuan, teknologi 


Dasar dan Tujuan Organisasi Kemahasiswaan 


di UIN 


diselenggarakan 


Organisasi mahasiswa 
Walisongo 
berdasarkan Organisasi dan Tata 
Kerja (ORTAKER), Statuta UIN 
Walisongo, dan tata perundang- 
undangan yang berlaku dengan 


filosofi prinsip dari, oleh, dan untuk 


mahasiswa dengan memberikan 
lebih 


peranan dan keleluasaan 


besar kepada mahasiswa. 


“Organisasi mahasiswa (ormawa) 
tentu luar biasa bagi saya untuk 
mengembangkan minat bakat itu, 
karena dengan adanya ormawa, 
di 


dalam kampus, khususnya teman- 


artinya komunitas-komunitas 
teman mahasiswa itu bisa ada 
dalam satu sirkel. Untuk minat 
bakat A, berarti memilih A. Untuk 
minat bakat B, berarti milih B,” jelas 


Faris. 


Mahasiswa semester 9 tersebut 
mengungkapkan, perihal dampak 
baik atau buruk ormawa untuk 
mahasiswa bersifat relatif. Artinya 
kadang naik (baik), kadang turun 
(buruk). 
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Oleh karenanya perlu 


NK UING 


NAN SINGO 


pengembangan lebih lanjut untuk 


kembali memberikan dampak yang 


baik bagi mahasiswa. 


“Jadi, 
dari 


harus ada semangat 


teman-teman mahasiswa 


untuk selalu mengembangkan 


keorganisasian itu, agar bisa 


memberikan dampak bagi para 


anggotanya, lanjutnya. 


Namun, organisasi mahasiswa 


(ormawa) sebagai wadah 
bakat 


mahasiswa berdasarkan Keputusan 


pengembangan minat 
Direktur Jenderal Pendidikan Islam 
Nomor 4961 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Umum Organisasi 
Kemahasiswaan pada Perguruan 
Tinggi Keagamaan Islam dalam 
penerapan dan pelaksanaannya 
di kampus tidak dapat selamanya 
dipastikansejalan dengantujuannya 
sebagai 


sarana pengembangan 


kualitas dan kapabilitas mahasiswa. 


Dikarenakan dalam pelaksanaannya 


ormawa dianggap bukan saja 
memberikan dampak positif, tetapi 
juga dampak negatif. Akibatnya, 
para mahasiswa yang berada 
dalam organisasi mahasiswa punya 
tugas atau keharusan untuk selalu 
mengembangkan dan menjadikan 
ormawanya sebagai wadah yang 


berkualitas. 


Khittah 
Mahasiswa 


Ormawa untuk 


Hak dan kewajiban mahasiswa 
mengikuti mahasiswa 
di UIN Walisongo diatur dalam 
Peraturan Menteri Agama Republik 
Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 


tentang Statuta Universitas Islam 


organisasi 


yen Edisi 55 Tahun 2024 


Negeri Walisongo Semarang. Pasal 
67 ayat (1) sampai (6) memberikan 
garansi yang baik terhadap laku 
mahasiswa 


organisasi sebagai 


pembentuk dan pengembang 


kualitas mahasiswa. 


Hak dan Kewajiban Ormawa 


Terdapat beberapa ormawa yang 
berdiri di 
maupun 

Setidaknya di 
Negeri 


lingkup Saniversitas 
fakultas. 


Universitas, Islam 


lingkup 


Walisongo 

fakultas, 
studi... Di 
universitas, adan Dewan Eksekutif 
Mahasiswa W(DEMA) dan Senat 
Mahasiswa (SEMA). Dua organisasi 


Semarang 
terdapat 8 dengan 


41 program tingkat 


mahasiswa tertinggi di lingkup UIN 
Walisongo ini' kemudian memiliki 
tugas Mengawasi, mengontrol, dan 
menjadi/pucuk koordinasi di setiap 
organisasi mahasiswa di bawahnya, 
yaitw tingkat fakultas. Di tingkat 
universitas juga terdapat 16 Unit 
Kegiatan Mahasiswa (UKM). 


Delapan fakultas tersebut 
terdiri dari Fakultas Syariah dan 
Hukum, Fakultas Ushuluddin dan 
Humaniora, Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah 
dan Keguruan, Fakultas Sains dan 
Teknologi, Fakultas Psikologi dan 
Ilmu 


Kesehatan, serta Fakultas 


Sosial dan Ilmu Politik. 


Masing-masing fakultas tersebut 


memiliki berbagai macam 
organisasi mahasiswa tersendiri, 
baik 


Jurusan (HMJ) atau Unit Kegiatan 


Himpunan Mahasiswa 
Mahasiswa (UKM). Total organisasi 
mahasiswa di tingkat fakultas yang 
terdiri dari HMJ dan UKM di UIN 
Walisongo adalah 105, dengan 


detail sebagai berikut: 
lw, Fakultas Syariah — dan 
Hukum: Dema dan Sema 
Fakultas, 5 Himpunan 


Mahasiswa Jurusan, serta 8 


Unit Kegiatan Mahasiswa 


2. Fakultas Ushuluddin dan 


Humaniora: Dema dan 
Sema Fakultas, 5 Himpunan 
Mahasiswa Jurusan, serta 6 


Unit Kegiatan Mahasiswa 


3. Fakultas Dakwah 
Komunikasi: 


dan 
Dema dan 
Sema Fakultas, 6 Himpunan 
Mahasiswa Jurusan, serta 4 


Unit Kegiatan Mahasiswa 


4. Fakultas 


Bisnis 


Ekonomi dan 
Islam: Dema dan 
Sema Fakultas, 6 Himpunan 
Mahasiswa Jurusan, serta 8 


Unit Kegiatan Mahasiswa 


5. Fakultas Ilmu Tarbiyah 
dan Keguruan: Dema dan 
Sema Fakultas, 6 Himpunan 
Mahasiswa Jurusan, serta 5 


Unit Kegiatan Mahasiswa 


6. Fakultas Sains dan 
Teknologi: Dema dan Sema 
Fakultas, 9 Himpunan 


Mahasiswa Jurusan, serta 5 


Unit Kegiatan Mahasiswa 


7. Fakultas Psikologi dan 
Kesehatan: Dema dan Sema 
Fakultas, 2 Himpunan 


Mahasiswa Jurusan, serta 6 
Unit Kegiatan Mahasiswa 


8. Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik: Dema dan 
Sema Fakultas, 2 Himpunan 
Mahasiswa Jurusan, serta 6 


Unit Kegiatan Mahasiswa. 


Setiap ormawa mempunyai ciri khas 
dan cara kerjanya tersendiri, sebut 
saja seperti ormawa yang fokus 
pada kegiatan kesenian, kelompok 
penalaran dan diskusi, maupun 
olahraga. Hal inilah yang membuat 
setiap mahasiswa memilih ormawa 
yang 

maupun 


sejalan minat 
bakat 


mengembangkan kualitas maupun 


dengan 
mereka untuk 


kapabilitasnya. 


“Secara objektif bahwa kita menilai 
si A ini, B ini, C itu, jadi kita tidak 
bisa menyamaratakan satu dengan 
yang lain. Beberapa anak suka 
dengan membaca dan beberapa 
juga mungkin suka dengan berpikir 
secara mendalam, suka melukis, 
tentu kita harus memiliki penilaian 
objektif dalam menilai seperti itu,” 
ucap Ridho Amrullah, anggota 


Forum Kajian Hukum Mahasiswa, 


salah satu ormawa di Fakultas 
Syariah dan Hukum. 
Secara penalaran sederhana, 


untuk mengembangkan potensi 
agar tidak salah langkah dalam 
mengembangan kualitas diri, para 
mahasiswa tentu akan memilih 


kelompok ormawa berdasarkan 


minat dan bakat mereka. 


Sebagai sebuah wadah 
pengembangan kualitas mahasiswa, 
ormawa sudah seharusnya dapat 
mengembangkan kualitas diri 
mahasiswa ke arah sisi positif. 
Namun, beberapa narasumber 
yang Justisia wawancarai masih 
memandang 


ormawa sebagai 


yang 
tidak 


wadah bagi mahasiswa 
subjektif, 


membawa dampak baik. 


bersifat alias 


Siti Nusrotal Adilla, mahasiswa 
program studi Pendidikan Agama 
Islam, turutmenyatakan fungsi ideal 
mahasiswa! 


organisasi Baginya, 


sekalipun ormawa dianggap 


sebagai tempat pengembangan 
hal 


bergantung “pada komitinen dan 


diri mahasiswa, itu “Sangat 


kepemimpinan “para“23 pengurus 


ormawad'yang mengelolanya. 


“Ormawa dapat eberperan sebagai 


wadah pengembangan dan 
peningkatan kapasitas mahasiswa 
jika dikelola dengan baik. Namun, 
ini juga bergantung pada komitmen 
dan kualitas kepemimpinan dalam 


ormawWastersebut,” ungkap Siti. 


Mahasiswa yang mengikuti 


Tarbiyah Sport Club 
efektivitas 


tersebut 
menuturkan, fungsi 
organisasi mahasiswa (ormawa) 
sebagai wadah pengembangan 
mahasiswa dapat bervariasi. Hal 
tersebut bergantung pada program, 


kegiatan, dan kualitas pengelolaan 


ormawa. 
Penuturan Dilla tersebut 
berhubungan dengan Pasal 
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77 UU Nomor 12 Tahun 2012 
tentang Pendidikan Tinggi, bahwa 


mahasiswa dapat membentuk 
organisasi kemahasiswaan. 
Setidaknya, organisasi tersebut 


paling sedikit memiliki beberapa 


fungsi, yaitu: 


a) Mewadahi kegiatan 
mahasiswa dalam 
mengembangkan bakat, 
minat, dan potensi 
mahasiswa 


b) Mengembangkan 
kreativitas, kepekaan, daya 
kritis, keberanian, dan 

kepemimpinan, serta rasa 


kebangsaan 


c) Memenuhi kepentingan dan 
kesejahteraan mahasiswa, 
dan Mengembangkan 

kegiatan pengabdian 


kepada masyarakat 


KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
TENTANG PEDOMAN UMUM ORGANISASI KEMAHASISWAAN 
DI PERGURUAN TINGGI 


BAB | 
KETENTUAN UMUM 


Pasal 1 


Definisi Organisasi Kemahasiswaan 


Bab 1 Pasal 1 Poin 1 Keputusan 
Pendidikan 


tentang 


Menteri dan 


Kebudayaan Pedoman 
Mahasiswa 
lebih 


organisasi 


Umum Organisasi 


memberikan — gambaran 
jelas tentang fungsi 
mahasiswa. Bunyi aturan tersebut 


adalah: 


kemahasiswaan 


tinggi 
adalah wahana dan sarana 


“Organisasi 
intra perguruan 
pengembangan diri mahasiswa 


kearahperluasanwawasandan 


KAMPUKI 


WALISOM ce) 


peningkatan kecendekiawanan 
serta integritas kepribadian 


untuk mencapai tujuan 


pendidikan tinggi.” 


Ormawa sebagai wadah 


pengembangan kualitas tentu 
memberikan dampak positif ke 
Namun 


dalam diri mahasiswa. 


dalam pengelolaannya perlu 
ditinjau kembali untuk mengetahui 
kemanatujuanormawaakan dibawa 
sebagai wadah pengembangan 


kualitas mahasiswa. 


“Tentu ada dampak positif dan 
dampak buruknya. Positifnya, kita 
mendapatkan jaringan-jaringan 
baru banyak mengenal orang, kita 
berusaha menyelesaikan suatu 
permasalahan secara musyawarah 
dalam menemukan mufakat. Tidak 
kemudian menunjukkan egoisme 


kita di muka publik,” tutur Ridho. 


Mahasiswa Hukum Ekonomi 
Syariah tersebut menceritakan 
adanya dampak negatif dari 


sikap egoisme dalam organisasi 
mahasiswa, seperti memperlambat 
berjalannya program kerja, atau 
sikap  individualistik tersebut 
bertolak belakang dengan sifat 


organisasi sebagai wadah komunal. 


“Contoh kita mengatakan bahwa 
Ini atas kerja saya, jadi yang lain 
tidak ikut-ikutan? itu ibarat kata aku 
adalah yang paling mengagungkan 


diriku,” tukasnya. 


Jawaban yang senada dengan Ridho 
juga diungkapkan oleh mahasiswa 
yang mengikuti ormawa, Najwa. 
Najwa menjelaskan dampak positif 
organisasi mahasiswa yang ia ikuti: 
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dari bisa belajar bersosialisasi 
kepada orang-orang yang memiliki 
latar belakang berbeda, atau 
belajar mengelola keuangan dalam 
membuat event dengan berbagai 
keterbatasan dana supaya tetap 


berjalan lancar. 


bukan 
negatif, cuma saja bisa memberikan 
habits (kebiasaan) buruk bagi 
anggota yang melepas tanggung 


“Sebenarnya dampak 


jawab dalam melaksanakan 


” 


program ormawa itu,” ucapnya 


mengomentari dampak / negatif 


organisasi mahasiswa. 


Persepsi Mahasiswa Gen) « 


Z terhadap Ormawa 


Organisasi Mahasiswa (ormawa) 
adalah suatu lembaga yang.dibuat 
oleh mahasiswatm di berbagai 


universitas, ataupun «perguruan 
tinggi, ormawagmemiliki berbagai 
varian “peran, serta fungsinya 
dengan tetap berpedoman pada 
struktur, 


peraturan, dan tujuan 


organisasi pada setiap institusi 


pergukuan tinggi. 


Namun / secara umum, ormawa 


menjadi. bagian penting yang 
mampu memberikan pengalaman 
kepada mahasiswa di perguruan 
tinggi, juga berperan dalam upaya 
pembentukan mahasiswa menjadi 
yang 
berintelektual serta bertanggung 


individu berkompeten, 


jawab dalam masyarakat. 


Di Zaman sekarang-mahasiswa 


baru yang rata-rata kelahiran 
dalam rentang akhir tahun 1990-an 
hingga awal tahun 2010-an adalah 


generasi yang hidup di mana zaman 


serba cepat, instan, dan mudah 
untuk mendapatkan informasi 


apa pun. Keadaan ini ternyata 
membawa imbas pada penyusutan 
minat mahasiswa untuk mengikuti 


organisasi mahasiswa (Ormawa). 


Hal ini mungkin menjadi topik 
pembahasan yang sering kali 
diperbincangkan di kalangan 


mahasiswa atau perguruan 
tinggi, dengan alasan yang sudah 
disebutkan di 


barangkali 


atas, ataupun 
dengan alasan klise, 
seperti larangan dari orang tua, 
kehendak fokus kuliah, tuntutan 
lulus tepat waktu (3,5-4 tahun) 
atau menganggap ormawa tidak 
banyak memberi manfaat kepada 


mereka. 


Justisia kemudian mewawancarai 
beberapa mahasiswa, yang tidak 
hanya aktif menjadi bagian dari 
organisasi mahasiswa, tetapi juga 
(kuliah 
pulang-kuliah pulang) yang tidak 


mahasiswa “kupu-kupu” 


mengikuti organisasi mahasiswa. 


Mahasiswa Program Studi Hukum 
Keiko  Fhatia, 


mengaku tidak mengikuti ormawa 


Pidana Islam, 
sama sekali. Dalam wawancaranya, 


ia menyatakan bahwa ingin 
terlebih dahulu mengenal sistem 
pembelajaran dalam perkuliahan, 
meraba atmosfer sistem 
perkuliahan yang berbeda dengan 
pendidikan masa sekolah, serta 
ingin mengenali dirinya terlebih 


dahulu. 


“Ingin lebih mengenal dulu sistem 
pembelajaran perkuliahan, (seperti, 
-ed) 


bagaimana  atmosfernya? 


Apakah berbeda jauh dengan masa 
sekolah SMA kemarin? Intinya ingin 
mengenal sistem perkuliahan dan 
mengenali diri aku terlebih dahulu,” 
ucapnya ketika diwawancarai via 
WhatsApp pada Kamis, 12 Oktober 
2023. 


Mahasiswa semester tiga ini juga 
sering kali belajar secara otodidak 
mengenai suatu hal yang ingin ia 
mengerti. Secara soft skill, Keiko 
mempunyai pengalamanyangcukup 
baik mengenai public speaking. 
la sudah beberapa kali ikut serta 
dalam lomba pidato sejak ia duduk 
di bangku Sekolah Dasar, yang mana 
menurutnya bisa ia kembangkan 
sendiri. Ia juga meyakini bahwa 
meskipun tidak mengikuti ormawa 
sama sekali, tetapi pasti ada jalan 
untuk pengembangan diri sendiri 
asal berusaha dengan sebaik dan 
semaksimal mungkin. 


“Kalau buat aku yang tidak 
mengikuti ormawa ingin belajar 
berpikir kritis bisa dengan belajar 
secara otodidak. Buat perihal public 
speaking mungkin aku udah bisa 
karena sejak dulu sudah sering 
ikut-ikut lomba pidato. Jadi tinggal 
kembangin sendiri aja. Kalau belajar 
bahasa Inggris, cari-cari tutorialnya 


di YouTube,” terangnya. 


la dengan yakin mengatakan 
kualitas 


dan kapabilitas diri sendiri tidak 


bahwa pengembangan 


harus hanya bertumpu pada 


ormawa saja. Terlebih dengan iklim 
zaman sekarang yang didukung 
oleh 


kecerdasan teknologi, 


memungkinkan semua hal bisa 


diakses dan dipelajari dengan 


mudah dan instan. 


Pernyataan yang sama juga dijawab 
Akbar Idrus Ramdhani, mahasiswa 
yang sama sekali tidak mengikuti 


organisasi mahasiswa, 


“Di 


organisasi 


zaman yang serba instan, 
mahasiswa (ormawa) 


bukan lagi menjadi satu-satunya 


wadah dalam pengembangan 
keilmuan bagi mahasiswa 
terangnya. 

Mahasiswa baru tahun 2023 


tersebut mengatakan “bahwa di 
zaman serba digital sekarang ini 
sudah banyak open"course (kursus 
umum) di berbagai,komunitas di 
luar kampus yang bisa dijadikan 
untuk 


wadah meningkatkan 


keilmuan Amaupun/ implementasi 


keilmuan langsung.“ di ranah 


masyarakat. 
Diaspora,Organisasi Mahasiswa 


Perlu kita teliti bahwa ada persepsi 
laim yang hadir dalam permasalahan 
ini. Setiap mahasiswa unik dan 
mempunyai 


preferensi pilihan 


antara mengikuti organisasi 
mahasiswa atau tidak berdasarkan 
kebutuhannya masing-masing. 
Oleh karenanya, di zaman teknologi 
yang serba cepat ini, penting bagi 
ormawa untuk memahami dan 
menyesuaikan apa yang mahasiswa 
butuhkan dan minati. Termasuk 


dengan penyesuaian sistem 
dan peraturan yang seharusnya 


ditetapkan. 
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WALISO' ge) 


Gambaran tersebut lantas dijawab 
oleh Ketua Eksekutif 


Mahasiswa UIN Walisongo, Faris 


Dewan 


Balya. Ia menegaskan bahwa 
seharusnya pengelolaan ormawa 


menyesuaikan keadaan 


yang 
Termasuk ormawa harus berinovasi 


dengan 


sekarang serba cepat. 
dan memiliki kreatifitas yang tinggi 
sebagaimana menjadi wadah yang 


memang dibutuhkan mahasiswa 


saat ini. 
“Sudahi seharusnya ormawa 
berihovasi mengeluarkan 


kreatifitasnya agar selalu relevan 
menjadi wadah yang memang 
dibutuhkan mahasiswa pada saat 
ini. Jangan sampai ormawa masih 
menerapkan pola-pola lama, seperti 
(budaya) senioritas yang tinggi,” 
ungkapnya. 


Namun kembali lagi, lanjut Faris, 
setiap mahasiswa memiliki tujuan 
dan caranya masing-masing untuk 
mencapai kesuksesannya sendiri. 
Mereka hak 
bergabung tidak dengan 


memiliki untuk 
atau 
ormawa. Demikianlah tujuan yang 
diharapkan dari setiap individu 


mahasiswa adalah berbeda. 


“Bergabung di ormawa atau 
tidak, tetapi yang jelas mereka 
harus mempertanggungjawabkan 
pilihannya. Sehingga goals atau cita- 
cita yang diharapkan mahasiswa itu 
bisa tercapai dan juga terlaksana 
secara maksimal melalui proses- 
proses yang mereka pilih dan yang 


mereka kehendaki,” pungkasnya. 


DIALOG 
HUKUM 


Komersialisasi Pendidikan Tidak Boleh Hanya 
Dimaknai Secara Politik 


e Nafisah Azzahro 
F 
! 


Achmad 


kelahiran Demak yang memiliki 


Gunaryo, Profesor 
ketertarikan pada bidang sosiologi 
hukum. Kini menjabat seb 

Badan 
Pengembangan & Pendidikan dan 
Pelatihan 


Kepala 
Kementerian Agama 
RI. Mengenyam studi Sarjana di 
Fakultas Syari'ah UIN Walisongo. 
Merampungkan pendidikan 
Magister di University of Tasmania, 
Australia, sebagai Master of Social 
Sciences, lalu menuntaskan studi 
Doktoral di Universitas Diponegoro, 
Program Doktor Ilmu Hukum. Pada 


akhirnya, meraih gelar Profesor 
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Penelitian dans/ 


Prof  Gunaryo, 


konsep 

mersialisasi pendidikan 
Jawab: 

Berbicara mengenai sebuah 


konsep komersialisasi itu 


tergantung kita melihatnya 
dari sisi akademik atau dari sisi 
politik. Istilah komersialisasi 
pendidikan di Indonesiaitulebih 
didominasi dari sisi politiknya. 
Sehingga hanya dilihat dari sisi 
jeleknya saja. Dan itu biasanya 


adalah disampaikan oleh orang- 
orang yang kebetulan tidak di 
dalam eksekutif pemerintah. 
Biasanya disampaikan oleh 
lawan pemerintah, jeleknya 
itu di situ. Makanya kalau 
berbicara tentang sebuah 
konsep dalam hal ini adalah 
komersialisasi pendidikan, 
saya tidak begitu senang kalau 
dilihat dari sisi politik saja. 
Karena mau bagaimanapun, 
siapa saja yang berkuasa itu 
pasti akan bisa dikatakan begitu 
- melihat hanya dari sisi buruk. 
Kalau begitu, lalu tidak ada 
yang terlihat baik, semuanya 


jelek. Seharusnya seseorang 


memiliki kesadaran bahwa 
komersialisasi pendidikan ini 
tidak selamanya buruk, tetapi 
ya itulah persoalan politik itu. 
Maka menurut saya sebaiknya 
kalau mahasiswa, apalagi ini kan 
korannya mahasiswa, jangan 
terlalu menuju ke politik. Tetapi 
melihat secara berimbang. Itu 
saya akan senang sekali. Konsep 
komersialisasi pendidikan itu 
juga harus dipahami secara luas, 


jangan secara sempit. Misalnya 


saja, apa yang dimaksud 
komersialisasi pendidikan, 
kemudian apa dampaknya 


komersialisasi pendidikan, dan 


sebagainya. 


komersialisasi 
dilihat 
dari sisi positif, sedangkan 


Bagaimana 
pendidikan bisa 


sebagian besar mahasiswa 


telah mengamini jika 
komersialisasi pendidikan 
merupakan perwujudan 


pendidikan yang digunakan 
sebagai ladang bisnis? 


Jawab: 


Saya ambil contoh mudahnya 
saja, Anda berada di Fakultas 
Syari'ah kan? Kemudian hari 
pasti juga akan menyandang 
gelar S.H, betul? Itu sudah 
termasuk komersialisasi, 
sebelumnya itu kan S.Sy, S.H.I, 
S.Ag kemudian untuk Fakultas 
Tarbiyah itu masih S.Pd.I. Saya 
yang mengubah se-Indonesia 
menjadi S.H, S.PD dan lainnya. 
Kemudian mengapa saya 
merubah semua menjadi S.H.? 


Semata-mata semua untuk 
memenuhi tuntutan pasar. Saya 
tidak ingin lulusan belakangan 
ini bernasib sama seperti saya 
dulu. Nah, itu sudah termasuk 
komersialisasi pendidikan, 
dulu juga sarjana Tarbiyah yang 
lulusan UIN/IAIN jika masih 
menggunakan S.Pd.I tidak akan 
bisa menjadi kepala sekolah, 
kemudian saya ubah menjadi 
SPd dan sudah bisa menjadi 
Kepala Sekolah, penilai “dan 
setara dengan yang lain-lain. 
Sekarang dengan SH/ mereka 
bisa bertanya, saya ini. akan 
mendapat berapa? Saya 'ini 
juga belajar kan tidak mudah. 
Saya juga haris membayar 
dan sebagainyalmjadi, ternyata 
komersialisasi dalam, bidang 
pendidikanwyang dampaknya 
seperti'itu membawa perbaikan 
hasil kepada orang-orang. Soal 
kalau maw membantu orang 
kan.silakan disluar itu. Jadi saya 
tidak mengatakan bahwa kalau 
komersialisasi pendidikan itu 


selalu bermakna negatif itu 


enggak. 
Bagaimana tanggapannya 
terkait komersialisasi 


pendidikan yang selalu 
dikaitkan dengan naiknya 


biaya UKT? 


Jawab: 


Untuk komersialisasi 
pendidikan yang dihubungkan 
dengan naiknya SPP kan? Selalu 
saja dihubungkan dengan 


kenaikan SPP. Ini juga mungkin 
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benar, tetapi tidak selamanya 
benar. Contoh saja, kita mencari 
ilmu tidak murah, karena ilmu 
tidak murah ketika seseorang 
sudah memiliki ilmu harus 
dihormati dengan semestinya 
- memberikan bayaran yang 
pantas/ngajeni. Maka menurut 
saya orang-orang takmir dan 
sebagainya itu harus dibayar 
mahal. Supaya setara dengan 
ilmu-ilmu yang lainnya. Itulah 
mengapa kemudian perguruan 
tinggi kita diubah dulu namanya 
PTA (Perguruan Tinggi Agama). 
diubah 
Perguruan Tinggi Keagamaan 
(PTK), PTKN untuk Negeri 
dan PTKS untuk 
Pastinya banyak yang bertanya, 


Sekarang menjadi 


Swasta. 


kenapa harus diubah menjadi 
keagamaan, apa dampak yang 
terjadi? Dampaknya luas sekali, 
Keagamaan itu tidak bisa 
dibatasi hanya masalah akhirat. 
Kita kan selalu ke-akhiratan. 
Contohnya saja saat saya 
bekerja, mau berangkat bekerja 
membaca bismillah, itukan juga 
termasuk agama. Jika begitu 
saya bekerja untuk agama saya 
kan? Kemudian, di al-9ur'an itu 
juga menyebut penyakit, angin, 
laut, air, kemudian kenapa 
ketika saya belajar angin, 
penyakit, air dan angin disebut 
sebagai ilmu umum? Padahal 
itu juga termasuk dalam ilmu 
agama. Makanya disebut 
sebagai keagamaan, termasuk 
perilaku sosial kita juga. Saat 
perubahan dulu banyak pihak 
yang menentang, beranggapan 


bahwa perubahan akan 


DIALOG 
HUKUM 


mengarah ke hal-hal yang tidak- 
tidak dan sebagainya. Tapi mau 
bagaimanapun semua akan 
menikmati akhirnya, kan. Nah 
ini alur mengapa komersialisasi 
pendidikan - kenaikan UKT 
kian mahal, supaya kita bisa 
sejajar dengan yang lain itu 
tidak murah dan gampang. 
Memang, di beberapa negara 
ada yang membebaskan biaya 
pendidikan tersebut, tapi yang 
harus digaris bawahi adalah 
negara yang bebas biaya negara 
pendidikan adalah negara yang 
mampu membiayai pendidikan. 


Bagaimana tanggapannya 
Prof. Gunaryo terkait 
komersialisasi pendidikan 
yang terjadi akibat 
liberalisasi? 

Jawab: 

Awal mula liberalisasi 


pendidikan itu datang dari 
liberalisasi — dagang kan? 
Tapi dasar liberalisasi 
perdagangan itu kan fair, adil. 
Jika diterapkan di pendidikan, 
jadi kalau sekolahmu nggak 
bagus, ya saya nggak masuk. 
Sama seperti yang di Amerika 
itu, kalau sekolah negeri itu 
malah nggak begitu laku 
dibanding sekolah swasta. 
Kalau mendengar universitas 
swasta, Oh, mentereng ya. 
Padahal swasta itu harganya 
kan tinggi dan yang muncul 
jadi juara-juara kan banyak 
yang swasta. Tapi kalau di 
Indonesia, berbeda. 
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Saat ini perguruan tinggi 
sudah mulai disapih, selama 
ini dana pemerintah - uang 
rakyat - banyak yang masuk 
ke sektor pendidikan. Oleh 
karena itu, kemudian diubah 
menjadi PNBP (Penerimaan 
Negara Bukan Pajak), maka 
dari itu dana yang dikeluarkan 
banyak sekali yang masuk 
ke Perguruan Tinggi. Namun 
kemudian perguruan tinggi 
dimotivasi untuk merubah diri 
menjadi BLU (Badan Layanan 
Umum) dengan tujuan 
supaya birokrat kampus ini 
juga berpikir cara mencari 
uang. Jadi pemerintah mulai 
mengurangi f : walaupun 
hingga saat'ini tidak diktirangi 
- dana yyanhg diberikan ke 
perguruanstinggi. Pemerintah 
kan juga membutuhkan dana 
untuk membangun daerah- 
daerahmperbatasan dan lainya, 
sehingga “sebagian — dana 
pendidikan tersebut dialihkan 
ke sana, 


Universitas-universitas 
diarahkan untuk menjadi 
BLU, jadi dana yang ada itu 
tidak digelontorkan untuk 
pendidikan semua. Setelah 
BLU itu nanti kemungkinan itu 
menjadi PTN-BH (Perguruan 
Tinggi Negeri Badan Hukum). 
Kalau Badan Hukum ini 
sudah mencari dana sendiri. 
Walaupun mencari dana 
sendiri, tapi pemerintah 
tidak melepas begitu saja, 
pemerintah kan juga memiliki 


kepentingan, maka dana itu 


bisa berupa proyek-proyek 
kerja sama dengan universitas. 
Nah, dari sini perguruan tinggi 
punya kemerdekaan apabila 
ingin membuat program studi 
baru tidak harus konsultasi 
ke Jakarta (Pusat). Kemudian 
jika perguruan tinggi sudah 
berubah menjadi BLU/PTN 
BH, tidak bisa kembali lagi 
ke-PNBP. Ini 
kesengajaan dan 


merupakan 
strategi 
pemerintah agar birokrat 
kampus juga memikirkan apa 
yang harus dilakukan. Nah, hal 
yang disayangkan perguruan- 
perguruan tinggi, khususnya 
yang BLU, khususnya lagi 
yang Kementrian Agama itu 
dikuasai oleh politik. 


Seharusnya, Rektor yang 
dipilih itu pintar mencari 
uang, bukan Rektor 
yang lobi  kesana-kemari 
untuk mempertahankan 
kekuasaan, bukan seperti 
itu. Apabila Rektor seperti 
itu, maka kembali lagi, UKT 
akan dibebankan kepada 
mahasiswa, ini lah yang 
tidak benar. Saya selalu 
bilang, siapapun yang ingin 
jadi Rektor, dia harus diuji 
kemampuan mencari dana itu 
seperti apa. Dengan demikian, 
maka kemungkinan nantinya 
dana yang didapatkan itu 
bisa menekan biaya UKT 
mahasiswa. Contohnya saja 
dulu sudah mulai bekerja 
sama dengan projek- 
projek internasional, saya 


menyekolahkan orang- 


orang ke Eropa dan Belanda 
menggunakan uang saya 
sendiri tidak menggunakan 
uang negara, tentunya dengan 
perjanjian apabila orang 
tersebut mampu membantu 
saya maka akan saya 
sekolahkan ke luar negeri. Nah, 
hal semacam ini bisa dilakukan 
juga. Makanya sekarang ini 
tergantung dengan pandai- 
pandainya Rektor, apabila yang 
di pikiran Rektor hanya tentang 
politik maka jangan berharap 
bahwa UKT mahasiswa itu bisa 
ditekan. Ini tidak hanya terjadi 
di kampus kita, ini terjadi 
hampir di seluruh Indonesia. 


Ini masalah yang kompleks. 


Selanjutnya, bagaimana 
komersialisasi pendidikan 
dalam pandangan Sosiologi 


Hukum? 


Jawab: 


Kembali lagi kita melihat 
komersialisasi pendidikan 


itu dari sisi politik atau tidak. 


Kalau tidak, maka sebenarnya 
itu pada kemampuan negara 
untuk membiayai dan prioritas 
pembangunan. Kalau daerah 
ujung Indonesia kebanyakan 
memiliki pendidikan yang 
tertinggal kan? Tidak sepintar 
orang yang punya gelar. Maka 
di sana diberi dana dulu 
banyak sekali yang seharusnya 
masuk ke perguruan tinggi, itu 
uangnya ke Papua. Tapi sayang 
Papua itu adalah gudangnya 
korupsi juga. Jadi kalau secara 
sosiologis di Indonesias,itu 
seperti apa? Di Indonesia itu 
masih pada persoalan secara 
umum masih pada,persoalan 
politik itu. Kalau semua orang 
itu membayammpajak Sesuai 
dengan ,namanya,/ Indonesia 
itu banyakdoh'duitnya: 


Jadi, kalau “secara sosiologis 
di sinimenurut saya masih 
politis, beluny pada apa yang 
seharusnya. Tetapi saya 
tidak @bisa mengharamkan 
Komersialisasi pendidikan, 
asal itu dilaksanakan dengan 
benar. Saya sebenarnya juga 
sudah mengkomersialisasi 
pendidikan di Indonesia 
lho. Ketika saya jadi pejabat 
di pusat sana, kalau saya 
pergi ke luar negeri, saya 
mengatakan, “Ayo belajar 
di Indonesia” Maksud saya, 
belajar Islam, Kristen, Hindu 
itu ke Indonesia, tempatnya 
yang baik dan tempat belajar 
perbedaan. Dengan cara 
jitu menarik mereka agar 


membayar pendidikan mereka 
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di Indonesia - membawa uang 


untuk negara. 


Bagaimana harapan Prof. 
Gunaryo untuk masa depan 
pendidikan di Indonesia? 


Jawab: 
Saya ingin pendidikan 
Indonesia itu lebih 


menekankan pada penalaran, 
bukan hafalan. Hafalan itu 
dampaknya banyak. Coba kalau 
menghafal, nanti kalau ada 
orang lain yang punya hafalan 
yang lain, yang berbeda, 
cenderung menyalahkan. Kalau 
orang memiliki penalaran, ia 
tidak mudah untuk menolak 
ataupun menerima pendapat 
orang lain secara ekstrim. 
Pelajaran di Indonesia itu 
harus ditunjukkan untuk lebih 
menalar, mahasiswa boleh 
berbeda pendapat 10045 
dengan mahasiswa lain. Saya 
kan tidak pernah melarang/ 
memarahi mahasiswa gara- 
gara berbeda pendapat, 
silakan. Bahkan kan saya dulu 
memperbolehkan mahasiswa 
itu masuk pakai kaos kan? 
Gara-gara kemudian dimarahi 
oleh fakultas, ya sudah itu. 
Yang penting itu jangan 
mengganggu orang lain. 
Karena hukum itu adalah 
jangan mengganggu orang lain, 
itu hukum. Maka kalau kamu 
mengganggu orang lain, maka 


kamu akan kena pinalti. 


BUDAYA 


Plagiarisme, Budaya Buruk Dunia Akademik 


e Safira Nurdiana 


Ka 


udaya secara umum 
mengacu pada cara hidup 
sekelompok orang, dan 
memiliki arti melakukan sesuatu. 
Cara hidup tersebut diwariskan 
ke generasi penerus secara turun 
temurun. Budaya juga berkaitan 
dengan akal, budi dan adat istiadat 
manusia. Budaya terkait dengan 
aturan antar individu yang memuat 
apa saja yang boleh dilakukan, dan 
apa yang harus dihindari. Budaya 
meliputi unsur agama, politik, adat 


kebiasaan, dan sebagainya. 


dan di 
dapat 


Dunia ini sangat luas, 


berbagai belahan dunia 
kita lihat berbagai budaya yang 


beragam. Hal ini dapat diibaratkan 
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Indonesia 


SM Kapito.id 


seperti sebuah kanvas putih yang 
diwarnai dengan berbagai warna 
yang, beraneka ragam. Berbagai 
warna “dapat digunakan diatas 
Sebuah / kanvas putih tersebut. 
Namun, budaya yang diibaratkan 
warna diatas kanvas putih tersebut 
tidak selalu bisa menyatu dan 
memberikan keindahan. Hal ini 
karena jenis warna sangat beragam 
dan kadang kala beberapa warna 
ada yang tidak sedap dipandang 
mata karena terlalu mencolok, ada 
juga yang terkadang terlalu gelap 
sehingga memberikan kesan kelam 
dalam sebuah lukisan. 


Dan salah satu warna kelam yang 


berbahaya, mewarnai sepanjang 


wilayah Indonesia, bahkan di satuan 
pendidikan terendah di Indonesia, 
warna ini muncul, melambangkan 
sebuah budaya yang menjelma 
menjadi penyakit kronis. Budaya 
yang” kelam, merugikan, dan 
dapat merusak bangsa ini secara 
perlahan. Bahkan, tidak menutup 
kemungkinan dapat merusak mutu 


pendidikan yang ada di negeri ini. 


Selanjutnya, warna kelam yang 
mencemari budaya pendidikan di 
negeri ini. Ialah plagiarisme, satu 
kata yang menjadi jawaban dari 
pertanyaan-pertanyaan diatas. 
Negara - negara lain memiliki 
budaya baik seperti menanamkan 
kejujuran sejak di satuanpendidikan 
terendah kepada para pelajarnya, 
dan memberikan peraturan yang 
ketat hingga tidak tersisa ruang 


bagi plagiarisme untuk tumbuh. 


Keberadaan hukum disini memiliki 
peranan penting yaitu melindungi 
hak setiap warga Negara dan 


menciptakan keteraturan dalam 


masyarakat. Tidak selamanya 
budaya yang hadir merupakan 
budaya yang baik. Kadang kala 
budaya yang muncul justru 
kurang sesuai dan kehadirannya 
disini menimbulkan keresahan, 
ketidakadilan, dan berbagai 
permasalahan lain yang tidak 


diinginkan. Hal itu dapat tercermin 
dalam hadirnya budaya plagiarisme 


ini. 


Sejarah awal kasus plagiarisme 
dalam konteks literasi diketahui 
ada sekitar tahun 80 masehi. 
Plagiarisme terjadi ketika karya 
penyair asal Roma, Martial 
merespon penyair lainnya yang 
bernama Fidentius yang melakukan 
pencurian dan juga mengklaim 
karya Martial sebagai miliknya. 
Pada zaman itu penyair sudah 
diharuskan membawakan karya 
dengan kata kunci yang diambil 


dari penulis lain. 


Plagiarisme di dunia pendidikan 
Indonesia, tepatnya di perguruan 
tinggi sendiri sudah menjadi suatu 
budaya buruk yang mengiringi 

Hal 
sudah 
mendarah daging, bahkan tidak 


proses pembelajaran kita. 


ini karena plagiarisme 


lepas dari institusi perguruan 
tinggi baik swasta maupun 
negeri. Di Indonesia sendiri, 


plagiarisme sudah tidak dianggap 
sebagai pelanggaran hukum oleh 
banyak orang dan dirasa wajar 
untuk dilakukan para akademisi. 
Meskipun sudah ada aturan hukum 
yang berlaku mengenai hal tersebut, 
tetap saja jumlah kasus plagiarisme 


masih cukup tinggi. 


tak 


karena 


Budaya ini sepatutnya 


dipertahankan, pada 
dasarnya plagiarisme merupakan 
aib dari dunia pendidikan negeri 
ini. Para akademisi. w'seperti 
dosen, mahasiswa, bahkan..rektor: 
sekalipun menempuh “jalur ..ini 


demi melancarkan  ambisinya 
untuk meraitxpredikat sebagai 
seseorang yang besxilmu, alili dalam 
bidangnyaygelar akademik, bahkan 
untuk kenaikan jabatan fungsional 


akademik. 


BUDAYA 


Sebelum membahas ini lebih lanjut, 


plagiarisme sendiri dalam Kamus 


Besar Bahasa Indonesia diartikan 


sebagai pengambilan karangan 
(pendapat dan sebagainya) 
orang lain dan menjadikannya 


seolah-olah adalah karangan atau 
pendapat sendiri. Menurut Neville, 
adalah 


mengambil ide atau tulisan orang 


plagiarisme tindakan 


lain tanpa menyebutkan rujukan 
diklaim 


sendiri. 


dan sebagai miliknya 


Beberapa ahli turut mengemukakan 


pendapatnya mengenai budaya 


plagiarisme di dunia akademik 


melalui sudut pandang yang 
berbeda-beda. Ari Juliano selaku 
konsultan 
Intelektual, 


tindakan plagiarisme ini diperluas 


Hukum Kekayaan 


berpendapat bahwa 


ke dalam beberapa istilah di dalam 
UUHC. 


mempublikasikan, mengumumkan 


Istilah tersebut meliputi 
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BUDAYA 


dan atau menjual hasil karya orang 


lain tanpa izin dari si pemilik. 
Tindakan tersebut bisa dituntut 


bila memang terbukti. 


Dalam dunia pendidikan 
Indonesia, tercatat ada beberapa 
kasus plagiarisme di lingkungan 
tinggi yang 


menggemparkan. Diantaranya 


perguruan cukup 
adalah plagiarisme yang dilakukan 
oleh Anggito Abimanyu Dosen 
Fakultas Ekonomika dan Bisnis 
(FEB) Universitas Gadjah Mada 
(UGM), Profesor Anak Agung Banyu 
Perwira Dosen Jurusan Hubungan 
(HI) 
Parahyangan (UNPAR), Alumnus 
Program Doktoral Sekolah Teknik 
Elektro dan Informatika (STEI) 
Institut Teknologi 
(ITB) 
dan Rektor Universitas 


Internasional Universitas 


Bandung 
Mochammad Zuliansyah, 


Kristen 
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Maranatha Bandung, Felix Kasim. 


Berdasarkan kasus-kasus 


plagiarisme yang telah terjadi 
tersebut, perlu kita sadari bahwa 
budaya plagiarisme dalam dunia 
Indonesia 


pendidikan sangat 


mengkhawatirkan — dan dapat 
mengancam kualitas akademisi kita. 
Maka diperlukan langkah-langkah 
yang tepat untuk memberantas 
budaya plagiarisme ini. Jika korupsi 
jabatan publik mengakibatkan 


kerugian finansial yang dapat 
diperhitungkan, maka korupsi ilmu 
pengetahuan, selain berdampak 
pada kerugian keuangans negara 
hingga miliaran rupiah. juga 
berdampak sangatwbesar terhadap 
kerusakan mentalsbangsa yang.tak 


bisa dikalkulasikan besarannya. 


Hal inilah yang harus diperhatikan 
secara serius oleh semua pemangku 
kepentingan PT, yakni yayasan, 
pimpinan Perguruan Tinggi, 
Koordinatorat Perguruan Tinggi 
Swasta (Kopertis), Koordinatorat 
Perguruan Tinggi Agama Islam 
Swasta (Kopertais), Kementerian 
Riset dan Teknologi Pendidikan 
Dikti), 


Kementerian Agama (Kemenag), 


Tinggi (Kemenristek 
serta masyarakat. Semua kembali 
kita 


apakah berkomitmen secara serius 


kepada sebagai manusia, 
untuk memberantas budaya buruk 
ini, ataukah tetap membiarkannya 
hingga dunia pendidikan Indonesia 
menjadi tercemar dengan budaya 


plagiarisme ini. 


Membangun Paradigma Kesatuan Ilmu 
Pengetahuan: Bentuk Ijtihad dalam 
Perkembangan Sains dan Kearifan Lokal 


e M. Fatkhur Rokhman 


bu Hapsin atau kerap disapa 
oleh mahasiswa Prof. Abu 
adalah seorang akademisi 
di UIN Walisongo Semarang beliau 
adalah Profesor dalam bidang ilmu 
figih. Prof. Abu lahir di Kuningan, 
Jawa Barat pada tahun 1959. Di 
samping itu, Prof. Abu mengajar 
UIN Walisongo 


semarang mulai dari tahun 1989 


jadi dosen di 
sampai sekarang. Berbekal ilmu 
beliau Prof. Abu pernah menempuh 
pendidikan S-1 di Fakultas Syari'ah 
S-2 


di University of California Los 


IAIN Walisongo Semarang, 


Angeles, Amerika Serikat dengan 
mengambil jurusan Islamic Studies, 


dan mengambil gelar doktor/atau 


S3 di Mahidol University, Thailand- 


dengan mengambil jurusan 


Religious Studies. 


Selain itu, Prof. Abu juga pernah 
menjabat di beberapa organisasi 
seperti Ketua Korcab PMII Jawa 
Tengah, Ketua PWNU Jawa Tengah, 
Wakil Ketua MUI Jawa Tengah, 
Wakil Rois Syuriyah NU PWNU 
Jawa Tengah, dan Sekretaris Dewan 
Pakar IKA PMII Jawa Tengah. Di 


dalam bahwa 


yang 
maha satu yaitu Allah Swt, karena 


era modernitas 


paradigma berasal dari 


Allah, Swtimenurunkan ayat Al- 
@uraniyah dan ayat Kauniyah. 


“Selain ayat Al-Ouran yang kita 
baca dan mengirimkan utusannya 
Nabi Muhammad Saw. Jadi selain 
menurunkan ayat-ayatnya lewat 
ayat-ayat-Al-gur'an dan Rasulullah 


Yang termasuk bagian dari ayat- 


ayat Al-Gur'an. Juga termasuk Allah 
itu menurunkan kebenaran lewat 
alam, namun disayangkan yang 
membaca gejala alam ialah orang 
barat yang kemudian berkembang 
menjadi ilmu-ilmu Kauniyah yaitu 
ilmu-ilmu  Non-keislaman jauh 
lebih banyak jumlahnya dari pada 
ayat-ayat yang bersifat Our'aniyah” 
ucap pria kelahiran Kuningan, Jawa 


Barat tersebut. 
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Dari Cendekiawan Untuk 


emanusiaan dan Peradaban 


Kanal Yt UIN Walisongo 
Kemudian, beliau juga menuturkan 
(Prof. Abu) bahwa sayang sekali 
orang muslim hanya membaca 
Al-Guran di 


sementara ayat-ayat Kauniyah yang 


masa sekarang, 
membacanya ialah orang barat. 
Dengan demikian, lahirlah beberapa 
baik dari 


pengetahuan eksak atau sosial yang 


macam teori ilmu 
merumuskan 
barat. Jadi sebenarnya ketika IAIN 


Walisongo 


ialah orang-orang 


mentransformasikan 
dirinya menjadi UIN sebenarnya 
ingin sekali yang dibaca oleh orang 
Islam yang dahulu hanya membaca 
ayat-ayat Our'aniyah seperti tafsir, 
hadist, ushul figih, akhlak & tauhid, 
dan sebagainya. Termasuk juga 


ingin supaya bagaimana orang 


Islam 


juga membaca ayat-ayat 
Kauniyah supaya ayat antara ilmu 
pengetahuan yang lahir dari ayat- 
ayat Kauniyah dan yang lahir dari 
ayat-ayat Our'aniyah bisa tetap 
bersatu karena kita yakin bahwa 
sumber pengetahuan itu adalah 
Allah Swt. 


Jadi, 
Abu bahwa Allah Swt menurunkan 


menurut pandangan Prof. 


kebenaran lewat ayat Kauniyah. 
Orang muslim sekarang dihadapkan 
pada problem keilmuan bukan 
hanya ilmu 


keagamaan saja, 


akan tetapi juga berasal dari 
ayat-ayat Kauniyah, karena ayat 
Ouraniyah dan Kauniyah saling 
bersinambungan yang harus di baca 
oleh umat muslim yang bersumber 
langsung dari 


Allah 
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Swt seperti teori fisika, kimia, 
biologi, dan sebagainya itu berasal 


dari ayat-ayat Kauniyah. 


Di samping itu, pengertian dari 
Unity 


kesatuan ilmu pengetahuan) ilmu 


of Sciences yaitu (satu 


Kauniyah dan ilmu Gur'aniyah tidak 
bisa dipisahkan karena bersumber 
satu dari Allah Swt, lalu bagaimana 
proses turunnya hujan, bagaimana 
proses terjadinya gerhana matahari 
itu sebenarnya merupakan ayat- 
ayat yang berasal dari ayat-ayat 
Kauniyah. Kemudian, menjadi 
seorang muslim selainyimembaca 
ayat-ayat yang bersumber dari 
Our'aniyah juga membaca.,harus 
membaca ayat-ayat  Kauniyah, 
karena sekarangmorang muslim 
dihadapkan duaproblemkehidupan 

keilmuan. 


Pertama,” ayat- 


ayat “Guraniyahv Kedua, 
Kawniyah. Jadi 
dibaca 
Karena bersumber dari Allah 


Swt. 


ayat-ayat 


keduanya! harus 


“Akan AP Our'an 
memang, banyak sekali ayat-ayat 
yang 
Akan 'tetapi, di dalam Al-Gur'an 


tetapi, itu 


menyinggung  Kauniyah. 


tidak dijelaskan teori-teorinya 


dalam Al- 


Ouran hanya memberikan 


yang penting di 


motivasi agar manusia 
jangan membaca Al-Our'an 
saja, tetapi juga diminta/ 
oleh 


AP Our'an untuk berpikir 


atau  dimotivasi 
bukan hanya tentang 
ayat-ayat Al-Our'an saja 
juga 
Kauniyyah” 


tetapi ayat-ayat 
ucap pria 


kelahiran Kuningan, Jawa 


Barat tersebut. 


Selanjutnya, Allah Swt menurunkan 
kebenaran tidak hanya lewat Al- 
Our'an saja, akan tetapi juga lewat 
ayat-ayat Kauniyah. Ada dua sebab 
yang harus dilakukan dalam unity 
of sciences (satu kesatuan ilmu 
pengetahuan) dalam melakukan 
aktivitas keseharian menjadi positif 
yaitu pertama adalah ketika lewat 
ayat-ayat Kauniyah belum tentu ahli 
dalam bidang ayat-ayat Our'aniyah, 
begitupun seorang kiyai juga belum 
tentu ahli dalam bidang kimia, 
biologi, sosiologi, antropologi, dan 


sebagainya. 


Maka dari itu, ketika umat muslim 
dihadapkan ada problematika ayat- 
ayat Kauniyah ini yang disuruh 
yaitu harus tahu akan maksudnya. 
Dengan begitu UIN Walisongo 
sudah 


tujuan yaitu untuk memberikan 


Semarang mempunyai 


spiritualisasi atau menghadirkan 
Allah Swt di 


pembacaan 


tengah-tengah 
itu. Menghadirkan 
Allah Swt di tengah-tengah proses 
pembacaan alam. Prof. Abu juga 
menerangkan bahwa ketika kita 
membaca alam itu kita harus yakin 
bahwa semua kejadian alam itu 
ada yang mengendalikannya yaitu 
Allah. 


Oleh karena itu, umat muslim harus 
paham untuk berkeyakinan bahwa 
semua yang ada di alam semesta ini 
ada sang penciptanya. Oleh sebab 
itu, ada salah satu contoh yaitu agar 
supaya ilmu yang kita dapatkan 
dari pembacaan terhadap alam itu 
benar-benar dijiwai oleh semangat- 


semangat ketuhanan. Kemudian, 


terbebas dari keterkaitan pada 
Allah Swt semua yang kita baca 
terkait dengan alam itu pasti ada 
kaitannya dengan Allah Swt dan 
itu pasti dilakukan oleh yang Maha 
Pemberi Kebenaran yaitu “Allah 
Swt jadi kita jangan kemudian kita 
menghancurkan teori-teori tentang 
biologi, ekonomi, politik, astronomi 
bahwa itu adalah hasil temuan kita” 


ucap, Prof. Abu. 


Di sisi lain, umat muslim juga 


harus merasa bahwa ini 
adalah yang memberikan 
kita itu pertama ada yang 
dalam hal memberikan ilmu 
yaitu Allah Swt dan semua 
yang kita teliti itu pasti tidak 
pernah terlepas dari campur 
tangan Allah Swt. Jadi bisa 
dipahami bahwa kita harus 
meyakinkan bahwa namanya 
spiritualisasi ilmu-ilmu 
pengetahuan. Spiriualisasi 
ilmu-ilmu pengetahuan 


ini penting agar 


pengetahuan yang kita ciptakan 
itu tidak terlepas dari Allah Swt. 
Terutama dalam kemanfaatanya 
jangan sampai kemudian ilmu yang 
kita hasilkan itu terlepas dari sang 


maha penciptanya yaitu Allah Swt. 


Dengan demikian, termasuk juga 
revitalisasi local wisdom (kearifan 


lokal) di mana dalam 


hal ini 


yaitu seperti adat istiadat yang 
ada di masyarakat yang harus 
dipertahankan seperti adat tahlilan, 
gotong-royong, wayang kulit dan 
sebagainya. Di mana dalam hal ini 
tidak termasuk menyalahi syariat 
Islam atas nilai-nilai leluhur itu yang 
ada dalam ayat-ayat Our'aniyah dan 
Kauniyah. Budaya local wisdom 
(kearifan lokal) yang ada di tengah- 
tengah masyarakat sudah menjadi 
ciri khas di masyarakat. Oleh karena 
itu, revitalisasi local wisdom sangat 
dipertahankan di era modernitas 
dan 


globalisasi sebagai 


sebagai wujud nilai-nilai 
Islam yang mengandung 
nilai-nilai kebaikan di 


dalamnya. 
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Analisis Kebudayaan Max Weber: Menelaah 
Antitesa Demokrasi yang Lahir dari Budaya 


Politik Aristokrasi 


e Muhamad Rizaldi 


unia barat terus berupaya 


mengembangkan ide- 
ide tentang sistem 
pemerintahan hingga kini, 


karena perubahan manusia yang 
dinamis menjadi pendorong agar 
diskursus-diskursus demikian i 
tidak mandeg. Dan dalam siste 
demokrasi yang kini dianut hampir 
sebagian negara di dunia dg 
190 negara, mengaplikasikannya 
dengan berbagai jenis dan kadar 
dari demokrasinya sendiri. Hal ini 
disebabkan oleh demokrasi yang 
dianggap sebagai ide yang mapan 
untuk mengakomodasi segala 
kepentingan rakyat di negaranya 
dengan beberapa penyesuaian 
yang diperlukan negaranya. Namun 
sebagaimana realita sosial yang 
terus berkembang, maka demokrasi 
secara ikut 


konseptual pun 
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telah merumuskan 
€ seluk-beluk 
0 itik dan struktur budaya. Dan 
ialah 
sainyayangberjudul Essays 


pada abad Tn 
entang bAbaimana 


satu kontribusinya 


TaEroyi Max Weber diterjemahkan 


oleh Abdul Oadir Shaleh menjadi 
Teori Dasar Analisis Kebudayaan. 
Dan ketika pembahasan pandangan 
Max, dikontekstualisasikan dalam 
membaca fenomena politik hari ini 
dalam melihat demokrasi sebagai 
yang 
prinsip kesamaan hak, sehingga 


sistem mengedepankan 
semua warga negara, entah itu anak 
presiden maupun anak dari rakyat 


kelas menengah ke bawah, memiliki 


kesempatan yang sama. Namun 


dewasa ini, demokrasi dengan 


prinsipnya tersebut, melahirkan 


tatkala 
dalam kompetisi 


ketimpangan kontestan 
demokrasinya 
adalah seorang anak atau keluarga 
dari 


penguasa yang mampu 


menggunakan alat-alat kekuasaan. 


variatif 
oleh 
karenanya kita mengenal banyak 


Demokrasi memang 


dan bersifat interpretatif, 


tipologi demokrasi saat ini. 


Dan di belahan dunia manapun 
bahwa 


dapat mendeklarasikan 


negaranya demokratis, walaupun 


prinsip-prinsipnya — jauh dari 
esensi demokrasi itu sendiri. Hal 
ini semakin terlihat manakala 
demokrasi yang semula adalah 
government by the people,(Rozi & 


Heriwanto, 2019) namun terbalik 


180 


untuk melanggengkan kekuasaan 


ketika demokrasi menjadi alat 


dan kesejahteraan bagi sebagian 
kelompok atau yang akrab disebut 
oligarki. Demokrasi yang terdiri 
dari dua kata Demos yang berarti 
rakyat dan kratos yang bermakna 
kekuasaan, bergeser menjadi 
kekuasaan elit. Dan menjadi alat 
untuk memenuhi nafsu berkuasa 


pihak-pihak tertentu. 


Berangkat dari hal tersebut, yang 
kemudian bersinggungan dengan 
diskursus soal politik dinasti. Dan 
eksplorasi Weber tentang politik 
dinasti dimulai dengan analisis 
komprehensif tentang aristokrasi 
sebagai komponen fundamental 


budaya politik. Aristokrasi, 
menurut Weber, lebih dari sekadar 
hak istimewa ekonomi: aristokrasi 
meluas ke dimensi budaya dan 
sosial yang membentuk lembaga- 
lembaga politik. Politik dinasti, 


khususnya, mencerminkan bentuk 


aristokrasi di mana kekuasaan 
terkonsentrasi di dalam kelas 
penguasa yang berkuasa secara 
turun-temurun. Yang sudah 
bergerak jauh dari prinsip dan 
gambaran demokrasi( Weber, 
2002). 


Weber berpendapat bahwa budaya 
politik aristokrasi dicirikan oleh 
pewarisan kekuasaan dan otoritas 
politik dalam kelompok 
keluarga tertentu. Transmisi 
ke 


menumbuhkan budaya 


kekuasaan dari generasi 
generasi 
politik yang khas yang ditandai oleh 
tradisi, ritual, dan rasa memiliki hak. 
Para penguasa dinasti, berdasarkan 


garis keturunan mereka, sering 


kali 


sebagai penjaga kekuasaan yang 


menganggap diri mereka 
alamiah, dan persepsi ini tertanam 
dalam budaya politik yang mereka 
sebarkan. Dan dalam konteks 
aristokrat Prussia yang disinggung 
Weber, yang 


seringkali melakukan fitnah dan 


dalam  esainya 
seringkali tidak adil, namun tetap 
memiliki segmen pengidola mereka 
dari kalangan rakyat.(Weber, 2002) 


Inti dari telaah Weber tentang 
politik dinasti adalah konsep 
1997). 


Dalam budaya politik aristokratik, 


legitimasi (Cotterrell, 


legitimasi berasal dari 
kesinambungan sejarah keluarga 
penguasa. Para penguasandinasti 
menegaskan hakmmereka 


untuk mefnerintah 3 


berdasarkanflegitimasi 


yang dirasakan dari, “Te 


garis keturunar 
mereka, m. menelusiiri 
otoritas mereka 


kembali3ke masa lalu 

yang penuh “mitos atau 
sejarah. Gagasan 
legitimasi ini 
memberikan 
stabihitas 

pada sistem 
politik, karena 
menawarkan 


narasi 


Sh. 


FILOSOFIA 


yang membenarkan konsentrasi 


kekuasaan dalam kelompok 
aristokrat tertentu(Dewi et al., 
2021). Dan berbeda dengan konteks 
demokrasi yang menginginkan 
setiap orang memiliki hak untuk 
dapat menjadi pemimpin dengan 
prinsip kesamaan haknya. Dan 
legitimasinya berdasarkan 
pemilihan yang dilakukan oleh 
rakyat ataupun oleh perwakilan 


yang merepresentasikan rakyat. 


Namuri, Weber mengkritik gagasan 
legitimasi dalam politik dinasti. 
Dia menyoroti bahwa legitimasi 
tidak 

pada 


penguasa semata-mata 


bergantung kontinuitas 
historis, tetapi sering kali terjalin 
dengan karisma dan 

kemampuan untuk 
mempertahankan 
kontrol atas aparat 
birokrasi. Para 
penguasa dinasti 
harus menavigasi 


kerumitan dalam 
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FILOSOFIA 


mempertahankan legitimasi 
mereka, menyeimbangkan tradisi 
dengan kemampuan beradaptasi 


dengan perubahan lanskap sosial 


dan  politik(Cotterrell, 1997). 
Oleh karena itu, demokrasi 
adalah antitesa dari aristokrasi 


sebagaimana denganpola yangtelah 
dipaparkan sebelumnya, mulai dari 
prinsip sampai dengan legitimasi 
kekuasaan bagi  penguasanya. 
Akan tetapi, perkembangan saat 
ini membawa demokrasi pada 
yang 


politik 


pembahasan selanjutnya, 
oleh elit 


untuk menciptakan dinastinya di 


dimanfaatkan 


lingkungan demokrasi. 


Maka dinasti yang 


merupakan budaya politik yang 


politik 


berasal dari dimensi aristokrasi 


yang 
kontinuitas 


legitimasinya berdasarkan 


hubungan keluarga, 
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dengan munculnya 


yang 
demokrasi sebagai antitesa untuk 
tersebut. 


mematahkan gagasan 


Justru dinasti politik kini juga 
menjangkit demokrasi. Meskipun 
Plato 


kelemahan “dan bahaya internal 


pernah mengingatkan 
demokrasi. 
dipilih dan diikuti karena faktor- 
faktor 
kepintaran pidato, kekayaan, dan 


Pemimpin biasanya 


non-esensial, seperti 
latar belakang keluarga. Demokrasi 
sebagai tatanan yang menjamin 
terbukanya peluang bagi setiap 
warga negara untuk berperan 
dalam tugas kemasyarakatan 
dan kenegaraan, dengan catatan 
bahwa tugas tersebut diandalkan 
pada kemampuan seorang. Plato 
“The 


wisest people” sebagai pemimpin 


memimpikan munculnya 


ideal di suatu Negara. “The wisest 


people is the best people in the 
state, who would approach human 
problems with reason and wisdom 
derived from knowledge of the 
world of unchanging and perfect 
ideas.” (Rozi & Heriwanto, 2019) 
Dan fenomena yang akan timbul 
praktik 
demokrasi hanya digunakan alat 


dari tersebut apabila 
untuk keuntungan segelintir pihak, 
maka demokrasi akan berdiri tanpa 


Demos (rakyat). 
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EDITORIAL 


UIN Walisongo Belum Siap dengan Status 


se Redaksi Majalah LPM Justisia 


ermasalahan 
Kuliah 


berlarut-larut dalam pusara 


biaya Uang 


Tunggal selalu 
pembicaraan publik. Mahasiswa 
seakan dikebiri melalui besaran 


biaya pendidikan yang melambung 


tinggi, jauh dari kemampuan unik » Yr 
melunasi. Secara ideal, fasilit 3 | 


dan layanan—sebagai feedback 
adalah kausalitas 
yang dikeluarkan dengan hak 
yang didapatkan. Secara serius, 
biaya pendidikan tinggi tidaklah 
berangkat dari ruang hampa, 
namun berkelindan dengan anasir- 


anasir lain sebelumnya. 


Menjelang awal semester baru, 


selalu muncul geliat resistensi 


mahasiswa terhadap kebijakan 


penetapan uang kuliah. Dari 


antara biay un 


BLU 


tia, 


pembangkaNag Kg membayar 
UKT, Aksi der Ol rasi, hingga 
advokasi K daPirokrasi. Alih- 
alih s3 gai perwujudan ihwal 
primordial, Mgjustru gerakan- 
PK itu” menjelma menjadi 


4 


tinan Y semesteran terhadap 


b Al biaya 
merpeltanyakan 


Karan 


pendidikan, 
kembali 
'menegosiasikan' 
melakoni 


Bean serta 


sirkulasi drama berkepanjangan. 


Bertolak dari kejadian-kejadian 


lalu, setidaknya Justisia 
menyimpulkan beberapa alasan di 
balik biaya pendidikan perguruan 
tinggi 'selalu' mahal. Alasan-alasan 
ini didasarkan pada hasil laporan, 
analisis, dan data yang sedemikian 


epik dikumpulkan: 
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BLU. Kala 
perguruan tinggi masih berstatus 
(SatKer), 
pengelolaan keuangan mengekor 


Pertama,  ontologi 


Satuan Kerja semua 
kepada induknya, yaitu Kemenag 
RI. Artinya, tinggi 


tidak memiliki kewajiban sekedar 


perguruan 


memikirkan perputaran uang 
untuk manajerial dan operasional 
perguruan tinggi. Ketika naik status 
menjadi Badan Layanan Umum 
(PTN-BLU), tinggi 


diberikan tongkat kendali untuk 


perguruan 


mengelola dan mengatur keuangan. 
Prinsipnya seperti berdiri di dua 
kaki: 


keuangan secara mandiri, di sisi 


di satu sisi mengendalikan 


lain tetap berstatus tidak terpisah 


dari lembaga induknya. 


Kedua, epistemologi BLU. Alih status 


EDITORIAL 


perguruan tinggi dari SatKer ke BLU 
bukanlah 


eskalasi peran, namun pembebanan 


sekedar pembicaraan 
tanggungjawab untuk memenuhi 


syarat dan target. Persyaratan 


substantif menuntut 
tinggi 
sebagai layanan umum dan untuk 


perguruan 
menjalankan fungsinya 
meningkatkan kemandirian 
ekonomi masyarakat. Persyaratan 
teknis mengharuskan fungsi 
substantif perguruan tinggi sesuai 
dengan rekomendasi dan kinerja 
yang sudah ditetapkan. Persyaratan 
administratif memperlihatkan 
bahwa semua kerja-kerja BLU itu 
dan 


harus dilaporkan, diawasi, 


selalu dikontrol setiap saat. 


Ketiga, aksiologi BLU. Jika demikian, 
perguruan tinggi harus semaksimal 
mungkin mengupayakan fungsinya 
sebagai layanan umum. Mudahnya, 
perguruan tinggi tidak hanya 
berkewajiban memberikan layanan 
mahasiswa, 


pendidikan kepada 


namun turut serta dalam 
memperjuangkan kemandiriannya 
untuk sirkulasi keuangan melalui 
jasa dan layanan yang diberikan. 
tinggi 
sekarang misalnya, secara pribadi 


Lumrah jika perguruan 
(institusi) memiliki rumah sakit, 


SPBU, danjasa-jasa lain. 


UIN Walisongo sendiri dalam 


kerja-kerja Badan Layanan Umum 
memiliki beberapa jasa dan 
layanan, seperti Biro Umrah dan 


Haji, Wisma Walisongo, Tour and 
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Travel, Foodcourt, dan Layanan 
Katering. Semua jasa dan layanan 
tersebut harus berjalan sesuai 
dengan rekomendasi dan kinerja 
yang sudah ditetapkan, termasuk 


harus melaporkan evaluasi setiap 


tahun lengkap dengan analisis 
SWOT-nya. 
Mekanisme tersebut, sekilas, 


berjalan lancar di atas kertas. Asal 


tinggi 
mengatur dan mengelola kerja- 


perguruan BLU mampu 
kerja di atas dengan baik, iklim 
pendidikan tidak akan terganggu. 
Pengertian ini dengan mudah dapat 
dipahami, sekaligus jikasperguruan 
tinggi gagal dalam/ menjalankan 
fungsinya sebagaim.BLU. Wrtinya, 
BLU tidak 


berjalan dengam, baik, makasharus 


jika sektor-sektor 


mengorbankan sektor yanglain. 


Lagi-lagi,/BkU bukanlah lembaga 
negara/yang berdirisdan berjalan 
secara otononman sich. Dalam kasus 
perguruan tinggi-yang menginduk 
kepada lembaga atasnya, Kemenag 
Risada beberapa sektor yang masih 
lembaga 


mengikuti “prosedur 


induk, yaitu Uang Kuliah Tunggal. 


Uang, Kuliah Tunggal 
BW adalah cara kerja 
Perhitungan mudahnya bisa disebut 


dengan 


silang. 


dengan penyerapan kedua sektor 
tersebut harus sama-sama 50 
persen. Jika satu dari kedua sektor 
tersebut timpang, bisa dipastikan 
perguruan tinggi berjalan pincang. 
Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) 


didasarkan pada kemampuan 
ekonomi orang tua dan 'pihak lain 
yang membiayainya. Bersamaan 
dengan kasus PTN BLU, dalam 
teknis penetapan UKT tidak hanya 
kebutuhan 


didasarkan pada 


mahasiswa satu semester sebagai 
juga 
layanan 


layanan akademik, namun 
mempertimbangkan 


penunjang akademik. 


Meskipun UIN Walisongo berstatus 
BLU, nyatanya penyediaan jasa 
dar«layanan umum sebagai syarat 
substantif saja belum berjalan 
dengan maksimal. 


tertatih-tatih, 


Dengan 
Walisongo tetap 
BLU 
yang sebenarnya justru mencederai 
BLU 
tidak berjalan, UKT mahasiswa 
dikorbankan 


target. Atau, sebut saja jika BLU 


melaksanakan kerja-kerja 


iklim perguruan tinggi. 


untuk memenuhi 


hanya menyerap target 30 persen, 
maka UKT mahasiswa menjadi 
korban melalui penyerapan UKT 
sebesar 70 persen untuk memenuhi 
target 100 persen. 


Pada akhirnya, Walisongo belum 
siap sepenuhnya dengan status 
sakral “Badan Layanan Umum: 
Jasa dan layanan yang dijalankan 
untuk kemandirian — ekonomi 
masyarakat secara sehat belum 


dijalankan secara baik, termasuk 


bagaimana pengaturan dan 
pengelolaan sirkulasinya untuk 
sekedar memenuhi target dan 


tidak memberatkan kemampuan 


finansial mahasiswa. Redaksi Jj/ 
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